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KATA PENGANTAR 

 Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi 

limpahan nikmat serta taufiq kepada hambaNya. Shalawat 

serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW. 

 Dalam buku “Hukum Ekonomi Di Indonesia” ini 

berisi segala hal yang menarik seputar kegiatan ekonomi 

yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di Indonesia. Selain 

itu juga berisi tentang peran pemerintah dalam mengatur 

perekonomian di Indonesia dengan menerbitkan Undang-

Undang yang sangat dibutuhkan oleh pelaku ekonomi 

dalam menjalankan kegiatan ekonominya. 

 Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan karena 

buku ini bisa terselesaikan dan sampai di hadadapan para 

pembaca. Hukum Ekonomi Di Indonesia yang penulis 

susun ini, bukanlah rumusan final, ia bersifat terbuka 

untuk diinterprestasi ulang, bahkan diperbarui kembali 

dengan adanya peraturan dan perkembangkan ekonomi 

yang semakin maju mengikuti perkembangan kegiatan 

ekonomi dan teknologi yang begitu pesat dan semakin 

modern. 

 Tiada awal yang tanpa akhir, maka penulis 

mengharapkan kepada para pembaca kritikan dan saran 

demi lebih sempurnanya buku ini ke depannya. 

 

Ponorogo, Februari 2017 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian Hukum Acara Perdata 

Sebagai bagian dari hukum acara (formeel recht), 

maka Hukum Acara Perdata mempunyai ketentuan-

ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam 

penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi 

untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakan 

ketentuan-ketentuan hukum perdata materil. Oleh karena 

itu eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam 

kelangsungan ketentuan hukum perdata materil. 

Adapun beberapa pengertian hukum acara perdata 

menurut beberapa pakar hukum: 

a. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH 

Beliau mengemukakan batasan bahwa hukum acara 

perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara 

bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka 
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pengadilan dan cara bagaimana cara pengadilan itu harus 

bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya 

peraturan hukum perdata. 

b. Prof. Dr. Sudikno Mertukusumo, SH 

Memberi batasan hukum acara perdata adalah 

peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya 

menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan 

perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara 

perdata adalah peraturan hukum yang menetukan 

bagaimana caranyamenjamin pelaksanaan hukum perdata 

material. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa 

hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya 

mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, 

dan pelaksanaan dari pada putusannya. 

c. Prof. Dr. R. Supomo, SH 

Dengan tanpa memberikan suatu batasan tertentu, 

tapi melalui visi tugas dan peranan hakin menjelaskan 

bahwasanya dalam peradilan perdata tugas hakim ialah 

mempertahankan tata hukum perdata (burgerlijk 

rechtsorde) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum 

dalam suatu perkara. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang di kemuka-

kan di atas serta dengan bertitik tolak kepada aspek 

toeritis dalam praktek peradilan, maka pada asasnya 

hukum acara perdata adalah : 

1. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggara-

kan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara 

perdata kepada hakim/pengadilan. Dalam konteks ini, 
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pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang 

yang merasa haknya dilanggar orang lain, kemudian 

dibuatlah surat gugatan sesuai syarat peraturan 

perundang-undangan. 

2. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan 

menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili 

perkara perdata. Dalam mengadili perkara perdata, 

hakim harus mendengar kedua belah pihak berperkara 

(asas Audi Et Alterm Partem). Disamping itu juga, 

proses mengadili perkara, hakim juga bertitik tolak 

kepada peristiwanya hukumnya, hukum pembuktian 

dan alat bukti kedua belah pihak sesuai ketentuan 

perundang-undangan selaku positif (Ius Constitutum) 

3. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana 

caranya hakim memutus perkara perdata. 

4. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan 

proses pelaksanaan putusan hakim (Eksekusi) 

 

B. Sejarah hukum acara perdata 

a. Sebelum tanggal 5 April 1848 

Hukum acara perdata yang digunakan di pengadilan 

Gubernemen bagi golongan  Bumiputera untuk kota-kota 

besar di Jawa adalah BrV (hukum acara bagi golongan 

Eropa). 

Untuk luar kota-kota besar Jawa digunakan beberapa 

pasal dalam Stb 1819-20 

Pada tahun 1846 Ketua Mahkamah Agung 

(Hooggrerechtshof) Mr H.L Wichers tidak setuju hukum 

acara perdata bagi golongan Eropa digunakan untuk 
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golongan Bumiputera tanpa berdasarkan perintah 

Undang-undang. 

Gubenur Jendral J.J Rochussen menugaskan Wichers 

membuat rancangan Reglement tentang Administrasi 

Polisi dan Hukum Acara Perdata dan Pidana Bagi 

Bumiputera. 

Tahun 1847 rancangan selesai dibuat tetapi JJ 

Rochussen mengajukan keberatan yaitu: 

1. Pasal 432 ayat (2) :membolehkan pengadilan yang 

memeriksa perkara perdata untuk golongan 

Bumiputera menggunakan hukum acara perdata 

yang diperuntukkan untuk golongan Eropa. 

2. Rancangan itu terlalu sederhana karena tidak 

dimasukkannya lembag-lembaga intervensi, 

kumulasi gugatan, penjaminan dan rekes civil 

seperti yang termuat dalam BRv 

b. Tanggal 5 April 1848  setelah melakukan perubahan 

dan penambahan maka rancangan itu ditetapkan 

dengan nama Inlandsch Reglement (IR) yang 

ditetapak dengan Stb 1848-16 dan disahkan dengan 

firman Raja tanggal 29 September 1849 dengan Stb 

1849-63. 

c. Tahun 1927 diberlakukan RBg (Rechtsreglement  voor 

de Buitengewesten) yaitu hukum acara perdata bagi 

golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura. 

Sebelumnya berlaku peraturan tentang susunan 

Kehakiman dan kebijaksanaan Pengadilan Stb 1847 

-23 
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d. Tahun 1941 terjadi perubahan nama Ir menjadi HIR 

(Herzeine Indlansch Reglement)dengan Stb 1941-44 

yang berlaku untuk Jawa dan Madura. 

Pada saat ini dengan Pasal II Peraturan Peralihan  

UUD 1945 yang telah diamandemen yang ke 4 HIR dan 

RBg masih berlaku sampai saat ini. 

C. Sumber-sumber hukum acara perdata. 

Dalam praktek peradilan di Indonesia saat ini, 

sumber-sumber hukum acara perdata terdapat pada 

berbagai peraturan perundang-undangan. 

a. HIR (Het Herzine Indonesich Reglemen) atau 

Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1848. 

b. RBg (Reglemen Buitengwesten) Staatblad 1927 No 

277 

c. Rv (Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk golongan 

Eropa) Staatblad No 52 Jo Staatblad 1849 No.63. 

namun sekarang ini Rv tidak lagi digunakan karena 

berisi ketentuan hukum acara perdata khusus bagi 

golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan 

dengan mereka dimuka (Raad van Justitie dan 

Residentiegerecht. Tetapi Raad Van Justitie telah 

dihapus, sehingga Rv tidak berlaku lagi. Akan tetapi 

dalam praktek peradilan saat ini eksistensi ketentuan 

dalam Rv oleh Judex Facti (pengadilan negeri dan 

pengadilan tinggi) serta mahkamah agung RI tetap 

dipergunakan dan dipertahankan. Misal : Ketentuan 

tentang Uang paksa(dwangsom) dan intervensi 

gugatan perdata. 
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d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang. 

e. Undang-Undang. 

1. UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2. UU No.5 Tahun 2004 )  Tentang Mahkamah Agung, 

yang mengatur tentang hukum acara kasasi jo UU 

No. 48 Tahun 2009 (kewenangan MA) 

3. UU No.8 Tahun 2004 jo UU No. 49 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Umum. 

4. UU No.3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 

Tentang Peradilan Agama. 

5. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta 

peraturan pelaksanaannya. 

6. UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial. 

f. Hukum adat atau kebiasaan 

g. yurisprudensi 

h. doktrin 

 

D. Tujuan dan sifat hukum acara perdata  

Tujuan : 

1. Mencegah  terjadinya Tindakan  main hakim sendiri 

(eigenrichting) 

2. Mempertahankan hukum perdata materiil 
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3. Memberikan kepastian hukum  

Sifat : 

1. Memaksa  mengikat para pihak yang berperkara 

dan ketentuan-ketentuan yang ada peraturan hukum 

acara perdata harus dipenuhi. 

        contoh: gugatan harus diajukan di tempat atau 

domisili tergugat 

        Jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding 

adalah 14 hari setelah putusan hakim diberitahukan  

kepada para pihak, dll 

2. Mengatur  peraturan-peraturan dalam hukum acara 

perdata dapat dikesampingkan para pihak 

          Contoh dalam hal pilihan domisili dan juga 

pembuktian.  

E. Asas-asas Hukum Acara Perdata  

1. Hakim bersifat menunggu inisiatif mengajukan 

tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang 

berkepentingan (Pasal 118 HIR/142 RBg ). Perk yang 

diajukan kepada hakim maka ia tidak boleh menolak 

untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan 

hknya tidak ada /krg jelas, hakim wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakatarakat.(Ps 5 UU 

48/2009 KK  



8 | Martha Eri Safira, M.H. 
 

2. Hakim bersifat Pasif ruang lingkup atau luas 

sempitnya pokok perkara ditentukan para pihak 

berperkara bukan oleh hakim. Pengadilan membantu 

para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan 

yang sederhana cepat dan biaya ringan Ps 4 ayat 2 UU 

48/2009. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan 

melebihi dari yang dituntut ( 178 ayat 2,3 HIR/189 

ayat 2,3 RBG ) 

3. Persidangan terbuka untuk umumPs 13 ayat 1 UU 

48/2009 setiap orang dibolehkan hadir dan 

mendengarkan pemeriksaan perkara, walaupun ada 

beberapa perkara yang dilakukan pemeriksaannya 

secara tertutup. Contoh dalam perkara perceraian. 

4. Mendengar kedua belah pihak 

5. Putusan harus disertai dengan alasan-alasan 

(motievering Plicht ). 

6. Berperkara dikenai biaya 

7. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan  

8. Beracara tidak harus diwakilkan bisa langsung 

pihak yang berperkara beracara di pengadilan atau 

dapat diwakilkan.  

9. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan YME “ 

10. Asas objektivitas Pengadilan mengadili menurut 

hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang -

>ps 4 ayat 1 UU 49/2009  
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11. Asas Persidangan berbentuk Majelis ps 11 ayat 1 

Pengadilan memeriksa dengan susunan majelis 

sekurang-kurangnya 3 org hakim, kecuali UU 

menentukan lain. 

12. Pemeriksaan dalam Dua Tingkat .Tingkat pertama  

Original Yurisdiction. Tk Banding Apellate 

Jurisdiction ) Judex Fakctie.- Mahkamah Agung  

judex Iuris  : 

KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PS 28  UU Peradilan 

Agama: 

1) MA bertugas dan berwenang memeriksa perkara dan 

memutus : 

a) Permohonan Kasasi; 

b) Sengketa kewenangan mengadili; 

c) Permohonan PK put pengad yang MKHT 

Berkaitan dengan ps 28 ayat 1 huruf a, pasal 29 berbunyi : 

2) MA memutus permohonan Kasasi terhadap put 

pengadilan tingkat Banding atau tingkat terakhir dari 

semua lingkungan peradilan 

Alasan Kasasi Ps.30 UU 3/2009  

a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. 

b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang 

berlaku, 
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c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

peraturan perundangan yang mengancam kelalaian 

itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan  

Bagaimanakah isi putusan MA  yang mengabulkan 

permohonan Kasasi atas dasar alasan pasal 30 huruf a,b 

dan c  

 MA menyerahkan perkara tersebut ke Pengadilan lain 

yang berwenang memeriksa dan memutusnya (ps 51 

ayat1) 

 MA membatalkan putusan kemudian memutus sendiri 

perkara yang dimohonkan kasasi itu yang isinya 

berbeda dengan isi putusan yang dimohonkan kasasi 

(ps 51 ayat 2 ) 

F. Macam  Putusan MA dalam TK Kasasi 

Bukan Putusan Akhir 

Mengembalikan berkas  pada PN/PA untuk dilakukan  

Pemeriksaan Tambahan karena Fakta belum jelas sudah 

ditentukan hknya tidak menurut hk 

Putusan Akhir 

1. Menguatkan PT/PN 

2. Menyatakan permoh Kasasi Tidak dpt Diterima ( 

N.O). 

3. Membatalkan Put/Pen PN/PT karena : 

Melanggar UU ( Scanding ) 
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Salah Menerapkan UU ( Verkerde toepasing ) 

Melampaui wewenang 

Menunjuk PN /PA yang berwenang 

Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara 

Pidana  

1. Dasar timbulnya Perkara  

          Perdata :timbulnya perkara karena terjadi 

pelanggaran hak yang diatur dalam hukum perdata. 

          Pidana : timbulnya perkara karena terjadi 

pelanggaran terhadap perintah atau larangan yang diatur 

dalam hukum pidana. 

2. Inisiatif berperkara  

         Perdata : datang dari salah satu pihak yang merasa 

dirugikan  

   

         Pidana : datang dari penguasa negara/pemerintah 

melalui aparat penegak hukum seperti polisi dan 

jaksaKepentingan Publik /Umum ( Nyawa, harta benda 

,Martabat )  

3.  Istilah yang digunakan 

     Perdata : yang mengajukan gugatan Penggugat  

                       pihak lawannya/digugat  Tergugat  
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     Pidana : yang mengajukan perkara ke pengadilan  

jaksa/penuntut umum 

     pihak yang disangka  tersangka  terdakwa 

terpidana 

4. Tugas hakim dalam  pembuktian 

    Perdata : Tujuan Pembuktian adalah mencari kebenaran 

formil mencari kebenaran sesungguhnya yang 

didasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak dan 

tidak boleh melebihi dari itu. 

    Pidana :mencari kebenaran materiil  tidak terbatas 

apa saja yang telah dilakukan terdakwa melainkan lebih 

dari itu. Harus diselidiki sampai latar belakang perbuatan 

terdakwa. Hakim mencari kebenaran materiil secara 

mutlak dan tuntas. 

5. Perdamaian  

    Perdata : dikenal adanya perdamaian ( Ps 130 HIR/154 

RBG Perma 2/2003Perma 1/2008 tentang Mediasi  

    Pidana  : tidak dikenal perdamaian 

6. Alat bukti Sumpah decissoire 

    Perdata : ada sumpah decissoire yaitu sumpah yang 

dimintakan oleh satu pihak kepada pihak lawannya 

tentang kebenaran suatu peristiwa. 

   Pidana : tidak dikenal sumpah decissoire. 
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7. Hukuman 

     Perdata : kewajiban untuk memenuhi prestasi 

(menyerahkan benda ,mengosongkan, melakukan 

perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan, 

pembayaran sejumlah uang   ) Restitue In Integrum (RII 

).  

     Pidana : hukuman badan (Mati, penjara , kurungan, 

denda dan Pencabutan hak.  

G. Susunan Badan Peradilan di Indonesia. 

Menurut UUD 1945 bahwa kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang 

dilakukan oleh mahkamah agung dan badan peradilan 

dibawahnya. Jenis dan dasar badan peradilan di 

Indonesia terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU No 4 

Tahun 2004, dikenal empat lingkungan peradilan di 

Indonesia yaitu : 

a. Peradilan Umum (UU No 8 Tahun 2004) 

b. Peradilan Agama (UU No 3 Tahun 2006) 

Dalam perdalilan agama membawahi Pengadilan 

Agama Neger 

c. Peradilan Militer (UU No 31 Tahun 1997) 

d. Peradilan Tata Usaha Negara (UU No 9 Tahun 

2004) 
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Keempat badan peradilan tersebut kesemuanya 

dibawah Mahkamah Agung RI. Berdasarkan pasal 11 (1) 

UU No 4 Tahun 2004. Mahkamah Agung RI merupakan 

pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan 

peradilan sebagaimana disebuntukan diatas. 

Selanjutnya pada ayat dua (2) disebuntukan, 

kewenangan Mahkamah Agung RI adalah : 

a.  Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan 

yang diberikan pada tingkat terakhir oleh 

pengadilan dimana semua lingkungan peradilan 

yang berada dibawah Mahkamah Agung. 

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang. 

c.    Kewenangan lain yang diberikan undang-undang. 

Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat 

pada umumnya mengenai perkara perdata maupun 

pidana yang dijalankan oleh pengadilan negeri dan 

pengadilan tinggi. Di dalam peradilan umum diberntuk 

beberapa pengadilan khusus yang berada dilingkungan 

pengadilan negeri yaitu : 

1. Pengadilan niaga (pasal 280 UU No.4 Tahun 1998 

Tentang kepailitan) 

2. Pengadilan anak (pasal 2 UU No.3 Tahun 1997 

Tentang pengadilan anak) 

3. Pengadilan hak asasi manusia (pasal 2 UU No.26 

Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM) 

4. Pengadilan tindak pidana korupsi 
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5. Pengadilan hubungan industrial (pasal 1 angka 17 

UU No.2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian 

Perselisihan hubungan industrial.) 

6. Pengadilan perikanan. 

Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha 

Negara merupakan peradilan khusus karena 

mengadili perkara tertentu atau mengenai 

golongan rakyat tertentu. Berdasarkan UU No.3 

Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, 

kewenangan pengadilan agama diperluas 

sebagaimana diatur dalam pasal 49 yaitu 

:pengadilan agama bertugas dan berwewenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

ditingkat pertama antara orang-orang beragama 

Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, infaq, zakat, dan ekonomi syari’ah. 
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BAB II 

GUGATAN 

 

Pengertian gugatan 

Sudikno Mertokusumo : tuntutan hak adalah tindakan  

yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan 

oleh pengadilan untuk mencegah main Hakim sendiri 

(eigenrichting)  

Darwan Prinst : suatu permohonan yang disampaikan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang 

mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan 

harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh 

pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap 

gugatan tersebut.  

Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2  

tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke 

pengadilan untuk mendapatkan putusan. 
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Perkara perdata di Pengadilan dibedakan menjadi  2 : 

1. Perkara contentiosa  perkara yang di dalamnya 

terdapat sengketa atau perselisihan. 

2. Perkara voluntaria  perkara yang di dalamnya tidak 

terdapat sengketa atau perselisihanKepentingan 

yang bersifat sepihak semata ( For the benefit of one 

party only), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang 

ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat Ex parte 

Petitum Permohonan harus murni tentang 

permintaan penyelesaian kepentingan pemohon 

dengan acuan sebagai berikut : 

a. Isi petitum berupa permintaan yang bersifat 

Deklaratif. 

b. Petitum Tidak boleh melibatkan pihak lain yang 

tidak ikut sebagai pemohon. 

c. Petitum Tidak bersifat Comdemnatoir. 

d. Harus terinci tentang hal-hal yang dikehendaki 

pemohon  

e. Petitum tidak boleh bersifat Compositur atau ex 

Aeque et bono  

Ciri Khas Permohonan  

1) Bersifat Reflektif : hanya demi kepentingan 

pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lain. 

Contoh Permohonan: Adopsi, Perwalian,  

pengampuan, Konsinyasi, ganti nama, ganti 

kelamin, kewarganegaraan, permohonan 

Dispensasi Kawin, Ijin Poligami, ijin Kawin dalam 

masa idah,pencegahan perkawinan,pengesahan 

nikah (Itsbat Nikah), Wali adhol (enggan /tidak 
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diketahui (gaib), pembatalan perkawinan, cerai 

talak (ijin penjatuhan Ikrar Talak) 

2) Perbuatan hakim dalam peradilan merupakan 

perbuatan administrasi inistratif  Penetapan 

Syarat-syarat administrasi dipenuhi maka 

kemungkinan dikabulkan .  

Syarat gugatan : 

1. Gugatan dalam bentuk tertulis( ps 118 ayat 1 

HIR/142 ayat 1 RBG )G.Lisan ps 120 HIR/144 RBG 

)  

2. Diajukan oleh orang yang berkepentingan 

huumk.(Point d’interes point d’ action asas 

Legitima persona standi in judicio.  

3. Diajukan ke pengadilan yang berwenang 

memeriksa  dan memutus  

Isi gugatan : 

Menurut Pasal 8 ayat 3  Rv gugatan memuat : 

1. Identitas para pihak 

2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum 

petendi berisi tentang : 1).kejadian2/peristiwanya 

( feitelijke gronden) menjelaskan duduknya perkara 

dan 2) menguraikan tentang hukumnya ( recht s 

gronden ) yi uraian tentang adanya hak atau 

hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis 

gugatan. 



20 | Martha Eri Safira, M.H. 
 

3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan 

tuntutan subsider/tambahan   

Teori pembuatan gugatan  

Ada 2 teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat 

gugatan yaitu : 

1. Substantieserings theorie yaitu membuat surat 

gugatan dengan menguraikan rentetan kejadian 

nyata yang mendahului peristiwa yang menjadi 

dasar gugatan. 

2. Individualiserings theorie yaitu hanya memuat 

kejadian-kejadian yang cukup menunjukkan 

adanya hubungan hukum yang menjadi dasar 

gugatan 

SYARAT MATERIIL  HIR dan RBG hanya  mengatur cara 

mengajukan 118 dan120 , Isinya tidak, Bagaimana 

menurut Yurisprudensi MA ? 

Menurut Yurisprudensi MA No.547K/SIP/1972 pada 

dsrnya org bebas menyusun dan merumuskan SG, asal 

cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil 

yang menjadi dsr tuntutan ( gugatan )  

Syarat  Formil yi syarat untuk memenuhi ketentuan Tatib 

beracara yang ditentukan UU 

Bgmn kalau sy formil G  tidak dipenuhi ?  

Syarat Formil tidak dipenuhi maka akan Mengakibatkan 

gugatan tidak sah  Gugatan dinyatakan tidak dapat 
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diterima ( Niet onvankelijke Verklaard )  atau Pengad tidak 

berwenang mengadili  

Syarat Formil yang harus dipenuhi : 

1) Tidak melanggar Kompetensi Absolut dan Relatif, 

2) Gugatan tidak Error in Persona .Contohnya : P tidak 

cakap / tidak punya kepentingan hk yang cukup, 

yang ditarik sebagai Pihak2 nya tidak lengkap 

Plurium litis consortium  

3) Gugatan harus jelas dan tegas ( ps 8 RV ) tidak 

obscuur Libel , Misalnya :1.Posita tidak 

menjelaskan kejadian serta dasar hukum tuntutan 

dalam gugatan,2.Tidak jelas obj G,3. posita 

bertentangan dengan petitum,4.petitum tidak 

terinci tp hanya Kompositur ( Ex aequo et bono )  

4) Tidak melanggar azas nebis in idem ( ps 1917 BW 

dan yurisprudensi MA  ( S,O,danPokok Perkaranya 

sama dimana perk Pertama sudah ada put yang 

MKHT yang bersifat positif /negatif ( 

Mengabulkan/menolak G). 

5) G tidak Prematur/ belum waktunya diajukan G, 

6) Tidak menggugat sesuatu yang telah 

dihapuskan/dikesampingkan oleh P P telah 

menghapuskan sendiri haknya dengan cara 

penolakan, ataupun karena Verjaring ( daluwarsa 

) T.H  yang bersifat perdata  Verjaringnya  30 th  



22 | Martha Eri Safira, M.H. 
 

7) Aanhanging geding /Rei Judicata deductae apa 

yang digugat sekarang masih tergantung 

pemeriksaannya dalam proses peradilan banding, 

Kasasi, PK  

Syarat Formil Gugatan menurut Ridwan halim : 

1) Diajukan secara tertulis dalam bentuk SG, 

2) Ditujukan Ke pengad yang berwenang  

3) Memuat identifikasi yang lengkap   P dan T 

4) Memuat dsr/alasan tuntutan ( Posita/FP) dan 

Petitum yang memenuhi syarat sbb : 

 a.Jelas dan Terang maksudnya, 

 b.Rasional, 

 c.dengan fakta dan bukti2 yang autentik/asli  

 d.kejadian materiil yang lengkap daninheren shg 

kebenarannya dapat dibuktikan dari seluruh bag G 

e). tidak memuat unsur penipuan/pemalsuan 

bukti/pemutar balikan fakta, 

F).Dilandasi dengan dsr-dsr hk yang rasional dan bukan 

dibuat-buat atau dicari-cari sekenanya, 

G).Tuntutan yang Layak/Wajar berdsrk bukti 2 yang tidak 

mengandung unsur pemerasan,kesewenang-wenangan.  

Penggugat dalam Petitum  selain mengajukan Petitum  

Pokok ( Primer ) dapat pula disertai dengan Petitum  
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Tambahan/pelengkap ( acessoir ) dan Tunt 

Pengganti/subsider  

1) Pet.Pok( Tunt.Pok tunt utama yang diminta oleh 

P untuk diputuskan oleh Pengad yang berkaitan 

langsung dengan pokok perk yang disengketakan. 

Misal : T hutang pada P belum 

mengembalikanmeski sudah ditagih dan sudah 

jatuh tempo  ( WP ). Pet.Pok P adalah Pemenuhan 

perjanjian. Perkara Waris Membagi HW  

2) Tunt Tambahan ( Acessoir ) ad Tunt yang sifatnya 

melengkapi atau sebagai tambahan dari Tunt Pok.  

Contoh yang Tuntutan Termasuk tuntutan Tambahan  

a) Menghukum T membayar biaya perkara, 

b) Menyatakan Put dapat dilaksanakan terlebih dulu ( 

serta Merta ) Uit Voerbaar bij voorraad 

c) Menghukum T membayar bunga ( moratoir ) 

sebesar 2 % perbulan, ( costen Schaden,en 

interesten )  

d) Menghukum T membayar Dwangsom/Astreinte  

tiap hari sebesar Rp.100.000,- sejak put 

berkekuatan hk tetap. 

e) Menghukum T membayar uang  Nafkah idah 

sebesar 600 Jt dan  Mutah sebesar 400 Jt Kpada 

Termohon yang dibayar setelah pemohon 

mengucapkan ikrar talak di muka persidangan. 
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f) Menghukum T untuk menyerahkan 1/2 Harta 

bersama  

Pengertian Tuntutan Pengganti 

Ad Tunt yang fungsinya untuk menggantikan tunt pokok, 

apabila Tun Pok ditolak oleh pengad sebagai Tun 

Cadangan/alternatif  

Tunt Sub  apbl majelis hakim berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono )  

Penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan  

Kumulasi gugatan ada 2 yaitu : 

1. Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu 

orang (Pasal 127 HIR/151 RBg) 

2. Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa 

tuntutan. 

     Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal: 

a)  satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan 

khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa 

menurut acara biasa. 

b) Hakim tidak wenang secara relatif untuk 

memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara 

bersama-sama dalam gugatan  

c) Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan 

bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom 

dalam satu gugatan.  
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Bagaimana yurisprudensi MA  tentang  Tuntutan Subsider 

saat ini   

Tunt Subsider dapat dikabulkan  Asal  masih dalam 

kerangka yang serasi dengan petitum primer . 

Contoh : T pok Pemutusan/Pembatalan Perjanjian dengan 

Tuntutan GR, Tunt subs Menghukum  T melaksanakan 

Perjanjian dengan dihukum uang paksa setiap kali 

keterlambatan dalam melaksanakan perjanjian. 

Kompetensi  

Kompetensi adalah kewenangan mengadili dari badan 

peradilan. 

Kompetensi ada 2 yaitu : 

1. Kompetensi Mutlak/Absolut : Pembagian 

kewenangan mengadili antar Peradilan dengan 

melihat jenis perkara dengan mendasarkan Ps 18 

UU 48/2009 Kek Kehakiman (UU 14/70UU 

35/99UU 4/2004 ) dilihat dari beban tugas 

masing-masing  peradilan sebagai pelaksana 

kekuasaan kehakiman ad MA dan Bdn perad yang 

berada dibawahnya   

 1.Peradilan Umum UU 2/1986->UU 8/2004->UU  

49/2006 

 2.Peradilan Agama, ( UU 7/89 ->UU 3/2006->UU 

50/2009 

 3.Peradilan Militer, 
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 4.Peradilan Tata Usaha Negara( UU 5/2006->UU 

9/20064->UU 51/2009. 

Dan sebuah Mahkamah Konstitusi  

Jika antara bbrp T hubungannya satu sama lain sebagai 

Hoofdschuldenaar dan Borg  Kpada KPN tempat tinggal 

berutang utama. 

3) Belumn tempat diam dari T tidak dikenal dan 

tempat tgl tidak diketahui atau T tidak dikenal, 

maka SG dimasukan  kepada KPN daripada P , atau 

jika SG tentang Barang Tetap , maka SG dimasukan 

kepada KPN dimana barang terletak. 

4) Bila dengan Surat yang sah dipilih dan ditentukan 

suatu tempat berkedudukan, maka P, jika ia suka 

dapat memasukan SG kepada KPN dalam daerah 

hukum siapa terletak tempat kedudukan yang 

dipilih itu. 

Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur juga pengecualiannya 

yaitu : 

1. Diajukan di tempat kediaman tergugat apabila 

tidak diketahui tempat tinggalnya. 

2. Apabila tergugat lebih dari satu orang diajukan di 

tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan P. 

3. Satu tergugat sebagai yang berhutang dan satu lagi 

penjamin diajukan di tempat tinggal yang 

berhutang. 
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4. Jika tidak diketahui tempat tinggal dan kediaman 

tergugat diajukan di tempat tinggal penggugat. 

5. Jika objeknya benda tetap diajukan di tempat 

benda tetap itu berada. 

6. Jika ada tempat tinggal yang dipilih diajukan di 

tempat tinggal yang dipilih tersebut.    

Para Pihak Berperkara 

Ada 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat. 

Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan 

dan dapat juga diwakilkan. 

Untuk ini dapat dibedakan atas : 

1. Pihak materiil : pihak yang mempunyai 

kepentingan langsung 

      yaitu penggugat dan tergugat. 

2. Pihak formil :  mereka yang beracara di pengadilan 

sebagai penggugat, tergugat mewakili anak yang 

belum dewasa, sebagai wali, curator, Direktur 

Utama karena penunjukan oleh hakim 

Turut tergugat : pihak yang tidak menguasai objek perkara 

tetapi akan terikat dengan putusan hakim  

Hukum Acara Perdata Positif mengenal Gugat perwakilan 

karena 2 Hal yakni  

1) Penunjukan oleh yang berkepentingan . 
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2) Perwakilan karena Penunjukan oleh Hukum; 

Perwakilan dalam Perkara Perdata 

Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat 

diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan 

surat kuasa Khusus 

Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat, kuasa 

hukum itu diberikan kepada advokat. 

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk 

melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang 

diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara 

persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan. 

Surat kuasa: suatu dokumen di mana isinya seseorang 

menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain 

untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas 

namanya. 

Macam-macam surat kuasa : 

1. Surat kuasa umum: surat yang menerangkan 

bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-

hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala 

hal atau segala perbuatan dengan titik berat 

pengurusan. 

      Surat kuasa khusus: kuasa yang menerangkan bahwa 

pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu 

saja. 

       Dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus. 
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Isi Surat Kuasa Khusus 

1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa. 

2. Apa yang menjadi pokok perkara. 

3. Pertelaan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan 

tentang kekhususan isi kuasa. 

4. Hak subsitusi /pengganti 

Dasar Hukum Class Actions di Indonesia 

Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal  37. 

Undangan-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Pasal 46 

Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan, 

Pasal 71 

PERMA NO. 1 tahun 2002 

 Walaupun telah ada dasar hukum mengajukan 

gugatan perwakilan ke pengadilan tetapi belum ada 

hukum acara yang mengatur. 

Latar Belakang Lahirnya  Perma No.1 Tahun 2002 

a. Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 

b. Pelanggaran Hukum yang merugikan secara 

serentak terhadap orang banyak. 

c. Tidak efektif  penyelesaian pelanggaran hukum 

tersebut huruf b  diselesaikan sendiri-sendiri. 



30 | Martha Eri Safira, M.H. 
 

d. Pelanggaran hukum pada huruf c dapat diajukan 

dengan gugatan perwakilan kelompok. 

e. Undang-undang yang mengatur gugatan 

perwakilan kelompok, spt UU No.23 Tahun 1997 

tentang Lingkungan hidup,Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, tetapi belum ada hukum acaranya. 

f. Mengisi kekosongan hukum. 

Tata Cara Mengajukan Gugatan Perwakilan (pasal 3 

perma no.1 tahun 2002). 

 Harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal 

surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara 

Perdata yang berlaku,surat gugatan perwakilan kelompok 

harus memuat : 

a. Identitas  lengkap dan jelas wakil kelompok 

b.  Definisi kelompok secara rinci dan spesifik 

walaupun tanpa  menyebuntukan nama 

anggota kelompok satu persatu 

c.  Keterangan tentang anggota kelompok yang 

diperlukan  dalam kaitan dengan kewajiban 

melakukan pemberitahuan. 

 SURAT KUASA  WAKIL KELOMPOK (PASAL 4 

PERMA No.I/2002) 

Untuk kepentingan hukum anggota kelompok, wakil 

kelompok tidak disyaratkan memperoleh surat kuasa 

khusus dari anggota kelompok  



Hukum Acara Perdata | 31  
 

 

Bagaimana Pada Sidang  Pertama Ada Penarikan Dari  

Wakil Kelompok? 

 Tidak mengugurkan hak procedural maupun hak 

subjektif dari anggota kelompok yang pada saat gugatan 

didaftarkan tidak disebuntukan. 

 Pasal 3 PERMA tidak disyaratkan penyebutan 

nama anggota kelompok satu persatu. 

 Pasal 7  PERMA didata ulang pada saat proses 

pemberitahuan (notification) pada tahan sertifikasi, 

kedudukan wakil kelompok tidaklah harus permanen 

karena Pengadilan sewaktu-waktu dapat memerintahkan 

untuk mengganti anggota kelompoknya apabila wakil 

kelompok dinilai : 

 “Tidak memperlihatkan kejujuran serta 

mengabaikan anggota kelompoknya, contohnya wakil 

kelompok telah mendapat uang kadeudeuh(pemberian 

atas dasar alasan kemanusiaan. dari tergugat. 

DALAM PRAKTEK 

 Anggota Kelompok dapat memberi kuasa dan 

menunjuk anggota perwakilan baru dimuka persidangan. 

Bagaimana Menguji Syarat  Yuridis Dari Gugatan 

Perwakilan 

Bahwa apabila terjadi peristiwa-peristiwa kegiatan-

kegiatan atau suatu perkembangan dapat menimbulkan 

pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau 

sekaligus dan massal terhadap orang banyak, sementara 
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sangatlah tidak efektif dan efisien apabila penyelesaian 

pelanggaran hukum tersebut diselesaikan sendiri-sendiri 

dalam satu surat gugatan 

Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan 

kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat 

substansial, serta kesamaan jenis tuntutan diantara wakil 

kelompok dengan anggota kelompoknya. 

CONTOH KASUS LONGSOR  DI HUTAN MANDALAWANGI: 

Peristiwa yang telah diketahui umum maka sifatnya 

“notoir feiten” (tidak perlu pembuktian) yang perlu 

pembuktian apakah peristiwa tersebut dapat 

menimbulkan kerugian bagi orang banyak dan siapa yang 

paling bertanggung jawab, maka sarana hukum yang 

paling effektif  untuk menampung tuntutan kelompok 

masyarakatarakat korban adalah melalui prosedur “ 

gugatan secara class-action”.  

Legal Standing 

 Istilah legal standing disebut juga standing, ius 

standi, persona standi atau hak gugat, yaitu akses orang 

perorangan ataupun kelompok/organisasi di Pengadilan 

sebagai pihak penggugat..  

Urgensi  Legal Standing 

I.   Faktor kepentingan masyarakatarakat luas 

     Banyaknya kasus-kasus publik telah tumbuhnya 

organisasi advokasi antara lain : 

Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia ( YLBHI) 
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Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 

II.  Faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara 

 Objek sumber daya alam ( sungai, hutan dan 

mineral atau tambang), karena dalam praktek sering 

pemerintah mengabaikan kewajibannya untk berlanjutnya 

sumber daya alam. 

Persamaan prinsip Actio Pop dan CA Sama-sama 

merupakan Gugatan yang melibatkan kepentingan 

sejumlah besar orang secara perwakilan oleh seorang 

/lebih. 

AP yang berhak mengajukan adalah setiap orang 

atas dasar Ia adalah anggota masyarakatarakat (WN 

)Tanpa harus merupakan pihak yang mengalami 

kerugian, 

Yang dituntut/petitumnya adalah untuk  

Kepentingan Umum yang merupakan kepentingan Warga 

Negara  

Hanya satu/Beberapa  yang merupakan anggota 

kelompok yang mengalami kerugian secara langsung. 

Yang dituntut/Petitumnya adalah kepentingan 

yang sama dalam satu permasalahan yang menimpa 

kelompok. 

Di Belanda dikenal terminologi lain = Group Acties 

yang pengertiannya adalah : 
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Sebagai hak yang diberikan oleh suatu Badan 

Hukum untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan 

orang banyak ( Other person’s interes ), apabila dalam 

ADnya mencantumkan kepentingan orang banyak ( 

Kepentingan Umum )yang serupa dengan yang 

diperjuangkan di Pengadilan, namun tidak boleh menuntut 

ganti rugi misal kepentingan perlindungan konsumen. 

Apakah terdapat Perbedaan antara Group Acties dengan 

Class Action. 

G A adalah merupakan perkembangan baru dalam 

hk terutama berkaitan dengan pemberian  hak gugat ( LS ) 

bagi BH untuk mewakili kepentingan orang banyak.BH 

tidak perlu satu tempat tinggal  dalam satu daerah dengan 

masyarakat yang diwakili, cukup AD mencantumnya 

perlindungan  kepentingan masyarakat yang diwakili. Yang 

dituntut kepentingan orang banyak tidak boleh menuntut 

GR. BH tidak harus mengalami kerugian secara nyata,tidak 

harus bertempat tinggal satu daerah dengan masyarakat 

yang diwakilinya. 

Ad berkaitan dengan prosedur pengajuan perkara yang 

melibatkan sekelompok orang  yang mempunyai 

kepentingan serta permasalahan yang sama . 

YANG DITUNTUT adalah kepentingan yang sama dari 

sekelompok orang yang bersifat individual berupa 

tuntutan GR  

Apakah Indonesia mengadopsi hal tersebut  

A. UU No.23/ 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup; 
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B. UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 

C. UU 41/1999 Tentang Kehutanan , 

D. PERMA 2/1999 Tentang Pengawasan MA terhadap 

Parpol . 

 Sistem hukum Kita Sekarang menjadi  mengenal Gugatan  

dengan 2 model yakni : 

1) Model Class Action, 

2) Legal Standing ( ius Standing ). 

Ini semula tidak dikenal dalam HIR maupun RBG 

Cara Mengajukan Gugatan  

 Gugatan Lisan  

 1. Dilakukan sendiri (Pasal 12o HIR) 

 2. Dengan Kuasa (123 ayat (1) HIR dan 120 HIR jo 

147 ayat (1) RGb. 

 Gugatan Tertulis  

 1. Dilakukan sendiri  

 2. Dengan kuasa, syaratnya adalah adanya kuasa 

kepada lawyer, yang keadaan formalitasnya diatur oleh 

UU. 
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Syarat formal surat kuasa : 

a. Adanya terlebih dahulu pemberian kuasa yang 

ditandatangani  

b. b. Isi surat kuasa adalah bertindak membuat, 

menandatangani, dan mengajukan surat gugatan 

atas nama dan kepentingan penggugat atau 

pemberi kuasa. 

 Pengadilan dalam prakteknya tidak membutuhkan 

surat kuasa yang bersifat umum, melainkan hanya 

surat kuasa yang bersifat khusus tentang suatu 

perkara yang sedang diajukan di muka pengadilan 

dengan beberapa klausul kuasa yang tertulis di 

dalamnya. 

  

Perbedaan  Surat Kuasa Khusus  
Surat Kuasa 

Umum  

Dasar Hukum  
Pasal 1795 KUH 

Perdata  

Pasal 1796 

KUH Perdata  

Judul  

Mencantumkan kata-

kata  

“Surat Kuasa Khusus”  

Mencantumkan 

kata-kata 

“Surat Kuasa 

Umum”  
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Isi  

Meliputi 1 (satu) 

kepentingan tertentu 

atau lebih dari 

pemberi kuasa yang 

diperinci mengenai 

hal-hal yang boleh 

dilakukan oleh 

penerima kuasa  

Meliputi 

perbuatan- 

perbuatan 

segala 

pengurusan 

kepentingan 

dari pemberi 

kuasa, 

misalnya : 

memindah 

tangankan 

benda, 

meletakan Hak 

Tanggungan, 

membuat 

perdamaian.  

 

Surat Gugatan  

 Setiap orang yang merasa dirugikan dapat 

mengajukan Gugatan terhadap pihak yang dianggap 

merugikan melalui pengadilan.  

 Bentuk Gugatan dapat diajukan secara lisan atau 

secara tertulis. Gugatan itu harus diajukan oleh orang 

atau badan hukum yang berkepentingan, dan tuntutan 

hak di dalam Gugatan harus merupakan tuntutan hak 

yang ada kepentingan hukumnya yang dapat 
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dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan 

dalam sidang pemeriksaan. 

 Ciri-ciri Gugatan adalah: 

a. Perselisihan hukum yang diajukan ke pengadilan 

berupa sengketa. 

b. Sengketa terjadi di antara para pihak, minimal 

antara 2 (dua) pihak. 

c. Bersifat partai (party) dengan kedudukan, pihak 

yang satu berkedudukan sebagai Penggugat, dan 

pihak lain berkedudukan sebagai Tergugat. 

Isi dari Gugatan :  

 Kewenangan Relatif Pengadilan  

 Identitas para pihak. 

 Dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan 

hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-

alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal 

dengan istilah Fundamental Petendi. 

Fundamental Petendi terbagi atas 2 (dua) bagian: 

1. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau 

peristiwa (feitelijke gronden) dan  

2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya 

(rechtgronden) 

 Tuntutan atau Petitum yang terbagi menjadi 3, yaitu : 

1. Petitum primer (pokok) 
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2. Petitum tambahan (misalnya : untuk membayar 

biaya perkara, untuk dapat melaksanakan putusan 

terlebih dahulu, untuk membayar sejumlah bunga 

atau untuk membayar uang paksa, dll) 

3. Petitum subsider  

 Penutup  

Gugatan Tambahan  

a. Gugatan tambahan boleh diajukan bersamaan 

dengan gugatan pokoknya.  

b. Fungsinya : terjaminnya gugatan pokok  

c. Syarat : merupakan satu kesatuan dari gugatan 

pokok, saling mendukung, dan erat kaitannya 

dengan penggugat dan gugatan. 

d. Gugatan tambahan adalah permohonan kepada 

pengadilan negeri dapat mengambil tindakan 

sebelum pokok perkara diperiksa terhadap 

tergugat dan harta miliknya sebelum ada kekuatan 

hukum tetap. 

e. Gugatan tambahan yang ada dalam gugatan pokok 

adalah gugatan provisi dan gugatan tambahan 

penyitaan. 

Kelengkapan Surat Gugatan  

f. Kelengkapan secara umum : 

 1. Surat gugatan  
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 2. Surat keterangn kependudukan, domisili, dan 

tmpt tinggal penggugat. 

 3. Voorsdhot (Biaya perkara). Bagi yang miskin bisa 

membawa surat keterangan miskin dari desa, sekurang-

kurangnya disahkan/dilegalisir oleh camat. 

 Kelengkapan secara khusus : 

 . Misal PNS, ada surat izin dari pimpinan/atasannya  

   

Pendaftaran Surat Gugatan  

 Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya 

mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri di Meja 

1 bagian Perdata, dengan beberapa 

kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi : 

a. Surat Permohonan / Gugatan ; 

b. Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila 

menggunakan Advokat);  

 c. Bagi yang tidak mampu, bisa berperkara secara 

prodeo (Cuma-Cuma) 

 Gugatan dan Surat Kuasa Asli harus mendapat 

persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri  

 Setelah mendapat persetujuan, maka Penggugat / 

Kuasanya membayar biaya gugatan / SKUM di 

Kasir;  

 Memberikan SKUM yang telah dibayar ke Meja 2 

dan menyimpan bukti asli untuk arsip.  
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 Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan 

dari Meja 2.  

 Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan 

Negeri yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti.  

 Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan  

Terhadap Gugatan  

 Pengguguran Gugatan : dijatuhkan oleh hakim 

tanpa ada permohonan dari penggugat pada sidang 

pertama, dikarenakan penggugat tidak hadir di 

persidangan setelah dipanggil dengan patut. 

Terhadap putusan pengguguran gugatan, gugatan 

bisa diajukan kembali, dengan membayar ulang 

regristasi. 

 Pencabutan Gugatan : Merupakan hak mutlak 

dari penggugat  

 1. dilaksanakan sebelum persidangan (atau 

setidak-tidaknya tergugat belum menyampaikan jawaban 

terhadap gugatan). Gugatan yang dicabut sebelum 

persidangan bisa diajukan kembali  

 2. didalam pemeriksaan persidangan  

  a. tergugat menyetujui, maka ada putusan 

final berdasarkan kesepakatan di muka hakim dan gugatan 

tidak boleh diajukan kembali, baik pada tingkat pertama, 

perlawanan, banding, maupun kasasi. 
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  b. tergugat menolak, maka perkara harus 

dilanjuntukan kembali. Majelis hakim memmerintahkan 

panitera untuk menolak pencabutan gugatan. 

 Perubahan Gugatan : Selama pemeriksaan 

dipersidangan, penggugat boleh merubah 

gugatannya maupun mengurangi asalkan tidak 

pada petitum dan tidak merubah pokok gugatan. 

Perubahan gugatan tidak menghambat proses 

persidangan. 

 Penggabungan gugatan :  

 a. Secara subyektif (prosedur gugatan class action, 

gugatan para ahli waris terhadap seorang tergugat, dll) 

 b. Secara obyektif (gugatan perceraian, bersamaan 

dengan hak perwalian anak). Syarat : 

  1. Tidak boleh digabung dengan gugatan 

terbuka  

  2. Hakim tidak berwenang, maka harus 

terpisah  

  3. Gugatan tntg bezit tidak boleh digabung 

dengan gugatan tntg eigendom  

 Gugatan Balik : gugatan yang berasal dari pihak 

lawan. Tergugat menjadi penggugat rekonvensi, 

sedangkan gugatan sebelumnya disebut gugatan 

konvensi. Pemeriksaan perkara dan putusan 

dilakukan secara bersamaan, baik dalam satu 

putusan maupun dua putusan. Manfaatnya : 
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 a. menghemat biaya persidangan  

 b. mempermudah prosedur  

 c. menghindari putusan yang saling bertentangan  

 d. Acara pembuktian dapat dipersingkat  

 Syaratnya : 

 a. Diajukan selambat-lambatnya pada saat 

memberikan jawaban pertama pada sidang gugatan 

konvensi  

 b. Harus mengenai satu rangkaian yang berkaitan 

langsung  

 c. Jenis perkara yang sama pada pengadilan 

konvensi.  

Pemeriksaan Persidangan  

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk 

umum; 

2. Para pihak (penggugat dan tergugat) diperintahkan 

memasuki ruang sidang; 

3. Para pihak diperiksa identitasnya (surat 

kuasanya), demikian pula diperiksa surat ijin 

praktik dari organisasi advokat; 

4. Apabila kedua belah pihak lengkap maka diberi 

kesempatan untuk menyelesaikan dengan perkara 

secara damai; 
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5. Ditawarkan apakah akan menggunakan mediator 

dari lingkungan PN atau dari luar (lihat PERMA RI 

No.1 Tahun 2008); 

6. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka 

sidang dilanjuntukan dengan pembacaan surat 

gugat oleh penggugat/kuasanya; 

7. Apabila perdamaian berhasil maka dibacakan 

dalam persidangan dalam bentuk akta perdamaian 

yang bertitel DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YME; 

8. Apabila tidak ada perubahan acara selanjutnya 

jawaban dari tergugat; (jawaban berisi eksepsi, 

bantahan, permohonan putusan provisionil, 

gugatan rekonvensi); 

9. Apabila ada gugatan rekonvensi tergugat juga 

berposisi sebagai penggugat rekonvensi; 

10. Replik dari penggugat, apabila digugat rekonvensi 

maka ia berkedudukan sebagai tergugat 

rekonvensi; 

11. Pada saat surat menyurat (jawab jinawab) ada 

kemungkinan ada gugatan intervensi (voeging, 

vrijwaring, toesenkomst); 

12. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul 

putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang 

dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat 

intervensi); 
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13. Pembuktian  

14. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan 

saksi; 

15. Dilanjuntukan dari tergugat berupa surat bukti dan 

saksi; 

16. Apabila menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan 

setempat; 

17. Kesimpulan  

18. Musyawarah oleh Majlis Hakim (bersifat rahasia); 

19. Pembacaan Putusan; 

20. Isi putusan: a. Gugatan dikabulkan, b. Gugatan 

ditolak, c. Gugatan tidak dapat diterima; 

21. Atas putusan ini para pihak diberitahu hak-haknya 

apakah akan menerima, pikir-pikir atau akan 

banding. Apabila pikir-pikir maka diberi waktu 

selama 14 hari; 

22. Dalam hal ada pihak yang tidak hadir maka 

diberitahu terlebih dahulu dan dalam waktu 14 

hari setelah pemberitahuan diberi hak untuk 

menentukan sikap. Apabila waktu 14 hari tidak 

menentukan sikap maka dianggap menerima 

putusan. 
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BAB III 
 

BESLAAG/PENYITAAN/SITA 

 

Pengertian  

1. Tindakan hukum  

2. Tindakan hakim 

3. Bersifat eksepsional  

4. Adanya permohonan  dari pihak bersengketa  

5. Mengamankan barang-barang sengketa  

6. Tujuan akhir menjamin pelaksanaan putusan 

hakim 

Makna Sita/Penyitaan 

1) Tindakan menempatkan HK T scr paksa berada 

dalam Penjagaan ( to take into costudy the 

property of defendant ) 
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2) Tindakan Paksa Penjagaan( costudy ) dilakukan scr 

resmi berdsrk perintah Hakim 

3) Benda yang ditempatkan dalam penjagaan 

merupakan benda yang disengketakan, ttp boleh 

juga benda yang akan dijadikan pembayaran uang 

sbg pelunasan utang dengan jalan penjualan scr  

Lelang  

4) Penetapan dan penjagaan benda yang disita 

berlangsung slm proses pemeriksaan sd put 

pengadilan BKHT ( In Kracht van Gewijde)  

Menyatakan Sah dan berharga atas tindakan 

penyitaan yang sudah dilakukan. 

3 Essensi Fundamental dari penerapan penyitaan : 

a) Sita merupakan Tindakan Eksepsional ( ps 226,227 

jo 195 HIR1.penyitaan memaksakan kebenaran 

gugatan.2.Penyitaan membenarkan putusan yang 

belum dijatuhkan. 

b) Sita merupakan Tindakan Perampasan  

c) Penyitaan berdampak psikologis   

Bentuk-bentuk/Macam  penyitaan  

Ada 2 yaitu : 

1. Conservatoir beslaag/sita jaminan yaitu penyitaan 

terhadap barang milik tergugat. 

     Dasar hukum : Pasal 227 HIR/261 RBg  
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     Tujuan : untuk menjamin terlaksananya putusan 

pengadilan  

      Sita ini dapat dilakukan jika ada permintaan dari  

penggugat dengan mengemukakan alasan ada 

dugaan/sangkaan  bahwa tergugat akan berusaha 

menghilangkan, merusak, memindahtangankan benda-

benda HK milik nya. 

Benda-benda yang menjadi objek sita ini adalah benda 

bergerak dan benda tidak bergerak milik T 

2. Revindicatoir beslaag yaitu sita terhadap barang 

milik penggugat yang dikuasai oleh orang lain. 

Dasar hukumnya Pasal 226 HIR/260 RBG 

Tujuan : menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon 

dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. 

Objeknya : benda bergerak  

Sita ini hanya terbatas atas sengketa hak milik. 

 3. Marital beslaag yaitu sita yang diletakkan atas harta 

perkawinan. 

Sita dapat dimohonkan  dalam sengketa perceraian, 

pembagian harta perkawinan, pengamanan harta 

perkawinan. 

3. Eksecutoir  beslaag yaitu eksekusi dalam rangka 

pelaksanaan putusan hakim untuk Eksekusi 

Verhaal  
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Tujuan Penyitaan  

1. Agar Gugatan tidak Illusoir  HK  T tidak dialihkan 

atau dibebani dengan hak kebendaan  

2. Merupakan upaya bagi P untuk menjamin dan 

melindungi kepentingannya atas keutuhan HK T sd 

putusan BKHT( IVG ). 

3. Untuk menghindari itikad bruk T dengan berusaha 

melepaskan TGJWB( Civil Liability ) yang mesti 

dipikulnya atas PMH /WP yang dilakukannya. 

4. Objek eksekusi sudah pasti ada.  

Permohonan Sita Jaminan  

Sita jaminan (beslag) dapat dimohonkan oleh Penggugat 

dalam gugatannya atau secara terpisah dengan suatu 

permohonan tersendiri yang diajukan kepada Majelis 

Hakim yang memerika dan mengadili perkara.  

Penyitaan pada prinsipnya dapat diletakan baik itu 

terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak guna 

menjamin pelaksanaan putusan. 
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Jenis Sita Jaminan 

Conservat

oir 

Ps. 227 

HIR  

Revindicato

ir Ps. 226 

HIR  

Marital  Pandbeslag  

Sita yang 

diletakan, 

baik itu 

terhadap 

benda 

bergerak 

maupun 

tidak 

bergerak 

yang 

dimiliki 

atau 

berada 

dalam 

penguasa

an 

Tergugat.  

Sita yang 

diletakan 

terhadap 

benda 

bergerak 

milik 

Penggugat 

yang berada 

dalam 

penguasaan 

Tergugat.  

Sita yang 

dimohonkan 

oleh istri, 

baik 

terhadap 

benda 

bergerak 

maupun 

tidak 

bergerak 

yang 

dimiliki atau 

berada 

dalam 

penguasaan 

suami.  

Sita yang 

diletakan, 

baik itu 

terhadap 

benda 

bergerak 

maupun 

tidak milik 

Tergugat 

guna 

pemenuhan 

suatu 

kewajiban 

tertentu, 

misal dalam 

kasus 

wanprestasi 

sewa 

menyewa 

tanah atau 

bangunan.  

 



52 | Martha Eri Safira, M.H. 
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BAB IV 

PEMBERIAN KUASA 

 (LASTGEVING) 

 

A. Pengertian Kuasa. 

Secara Umum, surat kuasa tunduk pada prinsip 

hukum yang diatur dalam BAB ke enambelas, buku III 

KUHPerdata tentang perikatan. Sedangkan aturan 

khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum 

acara yang digariskan HIR dan RBG. Untuk memahami 

arti dari pengertian kuasa secara umum dapat dirujuk 

pada pasal 1792 KUHPerdta yang berbunyi 

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan 

mana seseorang memberikan kekuasaan kepada 

orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas 

namanya menyelenggarakan suatu urusan” 
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Bertitik tolak dari pasal 1792 KUHPerdata 

tersebut diatas, dalam perjanjian kuasa terdapat dua 

pihak terdiri dari : 

a. Pemberi kuasa atau letsgever (Instruction, 

Mandate) 

b. Penerima kuasa yang diberi perintah atau 

mandate melakukan sesuatu untuk dan atas 

nama pemberi kuasa. 

B. Berakhirnya Kuasa 

Berdasarkan pasal 1813 KUHPerdata, hal-hal 

yang dapat mengakhiri pemberian kuasa adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. 

Ketentuan pencabutan kembali kuasa oleh pemberi 

kuasa, diatur lebih lanjut dalam pasal 1814 

KUHPerdata dengan acuan. : 

a. Pencabutan tanpa melakuakan persetujuan 

dari penerima kuasa 

b. Pencabutan dapat dilakuakan secara tegas 

dalam bentuk mencabut secara tegas dan 

tertulis atau meminta kembali surat kuasa dari 

penerima kuasa. 

c. Pencabutan secara diam-diam berdasarkan 

pasal 1816 KUHPerdata. 

 

2. Salah satu puhak meninggal dunia Dengan 

sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum. 
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3. Penerima kuasa melepas kuasa. Pasal 1817 

KUHPerdata memberi hak substitusi secara 

sepihak kepada kuasa untuk melepas kuasa yang 

diterimanya dengan syarat : 

a. Harus memberitahu kehendak pelepasan itu 

kepada pemberi kuasa 

b. Pelepasan tidak boleh dilakuakan pada saat 

yang tidak layak. Ukuran tentang hal ini 

didasarkan pada perkiraan objektif, apakah 

pelepasan itu dapat menimbulkan kerugian 

kepada pemberi kuasa. 

C. Jenis-Jenis Kuasa. 

1. Kuasa Umum (pasal 1795 KUHPerdata) 

2. Kuasa khusus (pasal 1795 KUHPerdata) 

3. Kuasa Istimewa (pasal 1796 KUHPerdata) 

4. Kuasa perantara (pasal 1792 KUHPerdata dan 

pasal 62 KUHD) 

D. Kuasa Menurut Hukum 

Kuasa menurut hukum disebut juga Wettelijke 

Vertegnwoording atau Legal Mandatory. Maksudnya 

undang-undang sendiri telah menetapkan seseorang 

atau suatu badan untuk dengan sendirinya bertindak 

mewakili. Beberapa kuasa hukum adalah sebagai 

berikut : 

1) Wali terhadap anak dibawah umur (pasal 51 UU 

No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) 
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2) Curator atas orang tidak waras. 

3) Orang tua terhadap anak yang belum dewasa 

(pasal 45 (2) UU No 1 Tahun 1974 

4) BPH sebagai curator kepailitan 

5) Direksi atau pengurus badan hukum 

6) Direksi perusahaan persoroan (persero) 

7) Pimpinan perwakilan perusahaan asing 

8) Pimpinan cabang perusahaan domestic. 
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BAB V 

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM 
ACARA PERDATA INDONESIA 

 

A. Pengertian Pembuktian 

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata 

menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui 

bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak 

memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi 

secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara 

bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di 

dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum 

pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima 

pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan 

serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. 
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Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, 

pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan 

peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk 

meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah 

hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut 

sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik 

secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi 

atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar 

dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, 

peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara 

yuridis. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian 

adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum 

kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna 

memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang 

dikemukakan.1 

Pembuktian   diperlukan   dalam   suatu   perkara   

yang   mengadili   suatu sengketa di muka pengadilan ( 

juridicto contentiosa ) maupun dalam perkara- perkara 

permohonan yang menghasilkan suatu penetapan ( 

juridicto voluntair ). Dalam suatu proses perdata, salah 

satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu 

hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-

benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang 

harus terbukti apabila penggugat menginginkan 

kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat 

tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi 

dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, 

                                                           
1
 H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83. 
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namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan 

dikabulkan.2 

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan : 

“ Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau 

mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan 

haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, 

haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” 

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus 

dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak 

disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan 

tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak 

selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan 

dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara   tersebut   yang   

akan   menentukan   siapa   diantara   pihak-pihak   yang 

berperkara  yang  diwajibkan  memberikan  bukti,  apakah  

pihak  penggugat  atau pihak tergugat. Dengan perkataan 

lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana 

akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang 

membebankan kepada para  pihak  untuk  mengajukan  

suatu  pembuktian  dengan  cara  yang  seadil- adilnya.3 

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah 

disebuntukan di atas, para pihak yang berperkara dan 

hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di 

persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan 

                                                           
2
 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata,  Hukum  

Acara  Perdata  dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1983, 

hlm. 53. 
3
 Ibid., hlm. 53. 
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dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara 

pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti 

serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.  

Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR ( Herziene 

Indonesische Reglement ) yang berlaku di wilayah Jawa 

dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg ( 

Rechtsreglement voor de Buitengewesten ) berlaku diluar 

wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 

314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta 

di bawah tangan; dan BW ( Burgerlijk Wetboek ) atau 

KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 

1945. 

B. Prinsip Hukum Pembuktian 

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah 

landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk 

hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan 

prinsip dimaksud. 

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran 

Formil 

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara 

perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-

undang ( negatief wettelijk stelsel ), seperti dalam proses 

pemeriks aan  pidana yang menuntut pencarian 

kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam 

proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti 

yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, 

kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang 

disebut beyond reasonable doubt. Kebenaran yang 

diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang 
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tidak meragukan, sehingga kebenaranitu dianggap bernilai 

sebagai kebenaran hakiki.4 Sistem Pembuktian ini diatur 

dalam Pasal 183 KUHAP.5 Namun, tidak demikian dalam 

proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan 

diwujudkan hakim cukup kebenaran formil ( formeel 

waarheid ). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan 

perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. 

Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, 

hakim dibenarkan hukum mengambil putusan 

berdasarkan kebenaran formil.6 

Dalam  rangka  mencari  kebenaran  formil,  perlu  

diperhatikan  beberapa prinsip sebagai pegangan bagi 

hakim maupun bagi para pihak yang berperkara. a.         

Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif Hakim hanya 

terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai 

hal- hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh 

karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses 

perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan 

menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut 

diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta 

yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan 

berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, 

apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan 

diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat 

tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang 

diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan 

                                                           
4
 R. Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 

2007, hlm. 9. 
5
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, No. 8 Tahun 1981. 

6
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 

2005, hlm. 498 
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itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak 

didukung dengan bukti dalam persidangan. 

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan 

memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap 

berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang 

diajukan ke persidangan, dengan ketentuan : 

1) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif 

meminta para pihak mengajukan atau menambah 

pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi 

hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat 

bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada 

kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan 

membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, 

kecuali sepanjang  hal  yang  ditentukan  undang-

undang.  Misalnya  berdasarkan Pasal 165 RBg/139 

HIR, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada 

hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang 

saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi 

tersebut menghadap pada hari sidang yang telah 

ditentukan, apabila saksi yang bersangkutan relevan 

akan tetapi pihak tersebut tidak dapat menghadirkan 

sendiri saksi tersebut secara sukarela. 

2) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang 

diajukan para pihak di persidangan, untuk 

selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim. 

3) Pemeriksaan  dan  putusan  hakim,  terbatas  pada  

tuntutan  yang  diajukan penggugat dalam gugatan. 

Hakim tidak boleh melanggar asas ultra vires atau 

ultra petita partium yang digariskan Pasal 189 

RBg/178 HIR ayat (3) yang menyatakan hakim 

dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang  
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tidak  diminta  atau  mengabulkan  lebih  daripada  

yang  digugat. Misalnya yang dituntut penggugat Rp. 

100 juta, tetapi di persidangan terbukti kerugian yang 

dialami Rp. 200 juta, maka yang boleh dikabulkan 

hanya terbatas Rp. 100 juta sesuai dengan tuntutan 

yang disebut dalam petitum gugatan. 

b.    Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta 

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa 

pembuktian. Kunci ditolak   atau   dikabulkannya   gugatan   

harus   berdasarkan   pembuktian   yang bersumber dari 

fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya 

dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. 

Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta 

yang mendukungnya. 

1) Fakta  yang  dinilai  dan  diperhitungkan  terbatas  

yang  diajukan  dalam persidangan. 

Para  pihak  diberi  hak  dan  kesempatan  

menyampaikan  bahan  atau  alat bukti, kemudian 

bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada 

hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai 

membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak 

manapun  hanya  fakta  langsung  dengan  perkara  

yang  disengketakan.  Apabila bahan   atau   alat   

bukti   yang   disampaikan   di   persidangan   tidak   

mampu membenarkan  fakta  yang  berkaitan  

dengan  perkara  yang  disengketakan  maka tidak 

bernilai sebagai alat bukti.
18 
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2) Fakta yang terungkap di luar persidangan. 

Di atas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta 

yang diajukan di persidangan yang dapat dinilai 

dan diperhitungkan untuk menentukan kebenaran 

dalam mengambil putusan. Artinya, fakta yang 

dapat dinilai dan diperhitungkan hanya  yang  

disampaikan  oleh  para  pihak  kepada  hakim  

dalam  persidangan. Hakim tidak dibenarkan 

menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang 

tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, 

fakta yang ditemukan hakim dari surat kabar atau 

majalah adalah fakta yang diperoleh hakim dari 

sumber luar, bukan dalam  persidangan  maka  

tidak  dapat  dijadikan  fakta  untuk  membuktikan 

kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. 

Walaupun sedemikian banyak fakta yang diperoleh 

dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan 

diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka 

fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil 

putusan. Meskipun banyak orang yang 

memberitahukan dan menunjukkan fakta kepada 

hakim tentang kebenaran perkara yang 

disengketakan, fakta  tersebut  harus  ditolak  dan  

disingkirkan  dalam  mencari  kebenaran  atas 

perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut 

out of court, oleh karena itu tidak dapat dijadikan 

dasar mencari dan menemukan kebenaran.7 

3) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai 

pembuktian. 

                                                           
7
 Ibid.,hlm. 501. 



Hukum Acara Perdata | 65  
 

 

Selain  fakta  harus  diajukan  dan  ditemukan  

dalam  proses  persidangan, fakta yang bernilai 

sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta 

yang konkret dan relevan yakni jelas dan nyata   

membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang 

berkaitan langsung dengan perkara yang 

disengketakan. Dengan kata lain, alat bukti yang 

dapat diajukan hanyalah yang mengandung 

fakta-fakta konkret 

dan relevan atau bersifat prima facie, yaitu membuktikan 

suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan 

erat dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan 

fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian 

dikategorikan sebagai hal   yang   semu,   oleh   karena   itu   

tidak  bernilai   sebagai   alat   bukti   untuk membuktikan 

sesuatu kebenaran.8 

2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara 

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah 

berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan 

yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. 

Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas 

materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap 

perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan 

pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan 

hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga 

sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui 

dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 502. 
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dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan 

penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi jika didekati 

dari ajaran pasif, meskipun hakim mengetahui dan yakin 

pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan 

kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu 

sebagai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim 

harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan 

pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah 

selesai secara tuntas.9 

Akan tetapi, agar penerapan pengakuan 

mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih 

lanjut beberapa hal antara lain sebagai berikut :10 

a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat. 

Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, 

apabila : 

1) Pengakuan diberikan secara tegas 

Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara 

tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan 

persidangan. 

2) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat 

Pengakuan tersebut bersifat murni dan bulat serta 

menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dengan 

demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat 

atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi 

pokok perkara. 

                                                           
9
 Ibid., hlm. 505. 

10
 Ibid., hlm. 505 
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Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, 

apalagi tidak ditujukan terhadap pokok perkara, maka 

pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar 

mengakhiri pemeriksaan perkara. 

b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri. 

Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan 

tetapi mengambil sikap berdiam diri peristiwa itu tidak 

dapat ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan 

tanpa syarat, oleh karena itu sikap tergugat tersebut tidak 

dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat 

karena kategori pengakuan yang demikian harus 

dinyatakan secara tegas barulah sah dijadikan pengakuan 

yang murni tanpa syarat, sedangkan dalam keadaan diam 

tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui sehingga 

belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara 

oleh karena itu, tidak sah menjadikannya dasar 

mengakhiri perkara. 

c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup. 

Dalam hal ini ada diajukan sangkalan atau 

bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan ( 

opposition without basic reason ) dapat dikonstruksi dan 

dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa 

syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk 

membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan 

demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri. 

Akan tetapi perkembangan praktik 

memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, 

yang memberikan hak kepada pihak yang berdiam diri 
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atau kepada  yang  mengajukan  sangkalan  tanpa  alasan  (  

opposition  without  basic reason ) untuk mengubah sikap 

diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan 

selanjutnya,   dan   hal   itu   merupakan   hak   sehingga   

hakim   wajib   memberi kesempatan kepada yang 

bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya. 

Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas di 

persidangan. Pengakuan tersebut langsung bersifat 

mengikat ( binding ) kepada para pihak, oleh karena itu 

tidak dapat dicabut kembali ( onherroeppelijk ) dan juga 

tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1926 KUHPerdata.11 

3. Fakta-fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan 

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus 

pembuktian ditujukan pada kejadian  atau  peristiwa  

hubungan  hukum  yang  menjadi  pokok  persengketaan 

sesuai dengan yang didalilkan dalam fundamentum 

petendi gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal 

pihak lawan pada sisi lain12Sehubungan dengan itu, akan 

diuraikan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam 

pemeriksaan perkara perdata.  

a) Hukum positif tidak perlu dibuktikan 

Hal ini bertitik tolak dari doktrin curia novit jus atau 

jus curia novit, yakni pengadilan atau hakim dianggap 

mengetahui segala hukum positif. Bahkan bukan 

hanya hukum positif tetapi meliputi semua hukum. 

Pihak yang berperkara tidak perlu menyebut hukum 

                                                           
11

 Ibid., hlm. 507. 
12

 Ibid., hlm. 508. 
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mana yang dilanggar dan hukum mana yang harus 

diterapkan, karena hal itu dianggap sudah diketahui 

hakim. Namun yang perlu diingat sehubungan dengan 

permasalahan ini adalah sebagai berikut :13 

i. Hakim  harus  melaksanakan  hukum  yang  

sesuai  dengan  kasus  yang disengketakan, dan 

hukum yang harus diterapkan, tidak boleh 

sedikitpun bertentangan dengan hukum positif 

maupun dengan hukum objektif yang berlaku. 

ii. Hakim diwajibkan mencari dan menemukan 

hukum yang persis berlaku untuk diterapkan 

dalam perkara yang bersangkutan baik dari 

kumpulan perundang-undangan, berita negara, 

yurisprudensi atau komentar hukum. 

iii. Para  pihak  yang  berperkara  tidak  dapat  

dituntut  untuk  membuktikan kepada hakim 

tentang adanya peraturan perundang-undangan 

maupun yurisprudensi yang berlaku terhadap 

perkara yang disengketakan. Bahkan mengenai  

hukum  kebiasaan  pun  tidak  dapat  dituntut  

pembuktiannya kepada para pihak yang 

berperkara. 

 

b)  Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan 

Mengenai  fakta  yang  diketahui  umum  tidak  

dibuktikan,  dalam  hukum acara perdata tidak 

                                                           
13  A. Pitlo., Pembuktian dan Daluwarsa ( terj. ), PT. 

Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 17. 
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diatur secara tegas, tetapi hal ini telah diterima 

secara luas sebagai suatu doktrin hukum 

pembuktian yang dikenal dengan notoir feiten atau 

fakta notoir. Adapun pengertian fakta yang 

diketahui umum yaitu setiap peristiwa atau keadaan 

yang dianggap harus diketahui oleh orang yang 

berpendidikan atau beradab   yang   mengikuti   

perkembangan   jaman,   mereka   dianggap   harus 

mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa 

melakukan penelitian atau pemeriksaan yang 

seksama dan mendalam dan hal tersebut diketahui 

secara pasti berdasarkan pengalaman umum 

dalam kehidupan masyarakatarakat, bahwa 

kejadian atau keadaan itu memang demikian, untuk 

dipergunakan sebagai dasar hukum membenarkan 

sesuatu tindakan kemasyarakatarakatan yang serius 

dalam bentuk putusanhakim. 14  
Misalnya, 

merupakan fakta notoir bahwa pada hari minggu 

semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga 

tanah di kota lebih mahal daripada harga tanah di 

desa. 

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan di 

atas, fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak 

termasuk fakta yang diketahui umum. Oleh karena itu, 

fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak dapat 

berdiri sendiri sebagai bukti tetapi harus didukung lagi 

oleh alat bukti lain untuk mencapai batas minimal 

pembuktian.15 
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 M. Yahya Harahap, op cit, hlm. 510. 
15

 Ibid., hlm. 511. 
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c) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan 

Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib 

dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau 

dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip 

ini maka fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan 

tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu 

fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti 

kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah 

dianggap mengakui dalil danfakta yang diajukan.16 

d) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan 

tidak perlu dibuktikan 

Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat 

atau didengar hakim selama proses pemeriksaan 

persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. 

Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian 

adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang 

tidak perlu lagi dibuktikan sebab hakim sendiri 

mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Misalnya, 

tergugat tidak datang menghadiri sidang yang telah 

ditentukan, penggugat tidak perlu membuktikan fakta 

tersebut sebab hakim sendiri mengetahuinya dan 

bahkan hal tersebut telah dicatat  pula  dalam  berita  

acara.  Atau  misalnya  apabila  penggugat  ataupun 

tergugat menyatakan pengakuan secara tegas di 

persidangan, peristiwa itu tidak perlu dibuktikan 

karena hakim mengetahui dan mendengar sendiri hal 

tersebut. Atau ketika tergugat menolak ataupun tidak 

mampu menunjukkan surat, dokumen asli maupun 

fotokopi alat bukti yang diajukannya, hal ini 
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 Ibid., hlm. 511. 
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merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan, karena 

hakim sendiri melihat dan mengetahui sendiri hal 

tersebut  melalui  persidangan,  bahkan  hal  tersebut  

tercatat  dalam  berita  acara sidang.17 

 

4. Bukti Lawan ( Tegenbewijs ) 

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu 

memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti 

lawan. 

Pasal 1918 KUHPerdata menyatakan : 

“ Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan 

mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman 

karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam 

suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti   

tentang   perbuatan   yang   telah   dilakukan,   kecuali   jika   

dapat dibuktikan sebaliknya. “ 

Dengan kata lain, Pasal 1918 KUHPerdata ini memberi hak 

kepada pihak lawan untuk  mengajukan  pembuktian  

sebaliknya  terhadap  pembuktian  yang  melekat pada 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Pembuktian sebaliknya itulah yang dimaksud dengan 

bukti lawan atau tegenbewijs. 

Dalam teori maupun praktek, bukti lawan selalu 

dikaitkan dengan pihak tergugat. Oleh karena itu, bukti 

lawan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal (contra-

enquete )   yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat 

di persidangan untuk  melumpuhkan  pembuktian  yang  
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 Ibid., hlm. 513. 
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dikemukakan  pihak  lawan.18   Adapun tujuan utama 

pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan 

melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga 

dimaksudkan untuk meruntuhkan penilaian hakim atas 

kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan 

tersebut. 

Terdapat dua prinsip pokok yang harus 

diperhatikan sehubungan dengan penerapan bukti lawan. 

Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan 

pihak lain, dalam hal ini penggugat, dapat dibantah 

atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. A. Pitlo 

menyatakan bahwa bukti lawan dapat dikemukakan juga 

dalam hal bukti yang diberikan mempunyai daya 

pembuktian wajib. Semua bukti dapat  disangkal  ataupun  

dilemahkan.  Beliau  juga  menambahkan  bahwa  bukti 

lawan adalah bukti yang sama mutunya dan sama 

kadarnya dengan bukti. Alat yang  dipakai  untuk  

memberikan  bukti  lawan  adalah  sama  dengan  alat  

yang dipakai untuk memberikan bukti, dan daya alat-alat 

itu sama kuatnya.19  
Prinsip yang kedua, tidak semua alat 

bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini 

tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila 

undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian 

yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan  (  

beslissende  bewijs  kracht  )  atau  memaksa  (  dwingende  

bewijs kracht  )  maka  alat  bukti  tersebut  tidak  dapat  

dibantah  maupun  dilumpuhkan dengan bukti lawan.   

Misalnya alat bukti sumpah pemutus ( beslissende eed ) 

                                                           
18

 A. Pitlo, Op cit, hlm. 34. 
19

 Ibid., hlm. 35. 
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yang disebut dalam Pasal 1929 KUHPerdata dan Pasal 182 

RBg/155 HIR. Dengan begitu, bukti lawan hanya dapat 

diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai 

kekuatan bebas ( vrijbewijs kracht ), seperti alat bukti 

saksi maupun alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan 

sempurna ( volledig bewijskracht ) seperti akta otentik 

atau akta di bawah tangan.20 

Suatu hal yang perlu diperhatikan, pada dasarnya 

pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas 

proporsional. Artinya bahwa bukti lawan yang diajukan 

tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak 

dilumpuhkan. Sehubungan dengan hal itu pula, dianggap 

beralasan menentukan syarat ataupun kadar bukti lawan 

yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang 

diajukan pihak lawan yaitu :21 

1) mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling 

tidak sama dengan bukti yang dilawan, 

2) alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan alat 

bukti yang dilawan, 

3) kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang 

melekat padanya sama kuatnya. Akan tetapi, 

persyaratan itu tidak mutlak apabila peraturan 

perundang-undangan menentukan lain maka syarat 

tersebut dapat disingkirkan. 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai macam-

macam alat bukti, maka terlebih dahulu harus diketahui 
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 M. Yahya Harahap, op cit, hlm. 515. 
21 Ibid., hlm. 515. 
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dan dimengerti beberapa pengertian tentang bukti dan 

juga beberapa teori pembuktian. 

1.   Bukti lemah 

Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan 

penggugat yang sedikitpun  tidak  memberikan  

pembuktian  atau  memberikan  pembuktian  tetapi tidak 

memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-

dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya 

bukti permulaan ( kracht van begin bewijs  ).   Jadi  derajat  

bukti  yang  dibutuhkan belum tercapai  oleh  karena  itu 

gugatan  harus  ditolak  dan  penggugat  sebagai  pihak  

yang  kalah.  Daya  bukti permulaan saja tidak dapat 

menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.22 

2.   Bukti sempurna 

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh 

pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak 

perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak 

mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti 

sangkalan ( tengen bewijs). Jadi dengan bukti sempurna 

yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim 

kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan 

oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna 

mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan  

penggugat  benar  dan  harus  diterima  kecuali  tergugat  

dengan  bukti sangkalannya ( tengen bewijs ) berhasil 
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 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata 

untuk Mahasiswa danPraktisi, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, 

hlm. 19. 
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mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup 

guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah 

benar.23 

3.   Bukti pasti/menentukan ( Beslissend Bewijs ) 

Akibat  diajukan  pembuktian  dengan  alat  bukti  

yang  mempunyai  daya bukti pasti/menentukan, maka 

terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk 

memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat 

bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi penggugat 

atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, 

suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan 

demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, 

beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk 

mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.24 

4.   Bukti yang mengikat ( Verplicht Bewijs ) 

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya 

bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan 

keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh  

dalam  hal  ini  adalah  dalam  hal  adanya  sumpah  

pemutus  (  sumpah decissoir ).25 

5.    Bukti sangkalan ( Tengen Bewijs ) 

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang 

dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang 

diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini 

bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada 
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 Ibid., hlm. 19. 
24

 Ibid., hlm. 20. 
25

 Ibid., hlm. 20. 
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prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti 

sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas 

melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, 

misalnya terhadap sumpah   pemutus   (   sumpah   

decissoir   )yang   diatur   dalam   Pasal   1936 

KUHPerdata.26 

Seperti  telah  diuraikan  di  atas,  maka  

pembuktian  dilakukan  oleh  para pihak bukan oleh 

hakim. Namun, hakim yang memerintahkan kepada para 

pihak untuk   mengajukan   alat-alat   buktinya.   Ada   

beberapa   teori   tentang   beban pembuktian yang 

menjadi pedoman bagi hakim : 

1. Teori hukum subyektif ( teori hak ) 

Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang 

mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang 

bersangkutan harus membuktikannya. 

2. Teori hukum objektif 

Teori   ini   mengajarkan   bahwa   seorang   hakim   

harus   melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta 

untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan 

kepadanya. 

3. Teori hukum acara dan Teori kelayakan 

Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama 

yakni hakim seyogianya berdasarkan kepatutan membagi 

                                                           
26 Ibid., hlm. 20. 
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beban pembuktian. Asas audi et alteram partem atau juga 

asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak 

dimuka hakim merupakan asas pembagian beban 

pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi 

beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan 

para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban 

kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil 

sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah 

sama. 

Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, 

hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang 

berwenang menilai pembuktian yang tidak lain 

merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan 

hanya judex facti. Terdapat 3 ( tiga ) buah teori bagi hakim 

di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak : 

1.   Teori pembuktian bebas 

Teori  ini  menghendaki  kebebasan  yang  seluas-

luasnya  bagi  hakim,  di dalam menilai alat bukti. Hakim 

tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidak-

tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus 

dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan 

yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk 

bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak 

memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak 

terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.27 
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 Hari Sasangka, op cit, hlm. 23. 
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2.   Teori pembuktian negatif 

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-

ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan 

tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk 

melakukan sesuatu yang berhubungan dengan 

pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian. ( 

Pasal 306 RBg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdata )28 

Pasal 306 RBg/169 HIR : 

“ Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu 

alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. “ 

Pasal 1905 KUHPerdata : 

“  Keterangan  seorang  saksi  saja,  tanpa  suatu  alat  bukti  

lain,  di  muka pengadilan tidak boleh dipercaya. “ 

3.   Teori pembuktian positif 

Disamping  adanya  larangan,  teori  ini  

menghendaki  adanya  perintah kepada  hakim.  Disini  

hakim  diwajibkan,  tetapi  dengan  syarat.  (  Pasal  285 

RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdata )29 

Pasal 285 RBg/165 HIR : 

“ Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut 

ketentuan undang- undang oleh atau di hadapan pejabat 

umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, 

memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan 
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 Ibid., hlm. 23. 
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ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak 

daripadanya, tentang segala  hal  yang  tersebut  di  dalam  

surat  itu,  dan  juga  tentang  yang tercantum dalam surat 

itu sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut 

kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung 

berhubung dengan pokok yang disebuntukan dalam akta 

tersebut. “ 

Pasal 1870 KUHPerdata : 

“ Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak 

beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-orang yang 

mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna 

tentang apa yang dimuat didalamnya. “ 

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa hukum pembuktian terdiri dari : 

1. Pembuktian formil, mengatur cara bagaimana 

mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam 

RBg/HIR. 

2. Pembuktian materiil, mengatur dapat tidaknya 

diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu 

di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti 

itu. 

C.    Macam-Macam Alat Bukti 

Dari urutan alat-alat bukti dalam hukum acara 

perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat 

bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda 

dengan alat bukti dalam perkara pidana di mana alat 
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bukti yang paling utama adalah keterangan saksi.30  Hal 

ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana 

selalu menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti 

tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya 

tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya, 

sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang 

yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau 

mengalami sendiri kejadian yang merupakan tindak 

pidana tersebut. Sebaliknya, dalam praktek perdata 

misalnya dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-

menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan, perwasiatan, 

pengangkutan, asuransi, dan sebagainya orang-orang yang 

melakukan perbuatan-perbuatan tersebut umumnya 

dengan sengaja membuat 

bentuk tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian 

hari jika diperlukan, misalnya apabila satu ketika timbul 

sengketa atas perbuatan tersebut maka dapat dibuktikan 

permasalahan dan kebenarannya dengan akta yang 

bersangkutan. Atas kenyataan  tersebut,  dalam  perkara  

perdata  alat  bukti  yang  dianggap  paling dominan dan 

determinan adalah alat bukti tulisan atau surat. 

Apabila tidak terdapat bukti-bukti yang berupa 

tulisan , maka pihak yang diwajibkan membuktikan 

sesuatu berusaha mendapatkan orang-orang yang telah 

melihat atau mengalami sendiri peristiwa orang-orang 

yang harus dibuktikan tersebut. Orang-orang tersebut di 

muka hakim diajukan sebagai saksi. Orang- orang 

tersebut mungkin saja pada waktu terjadinya peristiwa itu 
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dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian 

yang berlangsung ( misalnya dalam perjanjian jual-beli, 

sewa-menyewa, dan lain-lain ) dan ada pula orang-orang 

yang secara  kebetulan  melihat  atau  mengalami  

peristiwa  yang  dipersengketakan42  Dalam Pasal 184 

KUHAP dinyatakan alat-alat bukti dalam perkara pidana 

adalah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. 

petunjuk; e. keterangan terdakwa tersebut. 

Apabila tidak mungkin mengajukan saksi-saksi 

yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang 

harus dibuktikan, maka diusahakan untuk membuktikan 

peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat 

dengan peristiwa  yang  harus  dibuktikan  tadi,  dan  dari  

peristiwa  itu  hakim  dapat mengambil suatu kesimpulan. 

Menyimpulkan terbuktinya sesuatu peristiwa dari 

terbuktinya peristiwa-peristiwa lain inilah yang 

dinamakan persangkaan. Bila pembuktian dengan tulisan 

dan kesaksian itu merupakan pembuktian secara 

langsung, maka pembuktian dengan persangkaan 

dinamakan pembuktian secara tak langsung karena 

pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik melainkan 

diperoleh dari kesimpulan sesuatu hal atau peristwa yang 

terjadi di persidangan. Persangkaan, selain yang 

merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu 

peristiwa yang dipersengketakan yang disebut dengan 

persangkaan hakim, ada pula yang merupakan 

ketentuan undang-undang yang mengambil kesimpulan- 

kesimpulan seperti yang dilakukan oleh hakim yang 

disebut juga dengan persangkaan undang-undang. 

Pengakuan dan sumpah juga termasuk dalam 

kelompok pembuktian secara tak langsung. Karena pada 
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dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi 

pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang 

diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat, 

pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran 

dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari 

kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil 

yang dimaksud. Sama halnya  dengan  sumpah,  dalam  

hal  ini,  dengan  diucapkannya  sumpah  yang 

menentukan ( decisoir eed ) atau sumpah  tambahan ( 

aanvullend eed ) dari suatu peristiwa maka dapat 

disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang hal yang 

dinyatakan dalam lafal sumpah. Dengan kata lain, sumpah 

bukan membuktikan kebenaran  tentang  apa  yang  

dinyatakan  dalam  sumpah  tersebut,  tetapi  dari sumpah 

itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dari sumpah 

tersebut. 

Selain  lima  macam  alat  bukti  yang  disebuntukan  

dalam  Pasal  1866 KUHPerdata maupun Pasal 284 

RBg/164 HIR, RBg/HIR masih mengenal alat pembuktian 

lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli, 

seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut : 

Pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) menyatakan : 

“ Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat 

mengangkat seorang atau dua  orang  komisaris  

daripada  pengadilan  itu,  yang  dengan  bantuan 

Panitera  akan  memeriksa  sesuatu  keadaan  setempat,  

sehingga  dapat menjadi keterangan kepada hakim.“ 

Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (1) menyatakan : 
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“ Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara 

itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan 

pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat 

seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, 

maupun karena jabatannya.“ 

Ada juga alat bukti yang tidak disebuntukan 

dalam undang-undang yaitu foto, film, rekaman 

video/tape/CD serta mikrofilm dan mikrofische. 31  

Menurut surat  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  kepada  

Menteri  Kehakiman  RI  Nomor 37/TU/88/102/Pid 

tanggal 14 Januari 1988, mikrofilm atau mikrofische dapat 

dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin 

keotentikannya yang dapat ditelusuri dari registrasi 

maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap 

perkara-perkara pidana maupun perdata. Dalam sistem 

hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa 

doktrin pengelompokkan alat bukti, yang membagi alat-

alat bukti ke dalam kategori :32 

1.   Oral Evidence 

a. Perdata ( keterangan saksi, pengakuan dan 

sumpah ). 

b. Pidana ( keterangan saksi, keterangan ahli, dan 

keterangan terdakwa ). 

 

                                                           
31 Hari Sasangka, op cit, hlm. 41. 

32
 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  Cyber  Law  

Aspek  Hukum Teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung, 

2005, hlm. 100. 
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2.   Documentary Evidence 

a. Perdata ( surat dan persangkaan ).  

b. Pidana ( surat dan petunjuk ). 

3.   Material Evidence 

a. Perdata ( tidak dikenal ) 

b. Pidana ( barang yang digunakan untuk 

melakukan tindak pidana, barang yang digunakan 

untuk membantu tindak pidana, barang yang 

merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang 

yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan 

informasi dalam arti khusus ). 

4.   Electronic Evidence 

Konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti 

tertulis dan elektronik. Konsep ini terutama 

berkembang di negara-negara common law. 

Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi 

memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori 

documentary evidence. 

Adapun menurut KUHPerdata maupun 

RBg/HIR alat-alat bukti dalam hukum acara perdata 

terdiri atas : 

a. Bukti Tulisan atau Surat 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bukti 

tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang 

utama dalam lalu lintas keperdataan. Pada masa sekarang 

ini, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian 
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dengan sengaja membuat atau menyediakan alat-alat 

bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti-

bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari 

terutama apabila timbul suatu perselisihan sehubungan 

dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata 

alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 

RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 

RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 

dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata. 

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian alat bukti 

tulisan, antara lain: 

1) Menurut A. Pitlo, 

“ alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut 

dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang 

berarti menerjemahkan suatu isi pikiran. “ 

2) Menurut Sudikno Mertokusumo, 

“ alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu 

yang memuat tanda- tanda   bacaan yang dimaksudkan 

untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan 

buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai 

pembuktian. “ 

3) Menurut Teguh Samudera, 

“ surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati 

yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat 

dalam sesuatu benda. “33 

                                                           
33

 Ibid., hlm. 37. 
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4) Menurut H. Riduan Syahrani, 

“ alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat 

tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan 

mengandung suatu pikiran tertentu. “34 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa alat bukti tulisan adalah segala 

sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 

merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang 

membuatnya. Maka surat yang dijadikan alat pembuktian 

ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang 

menyatakan buah pikiran. Jadi, walaupun ada sesuatu 

benda yang memuat tanda- tanda bacaan akan tetapi tidak 

menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut 

tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat. 

Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam 

akta dan tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih 

dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah 

tangan. Jadi dalam hukum pembuktian, alat bukti tulisan 

terdiri dari : 

1.   Akta 

Yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan 

yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang 

sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. 

Dengan demikian, unsur-unsur yang penting untuk 

digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan 

untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan untuk 

                                                           
34

 H. Riduan Syahrani, op cit. hlm. 91. 
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dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu 

dibuat, dan harus ditandatangani. Maka tidak setiap surat 

dapat dikatakan sebagai akta. 

Adanya tanda tangan dalam suatu akta adalah 

perlu untuk identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri atau 

membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya. 

Dan dengan penandatanganan itu seseorang dianggap 

menjamin tentang kebenaran  dari  apa  yang  ditulis  

dalam  akta  tersebut.  Yang  dimaksud  dengan 

penandatanganan ialah membubuhkan suatu 

tanda dari tulisan tangan yang merupakan spesialisasi 

sesuatu surat atas nama si pembuat. Penandatanganan ini 

harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan atas 

kehendaknya sendiri. Sidik jari, cap jari atau cap jempol 

dianggap identik dengan tanda tangan, asal dikuatkan 

dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang 

notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-

undang. Pengesahan sidik jari atau cap jempol oleh pihak 

yang berwenang dikenal dengan waarmerking. 

Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta 

mempunyai beberapa fungsi, a. Akta Berfungsi sebagai 

Formalitas Kausa 

Maksudnya, suatu akta berfungsi sebagai syarat 

untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. 

Apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan 

akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak 
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pernah terjadi.35 Dalam hal ini dapat diambil contoh 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal-pasal 1681, 1682, 

1683  KUHPerdata  tentang  cara  menghibahkan  ;  1945  

KUHPerdata  tentang sumpah di muka hakim, untuk akta 

otentik sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti 

dalam Pasal-pasal 1610 KUHPerdata tentang 

pemborongan kerja, 1767 

KUHPerdata  tentang  meminjamkan  uang  dengan  bunga,  

1851  KUHPerdata tentang  perdamaian.  Jadi  akta  disini  

maksudnya  digunakan  untuk  lengkapnya suatu 

perbuatan hukum. 

b. Akta Berfungsi sebagai Alat Bukti 

Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti. Artinya 

tujuan utama membuat akta  memang  diperuntukkan  

dan  dipergunakan  sebagai  alat  bukti.  Dalam 

masyarakatarakat sekarang, segala aspek kehidupan 

dituangkan dalam bentuk akta. Misalnya, dalam 

perjanjian jual-beli para pihak menuangkannya dalam 

bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis 

tentang perjanjian tersebut. Bila timbul sengketa, sejak 

semula telah tersedia akta untuk membuktikan kebenaran 

transaksi.36 

c. Akta Berfungsi sebagai Probationis Kausa 

Artinya, akta sebagai satu-satunya alat bukti yang 

dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi, 

                                                           
35

 M. Yahya Harahap, op cit, hlm. 564 
36

 Ibid., hlm. 565. 
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fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan 

suatu hal atau peristiwa tertentu, tanpa akta peristiwa 

atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. 

Kedudukan dan fungsi akta tersebut bersifat spesifik. 

Misalnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta 

perkawinan, hak tanggungan hanya dapat dibuktikan 

dengan akta hak tanggungan sesuai ketentuan Pasal 10 UU 

No. 4 Tahun 1996, jaminan fidusia hanya dapat 

dibuktikan dengan akta jaminan fidusia berdasar Pasal 6 

UU No. 4 

Tahun 1999. Berbeda halnya dengan perjanjian jual-beli 

barang. Pembuktiannya tidak digantungkan satu-satunya 

pada surat perjanjian jual-beli tertentu, tetapi dapat 

dibuktikan dengan keterangan saksi, persangkaan, 

pengakuan ataupun dengan sumpah, tidak harus dengan 

akta. Akta ini dapat di bagi lagi ke dalam akta otentik dan 

akta di bawah tangan.37 

a)  akta otentik 

Pasal 285 RBg/165 HIR menyebuntukan bahwa : 

“ akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut 

ketentuan undang-undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  

umum,  yang  berkuasa  untuk membuat surat itu, 

memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan 

ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari 

padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat 

itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu 

sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut 

kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung 
                                                           
37

 Ibid., hlm. 565. 
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berhubung dengan pokok yang disebuntukan dalam akta 

tersebut. “ 

Definisi ini tidak berbeda jauh dengan Pasal 1868 

KUHPerdata yang menyatakan: “ suatu akta otentik ialah 

suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana 

akta dibuatnya. “ 

Dari kedua defenisi di atas ternyata ada akta 

otentik yang dibuat oleh dan ada yang dibuat di hadapan 

pegawai umum atau pejabat umum yang berkuasa 

membuatnya. Akta otentik yang dibuat oleh 

pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta 

pejabat ( acte ambtelijk ), sedangkan akta otentik yang 

dibuat di hadapan pegawai/pejabat umum sering disebut 

dengan akta partai ( acte partij ). 

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik 

adalah notaris, camat, panitera, pegawai pencatat 

perkawinan, dan lain sebagainya. Berita acara 

pemeriksaan suatu perkara di persidangan pengadilan 

yang dibuat panitera, berita acara penyitaan dan 

pelelangan barang-barang tergugat yang dibuat oleh juru 

sita, dan berita acara pelanggaran lalu lintas yang dibuat 

oleh polisi, merupakan akta- akta otentik yang dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang, yaitu panitera, juru sita, 

dan polisi. Sedangkan akta jual-beli tanah di buat di 

hadapan camat atau notaris merupakan akta otentik yang 

dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang selaku 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ), yaitu camat dan 

notaris. 

Untuk membuat akta partai ( acte partij ) pejabat 

tidak pernah memulai insiatif, sedangkan untuk membuat 

akta pejabat ( acte ambtelikj ) justru pejabatlah yang 

bertindak aktif, yaitu dengan insiatif sendiri membuat akta 

tersebut. Oleh karena itu, akta pejabat berisikan tidak lain 

daripada keterangan tertulis dari pejabat. Sedangkan 

dalam akta partai berisikan keterangan para pihak 

sendiri, yang dituangkan ( diformulasikan ) oleh pejabat ke 

dalam akta. 

b)  akta di bawah tangan 

Akta di bawah tangan untuk Jawa dan Madura diatur 

dalam Stb. 1867 No. 29, tidak dalam HIR. Sedangkan 

untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 

286 sampai dengan Pasal 305 RBg.38 

Dalam Pasal 286 ayat ( 1 ) RBg, dinyatakan : 

“ dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu surat, 

daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang 

ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan 

seorang pejabat umum. “ 

Pasal 1874 KUHPerdata, menyebuntukan : 

“ sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-

akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, 

register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan 

                                                           
38

 Hari Sasangka, op cit, hlm. 56. 
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lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang 

pegawai umum. “ 

Demikian pula halnya Pasal 1 Stb. 1867 No. 29 

menyatakan bahwa surat-surat, daftar ( register ), catatan 

mengenai rumah tangga, dan surat-surat lainnya yang 

dibuat tanpa bantuan seorang pejabat, termasuk dalam 

pengertian akta di bawah tangan. 

Jadi, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat 

untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat 

umum. Misalnya, kuitansi, perjanjian sewa- menyewa, dan 

sebagainya. 

2.   Tulisan bukan akta. 

Tulisan bukan akta ialah setiap tulisan yang tidak 

sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau 

tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Walaupun tulisan   

atau   surat-surat   yang   bukan   akta   ini   sengaja   dibuat   

oleh   yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak 

dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari. 

b. Bukti dengan saksi-saksi 

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim 

disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti 

saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan 

Pasal 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, 

Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 

RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal 

1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdata. 
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Ada beberapa pendapat mengenai kesaksian : 

Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan 

apa yang dilihat oleh saksi dengan pancainderanya dan 

tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang 

demikian.39 

Menurut S. M. Amin, kesaksian hanya gambaran 

dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya, 

keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat 

obyektif.40 

Menurut   Sudikno   Mertokusumo,   kesaksian   

adalah   kepastian   yang diberikan kepada hakim di 

persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan 

jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang 

yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang 

dipanggil di persidangan.41 

Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan 

dalam segala hal, ini diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR 

dan Pasal 1895 KUHPerdata, kecuali bila undang-undang 

menentukan lain. Misalnya, mengenai perjanjian pendirian 

perseroan firma di antara para persero firma itu sendiri 

yang harus dibuktikan dengan akta notaris ( Pasal 22 

KUHD ), mengenai perjanjian pertanggungan/asuransi 

hanya dapat dibuktikan dengan polis ( Pasal 258 KUHD). 

Hakim   karena   jabatannya   dapat   memanggil   

saksi-saksi   yang   tidak diajukan  oleh  pihak-pihak  yang  

                                                           
39

 Ibid., hlm. 60. 
40

 Ibid.,hlm. 60. 
41

 Teguh Samudera, op cit. hlm. 51. 
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berperkara.    Namun  demikian,  ada  beberapa orang yang 

tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat 

mengundurkan diri sebagai  saksi,  sebagaimana  diatur  

dalam  Pasal  172  RBg/145  HIR,  Pasal  174 RBg/146 HIR, 

serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerdata. Orang-

orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah : 

a. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan 

menurut keturunan lurus dari salah satu pihak; 

b. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah 

bercerai; 

c.  Anak-anak yang belum berusia 15 ( lima belas ) 

tahun; 

d. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang 

ingatannya terang atau sehat. Adapun  alasan  

pembentuk  undang-undang  menentukan  mereka  

tidak  dapat didengar sebagai saksi adalah : 

a. Mereka  pada  umumnya  dianggap  tidak  cukup  

objektif  apabila  didengar sebagai saksi; 

b. Untuk menjamin hubungan kekeluargaan yang 

baik, yang mungkin akan retak apabila mereka 

memberikan kesaksian; 

c.  Untuk mencegah timbulnya tekanan batin bagi 

mereka setelah memberikan kesaksian. 

Keluarga sedarah dan keluarga karena 

perkawinan tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam 

perkara tentang perjanjian pekerjaan. Orang-orang yang 

dapat meminta dibebaskan memberi kesaksian adalah : 

a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki 

dan perempuan salah satu pihak; 
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b. Keluarga   sedarah   menurut   keturunan   lurus   dari   

saudara   laki-laki   dan perempuan dari suami/istri 

dari salah satu pihak; 

c. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau 

jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, 

tetapi semata-mata hanya tentang hal itu saja yang 

dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan 

jabatannya itu, misalnya dokter, advokat dan notaris. 

Adapun saksi menurut keadaannya, dapat digolongkan ke 

dalam : 

1. Saksi  tidak  disengaja,  yaitu  saksi  yang  secara  

kebetulan  melihat  atau mendengar ataupun 

mengalami sendiri perbuatan atau peristiwa hukum 

yang menjadi perkara. Dengan kata lain, saksi tersebut 

bukan diminta atau dipersiapkan oleh para pihak pada 

saat peristiwa tersebut dilakukan. Misalnya, A pada 

saat datang ke rumah B secara kebetulan melihat B 

dan C mengadakan transaksi jual beli. 

2. Saksi yang disengaja, yaitu saksi yang pada saat 

perbuatan hukum tersebut dilakukan telah diminta 

dengan sengaja oleh para pihak untuk menyaksikan 

perbuatan hukum tersebut. Misalnya, orang-orang 

yang diminta untuk ikut serta menyaksikan 

perjanjian jual beli, pembagian warisan, dan lain-lain. 

Mengenai kesaksian yang harus diberikan oleh 

saksi di muka persidangan adalah tentang adanya 

perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, 

dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang 

melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini 

saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan 

ataupun memberikan  pendapat  tentang  
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kesaksiannya,  karena  hal  ini  bukan  dianggap 

sebagai  kesaksian  (  Pasal  308  RBg/171  ayat  (  2  

)  HIR  dan  Pasal  1907 KUHPerdata  ).  Kesaksian  

juga  harus  dikemukakan  dengan  lisan  dan  secara 

pribadi di muka persidangan. Dengan demikian, saksi 

harus memberitahukan sendiri apa yang 

diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan 

diwakilkan oleh orang lain. Ketentuan ini ditafsirkan 

dari Pasal 166 ayat ( 1 ) RBg/140 ayat ( 1 ) HIR dan 

Pasal 176 RBg/148 HIR yang menentukan bahwa 

terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut 

dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi 

yang telah datang di persidangan tetapi enggan 

memberikan keterangan juga dapatdiberi sanksi.42 

c. Persangkaan-persangkaan 

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 

RBg/173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 

KUHPerdata. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan 

bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi 

yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang 

harus dibuktikan. Misalnya, dalam perkara gugatan 

perceraian yang didasarkan pada perzinahan sangat sulit 

sekali untuk mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri 

perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan peristiwa 

perzinahan hakim harus menggunakan alat bukti 

persangkaan. 
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 Ibid., hlm. 60. 
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Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik 

dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau 

peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum 

terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah 

hakim maka persangkaan  tersebut  dinamakan  

persangkaan  hakim.  Sedangkan  jika  yang menarik  

kesimpulan  tersebut  undang-undang  maka  dinamakan  

persangkaan undang-undang.43 

Persangkaan dapat dibedakan sebagai berikut : 

1. Persangkaan  atas  dasar  kenyataan  (feitelijke/ 

rechtelijke  vermoedens  atau praesumptiones facti) 

Dalam hal ini hakimlah yang memutuskan 

berdasarkan kenyataan, bahwa persangkaan tersebut 

terkait erat dengan peristiwa lain sehingga dapat 

melahirkan pembuktian. Misalnya, persangkaan 

hakim dalam perkara perceraian yang didasarkan 

alasan perzinahan. Apabila seorang pria dengan 

seorang wanita dewasa yang bukan suami isteri, tidur 

bersama dalam satu kamar  yang  hanya  punya  satu  

tempat  tidur,  maka  perbuatan  perzinahan tersebut 

telah terjadi menurut persangkaan hakim.44 

2. Persangkaan atas dasar hukum/undang-undang ( 

wettelijke/rechtsvermoedens atau praesumptiones juris 

)Dalam hal ini undang-undanglah yang menetapkan 

hubungan antara peristiwa yang diajukan dengan 

peristiwa yang tidak diajukan. 45  Persangkaan 
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 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, op cit, hlm. 

68. 
44

 Hari Sasangka, op cit, hlm. 96. 
45

 Ibid., hlm. 98. 
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berdasarkan hukum ini dapat dibagi lagi menjadi dua 

jenis yaitu : 

a. praesumptiones juris tantum, yaitu persangkaan 

berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya 

pembuktian lawan. 

b.  praesumtiones juris et de jure, yaitu persangkaan 

berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan 

pembuktian lawan. 

Contoh-contoh persangkaan undang-undang : 

1. Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga 

maupun piutang yang harus dibayar kepada si 

pembawa, maka barangsiapa yang menguasainya 

dianggap sebagai pemiliknya ( Pasal 1977 ayat ( 1 ) 

KUHPerdata ). 

2. Tiap  tembok  yang  dipakai  sebagai  tembok  batas  

antara  2  (  dua  ) pekarangan dianggap sebagai milik 

bersama pemilik pekarangan yang berbatasan, kecuali 

ada suatu alas hak atau tanda-tanda yang 

menunjukkan sebaliknya ( Pasal 633 KUHPerdata ). 

3. Tiap   anak   yang   dilahirkan   selama   perkawinan,   

maka   suami   dari perempuan yang melahirkan 

adalah ayahnya ( Pasal 250 KUHPerdata ). 

4. Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, 

tunjangan nafkah, bunga pinjaman uang, dan pada 

umumnya segala apa yang harus dibayar tiap tahun 

atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka 

dengan adanya 3 ( tiga ) surat tanda pembayaran 3 ( 

tiga ) angsuran berturut-turut, terbitlah persangkaan 

bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah 
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dibayar lunas, kecuali dibuktikan sebaliknya ( Pasal 

1394 KUHPerdata ). 

d. Pengakuan 

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 311 

RBg/174 HIR, Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 313 RBg/176 

HIR serta Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 

KUHPerdata. 

Ada beberapa pendapat mengenai defenisi pengakuan : 

1) Menurut A. Pitlo, 

“ pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu 

pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang 

dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa 

yang dikemukakan pihak lawan. “46 

2) Menurut S. M. Amin, 

“ pengakuan adalah suatu pernyataan tegas oleh seorang 

di muka sidang pengadilan,  yang  membenarkan  seluruh  

dakwaan  (  dalil  )  lawan,  atau hanya satu atau lebih 

daripada satu hak-hak atau hubungan yang didakwakan ( 

didalilkan ), atau hanya salah satu atau lebih daripada satu 

hal-hal yang didakwakan ( didalilkan ). “47 

 

 
                                                           
46

 A. Pitlo, op cit, hlm 150. 
47 Hari Sasangka, op cit, hlm. 102. 
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3) Menurut Sudikno Mertokusumo, 

“ pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan 

keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas 

dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di 

persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau 

sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan 

hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan 

pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. “48 

Jadi, pengakuan adalah suatu keterangan yang 

diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara 

lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa,  

hak  atau  hubungan  hukum  yang  dikemukakan  atau  

didalilkan  oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan 

merupakan suatu pembenaran terhadap peristiwa, hak 

atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan baik 

sebagian atau seluruhnya. 

Pengakuan  dapat  terjadi  di  dalam  dan  di  luar  

sidang  pengadilan. Pengakuan yang terjadi di dalam 

sidang pengadilan  ( Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 1925, 

Pasal 1926 KUHPerdata ), pengakuan yang dilakukan 

salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, 

pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti 

bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu 

kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan, 

pengakuan yang terjadi di luar persidangan ( Pasal 312 

RBg/175 HIR, Pasal 1927 dan 1928 KUHPerdata ), 

merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu 
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pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan 

untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang 

diberikan oleh pihak lawan. Pengakuan di luar 

persidangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. 

Pengakuan dibeda-bedakan sebagai berikut : 

1. Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya 

sederhana dan sesuai sepenuhnya  dengan  tuntutan  

pihak  lawan.  Pengakuan  tersebut  mutlak, tidak ada 

syarat apapun. Dengan demikian pengakuan tersebut 

harus dinyatakan terbukti oleh hukum. Misalnya, 

penggugat menyatakan bahwa tergugat meminjam 

uang sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ), 

tergugat mengakui bahwa ia memang meminjam uang 

kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 ( satu juta 

rupiah ). 

 

2. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang 

disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan 

si penggugat. Dengan kata lain, pengakuan ini adalah 

jawaban tergugat yang memuat sebagian berupa 

pengakuan dan sebagian lagi berupa sangkalan atau 

bantahan. Misalnya, penggugat menyatakan tergugat 

telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 

2.000.000,00 ( dua juta rupiah ), tergugat mengakui 

memang telah meminjam uang kepada penggugat, 

tetapi bukan Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) 

melainkan Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ). 

 

3. Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang 

disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat 

membebaskan. Keterangan tambahan atau klausula 
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semacam itu dapat berupa pembayaran, pembebasan 

atau kompensasi. Pengakuan ini sebenarnya adalah 

jawaban tergugat tentang hal pokok yang diajukan 

oleh penggugat, tetapi disertai dengan penjelasan 

tambahan yang menjadi dasar penolakan gugatan. 

Misalnya, penggugat menyatakan  tergugat  telah  

meminjam  uang  kepadanya  sebesar  Rp. 

3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ), tergugat mengakui 

memang meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 

3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ), tetapi hutang tersebut 

sudah dibayar lunas. 

Alat bukti pengakuan harus diterima seluruhnya, 

hakim tidak bebas untuk menerima sebagian saja dan 

menolak sebagian lainnya, sehingga merugikan orang yang 

mengakui hal itu. Artinya pengakuan tidak boleh dipecah-

pecah. ( Pasal 313 RBg/176 HIR, Pasal 1924 KUHPerdata). 

e. Sumpah 

Alat  bukti  sumpah  diatur  dalam  Pasal  182  sampai  

dengan  Pasal  185 RBg/Pasal 155 sampai dengan Pasal 

158 HIR, Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR, Pasal 1929 

sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdata. 

Walaupun undang-undang tidak menjelaskan arti 

sumpah, para ahli hukum memberikan pengertiannya, 

yaitu antara lain : 
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1)  Menurut A. Pitlo, 

“ Sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan 

dengan berseru kepada Tuhan. “49 

2)  Menurut Sudikno Mertokusumo, 

“ Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang 

khidmat yang diberikan  atau  diucapkan  pada  waktu  

memberi  janji  atau  keterangan dengan mengingat akan 

sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa 

yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan 

dihukum oleh-Nya. “50 

3)  Menurut M. H. Tirtaamidjaja, 

“  Sumpah  adalah  suatu  keterangan  yang  diucapkan  

dengan  khidmat, bahwa jika orang yang mengangkat 

sumpah itu memberi keterangan yang tidak benar, ia 

bersedia dikutuk Tuhan. “51 

4)  Menurut Krisna Harahap, 

“ Sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesuatu, 

yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa. “52 

Dalam hukum acara perdata, alat bukti sumpah ada dua 

macam : 

1. Sumpah oleh salah satu pihak memerintahkan 

kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan 
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 A. Pitlo, op cit, hlm. 172. 
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 Teguh Samudera, op cit, hlm. 95. 
51

 Hari Sasangka, op cit, hlm. 113. 
52

 Krisna Harahap, op cit, hlm. 100 
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perkara kepadanya, yakni sumpah pemutus ( sumpah 

decissoir ); 

2. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, 

diperintahkan kepada salah satu pihak, yakni : 

a) sumpah penambah/pelengkap ( sumpah 

suppletoir ) dan  

b) sumpah penaksir ( sumpah taxatoir ). 

Kedua macam sumpah tersebut bermaksud untuk 

menyelesaikan perkara, maka dalam Pasal 314 RBg/177 

HIR menyatakan bahwa apabila salah satu pihak telah 

mengucapkan sumpah baik dalam sumpah penambah atau 

sumpah pemutus, terhadap pihak tersebut tidak boleh 

diminta alat bukti lain untuk menguatkan sumpah yang 

telah diucapkan. Sehubungan dengan hal itu, praktik alat 

bukti sumpah baru dapat dilakukan apabila kedua belah 

pihak atau hakim telah putus asa dalam mencari alat-alat 

bukti lain untuk meneguhkan keterangan-keterangan 

kedua belah pihak. 

Di dalam hukum acara perdata para pihak yang  

bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun 

para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun  

dibuka  kemungkinan  untuk  memperoleh  keterangan  

dari  para  pihak dengan diteguhkan dengan sumpah, yang 

dimaksudkan sebagai alat bukti. 

1.  Sumpah Pemutus 

Sumpah pemutus disebut juga sumpah decissoir, diatur 

dalam Pasal 183 RBg/156 HIR dan Pasal 1930 

KUHPerdata. Sumpah pemutus adalah sumpah yang 
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diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada 

lawannya. Insiatif untuk membebani sumpah pemutus 

adalah dari salah satu pihak yang berperkara dan dia 

pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. 

Sumpah pemutus harus mengenai perbuatan yang 

dilakukan sendiri oleh pihak yang diperintahkan untuk 

bersumpah. Apabila perbuatan tersebut dilakukan kedua 

belah pihak, pihak yang diperintahkan bersumpah, tetapi 

tidak bersedia, dapat mengembalikan sumpah tersebut 

kepada lawannya. Akan tetapi, bila perbuatan yang 

dimintakan sumpah bukan merupakan perbuatan yang 

dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan 

hanya dilakukan sendiri oleh pihak yang dibebani sumpah, 

maka sumpah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada 

pihak lawan yang tidak ikut melakukan perbuatan. 

Pasal183 RBg/156 HIR dan Pasal 1932 KUHPerdata 

menyatakan : 

“ barangsiapa yang diperintahkan mengangkat sumpah 

dan menolak mengangkatnya atau menolak 

mengembalikannya, ataupun barangsiapa memerintahkan 

mengangkat sumpah dan setelah kepadanya sumpah itu 

dikembalikan ia menolak mengangkatnya, harus 

dikalahkan. “ 

Hakim tidak boleh menolak keinginan pihak-pihak 

yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan 

sumpah pemutus. Hakim hanya mempertimbangkan, 

apakah hal-hal atau kejadian-kejadian yang akan 

dilakukan dengan sumpah tersebut akan membawa pada 

penyelesaian perkara dan apakah benar-benar mengenai 

hal-hal dan kejadian-kejadian yang benar tidaknya 
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memang dapat dikuatkan oleh sumpah dari pihak yang 

berperkara. Bila segala sesuatu untuk melakukan 

sumpah telah terpenuhi, hakim harus memperkenankan 

penyumpahan itu dan harus memberi putusan sesuai 

dengan bunyi sumpah tersebut. 

Pasal 1936 KUHPerdata menyatakan : 

“ apabila seorang yang telah diperintahkan melakukan 

sumpah pemutus, atau seorang yang kepada sumpahnya 

telah dikembalikan pemutusan perkaranya, sudah 

mengangkat sumpahnya, maka tak dapatlah pihak lawan 

diterima untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu. “ 

Pihak yang memerintahkan pihak lawannya untuk 

bersumpah harus dikalahkan, tanpa ada kemungkinan 

untuk mengajukan alat bukti lain. Jika pihak yang 

dikalahkan menuduh   bahwa sumpah yang diangkat 

pihak lawannya itu palsu, maka  ia  dapat  mengajukan  

pengaduan  kepada  aparat  yang  berwenang  dan 

meminta  supaya  pihak  yang  mengangkat  sumpah  itu  

dituntut  dalam  perkara pidana   atas   dakwaan   

bersumpah   palsu   yang   disebut   dalam   Pasal   242 

KUHPidana.53 

2. a)  Sumpah Penambah 

Sumpah penambah atau sumpah pelengkap 

disebut juga dengan sumpah suppletoir diatur dalam Pasal 

182 RBg/155 HIR dan Pasal 1940 KUHPerdata. Sumpah 

penambah adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim 
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karena jabatannya kepada salah satu pihak yang 

berperkara untuk menambah atau melengkapi 

pembuktian peristiwa yang belum lengkap. Jadi, sumpah 

penambah hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada 

salah satu pihak yang berperkara, baik penggugat ataupun 

tergugat, bila sudah ada permulaan pembuktian, tetapi 

masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain. Jika 

tanpa ada bukti sama sekali maka hakim tidak dapat 

memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk 

mengangkat sumpah penambah ini, demikian pula apabila 

telah ada alat bukti yang cukup. 

Pihak  mana  yang  harus  diperintahkan  oleh  hakim  

untuk  mengangkat sumpah penambah adalah merupakan 

kebijaksanaan hakim yang memeriksa tentang duduk 

perkaranya, artinya hakim bebas dalam memilih siapa dari 

pihak- pihak yang berperkara yang akan dibebani sumpah. 

Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim 

ialah pihak mana yang dengan sumpah penambah itu akan 

menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi perkara. 

Pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk mengangkat 

sumpah penambah, tidak boleh mengembalikan sumpah 

tersebut kepada pihak lawan. 

Hakim dapat memerintahkan sumpah penambah 

tersebut apabila ia berpendapat bahwa tuntutan atau 

tangkisan tidak terbukti dengan sempurna ataupun  

tuntutan atau tangkisan tersebut juga tidak sama sekali 

tidak terbukti. ( Pasal 182 RBg/155 HIR ayat  ( 1 ) dan 

Pasal 1941 KUHPerdata )54 
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Adapun  apa  yang  dinyatakan  dalam  sumpah  

penambah  tidak  harus berhubungan dengan perbuatan 

yang dilakukan secara pribadi oleh orang yang 

bersumpah.  Dan  kepada  pihak  lawan  diberi  

kesempatan  untuk  membuktikan bahwa sesuatu yang 

telah diteguhkan oleh sumpah tersebut adalah tidak benar. 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diambil 

beberapa perbedaan yang utama dari sumpah pemutus 

dengan sumpah penambah :55 

1) sumpah pemutus dibebankan oleh hakim atas 

insiatif para pihak dalam perkara, sedangkan 

sumpah penambah atas insiatif hakim sendiri ; 

2) sumpah  pemutus  hanya  diperbolehkan  apabila  

tidak  ada  suatu  bukti apapun, sedangkan 

sumpah penambah harus ada permulaan 

pembuktian ; 

3) sumpah  pemutus  dapat  dikembalikan  kepada  

pihak  lain,  sedangkan sumpah penambah tidak 

dapat dikembalikan atau dialihkan ke pihak lain ; 

4) sumpah palsu tidak dapat mempengaruhi akibat 

dari sumpah pemutus, sedangkan untuk sumpah 

penambah dapat dipengaruhi dengan adanya 

sumpah palsu ; 

5) dalam sumpah pemutus yang menjadi objek 

sumpah harus mengenai perbuatan pribadi ( 

meskipun dalam keadaan khusus juga 

dimungkinkan perbuatan orang lain ), sedangkan 
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dalam sumpah penambah yang menjadi obyek 

sumpah adalah perbuatan orang lain; 

6) sumpah pemutus memberikan bukti yang 

menentukan, sedangkan sumpah penambah 

memberikan bukti sementara, yang dapat dilawan 

dengan bukti lain. 

2. b)  Sumpah Penaksir 

Sumpah penaksir disebut juga dengan sumpah 

taxatoir atau sumpah aestimatoir, diatur dalam Pasal 182 

RBg/155 HIR dan Pasal 1940 KUHPerdata. Sumpah 

penaksir yaitu sumpah yang diperintahkan hakim karena 

jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah 

uang pengganti kerugian. Sumpah penaksir ini 

diperintahkan oleh hakim, bila jumlah uang pengganti 

kerugian yang diderita pihak tergugat tidak jelas, sehingga 

perlu dipastikan dengan pembuktian. Dan untuk itu hakim 

harus menetapkan harga tertinggi ( Pasal 182 RBg/155 

HIR ayat ( 2 ) dan Pasal 1942 KUHPerdata ). 

Sumpah penaksir hanya dapat dibebankan kepada 

si penggugat bila si penggugat  telah  membuktikan  

haknya  atas  pembayaran  kerugian.  Sumpahtersebut 

dapat dipergunakan oleh hakim bila ia berpendapat 

bahwa alat bukti yang telah ada tidak dapat menetapkan 

besarnya kerugian tersebut.56 

Baik sumpah pemutus, sumpah penambah maupun 

sumpah penaksir harus dijalankan sendiri oleh pihak yang 

dibebankan sumpah tersebut. Namun sebagai 

pengecualian yang disebabkan karena hal yang penting, 
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Pengadilan Negeri memberi ijin kepada salah satu pihak 

untuk melakukan sumpah kepada seorang wakil 

berdasarkan surat kuasa ( Pasal 184 RBg/157 HIR ), surat 

kuasa tersebut harus berupa surat otentik yang secara 

seksama dan cukup menyebuntukan bunyi lafal sumpah 

tersebut. 57  Pengangkatan sumpah harus dijalankan di 

dalam persidangan, kecuali apabila ada halangan yang sah, 

misalnya pihak yang dibebankan sumpah tersebut sakit, 

maka pelaksanaan sumpah dapat dilakukan di rumah 

orang yang berhalangan dengan bantuan 

panitera/panitera pengganti untuk 

membuat berita acara ( Pasal 185 RBg/158 HIR ). 

Pelaksanaan sumpah harus diambil dihadapan pihak yang 

lain, setelah pihak tersebut dipanggil secara patut, bila 

tidak maka sumpah tersebut menjadi batal. 

Oleh karena sumpah pemutus dan sumpah 

penambah sama-sama bertujuan menyelesaikan perkara, 

maka dalam Pasal 314 RBg/177 HIR dinyatakan : 

“ Orang yang di dalam suatu perkara telah mengangkat 

sumpah, yang dibebankan, atau ditolak kepadanya oleh 

lawannya, atau dibebankan kepadanya oleh hakim, orang 

itu tidak dapat diminta bukti lain akan meneguhkan apa 

yang dibenarkannya dengan sumpah. “ 

Artinya, kalau sumpah sudah dilakukan oleh salah satu 

pihak, maka pihak itu tidak dapat lagi diperintahkan 

mengadakan bukti lain untuk meneguhkan apa yang sudah   

dibenarkannya   dengan   sumpah   tersebut.   Jadi,   dengan   
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dilakukannya sumpah, maka pemeriksaan perkara 

dianggap selesai dan hakim tinggal menjatuhkan 

putusannya. 

f. Pemeriksaan setempat 

Hakim terutama pada Pengadilan Negeri sebagai 

judex facti harus memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara 

dengan sebaik-baiknya, sehingga ia mengetahui dengan 

jelas segala seluk beluknya, dengan itu ia akan dapat 

mempertimbangkan sebaik-baiknya dan memberikan 

putusan yang seadil-adilnya, menurut peraturan hukum 

yang berlaku. Akan tetapi, untuk mengetahui dengan jelas 

segala seluk-beluk suatu perkara kadang kala bukanlah 

merupakan hal yang mudah, apalagi bila keterangan yang 

disampaikan pihak-pihak yang berperkara bertentangan 

satu sama lain. Selain itu, terhadap satu keadaan kadang 

kala tidak bisa  atau  tidak  begitu  mudah  dijelaskan  

secara  lisan  ataupun  tulisan,  bahkan dengan gambar 

atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa 

objek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan 

persidangan tidak mungkin, misalnya benda- benda tetap. 

Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui 

keadaan- keadaan atau fakta-fakta dari perkara tersebut 

dengan sebaik-baiknya perlu dilakukan  pemeriksaan  

setempat.  Dengan  melakukan  pemeriksaan  setempat 

hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung 

bagaimana keadaan atau fakta-fakta  dari  suatu  perkara.  

Suatu  pemeriksaan  setempat  dapat  dilakukan dengan 

adanya alasan :58 
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1) selisih   atau   perbedaan   batas-batas   tanah   

yang   disengketakan   oleh penggugat maupun 

tergugat, 

2) letak suatu bangunan yang disengketakan, 

3) barang-barang yang sangat besar dan terletak di 

suatu tempat atau suatu bangunan, yang sulit di 

bawa ke depan persidangan, 

4) suatu kerugian yang timbul akibat perbuatan salah 

satu pihak terhadap suatu bangunan. 

Keadaan-keadaan   tersebut   tentu   saja   tidak   dapat   

diketahui   dalam   sidang pengadilan kecuali diadakan 

pemeriksaan setempat terhadap barang-barang tersebut.  

Jadi, yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah 

pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan 

suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya di 

tempat objek perkara perdata. Pemeriksaan setempat 

diatur dalam Pasal 180 RBg/153 HIR. 

Dalam praktek pemeriksaan setempat dilakukan 

oleh hakim ketua sidang, hakim-hakim anggota, dan 

panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak-pihak yang 

berperkara. Jika dipandang perlu pemeriksaan setempat 

dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparat 

keamanan ( polisi ), dan para teknisi seperti juru ukur 

dan juru gambar dari Kantor Agraria untuk membantu 

demi kelancaran pemeriksaan setempat tersebut. Dan 

apabila letak barang-barang yang hendak diperiksa 

tersebut di luar wilayah hukum dari pengadilan yang 

menangani perkaranya, kewenangan tersebut 

dilimpahkan kepada hakim yang wilayah hukumnya 

meliputi tanah, bangunan atau barang sengketa tersebut. 
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Seorang juru sita  (  wakil  )  yang  ditunjuk  secara  sah  

oleh  hakim Pengadilan  Negeri  untuk melakukan 

pemeriksaan setempat, berwenang penuh untuk 

melakukan perintah tersebut dan hasil pemeriksaannya 

dapat menjadi keterangan bagi hakim yang bersangkutan 

dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara yang 

dihadapinya. 

Pemeriksaan setempat bukan dilakukan oleh 

hakim secara pribadi, melainkan dilakukan karena 

jabatannya yang dilakukan jika dianggap perlu dan 

berguna bagi pemeriksaan suatu perkara. Meskipun 

pemeriksaan setempat ini dilakukan hakim karena 

jabatannya, namun pihak-pihak yang berperkara dapat 

memohon agar pemeriksaan setempat tersebut dilakukan, 

tetapi yang menentukan tetap hakim ketua sidang 

pengadilan. 

Walaupun tidak ditetapkan dalam Pasal 284 

RBg/164 HIR, pemeriksaan setempat sesungguhnya juga 

merupakan alat bukti karena pemeriksaan setempat 

disamakan dengan penglihatan hakim atau penyaksian 

hakim yang dapat dipakai sebagai pengetahuannya sendiri 

dalam usaha pembuktian yang kekuatan pembuktiannya 

diserahkan kepada hakim, sebab pemeriksaan setempat 

tersebut dilakukan dalam upaya agar hakim memperoleh 

kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. 

g. Keterangan ahli 

Mengenai keterangan ahli diatur dalam Pasal 181 

RBg/154 HIR yang menentukan jika menurut 

pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi 
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lebih jelas bila dimintakan keterangan ahli, atas 

permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatan, 

hakim dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan 

pendapatnya   mengenai   sesuatu   hal   pada   perkara   

yang   sedang   diperiksa. Keterangan  ahli  ini  dikuatkan  

dengan  sumpah.  Maksudnya  tidak  lain  agar 

keterangan tersebut disampaikan seobjektif mungkin. 

Dari ketentuan Pasal 181 RBg/154 HIR ayat ( 2 ) 

dikatakan bahwa keterangan ahli dapat berbentuk tertulis 

maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Apa yang 

diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau 

hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya 

sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk 

menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan 

dengan keyakinannya. Meskipun demikian, tidak berarti 

pendapat ahli akan begitu saja diabaikan oleh hakim, 

apalagi hal-hal yang  menyangkut  masalah  nonhukum  

yang  hanya  diketahui  oleh  ahli  dalam bidang tertentu. 

Sampai sekarang keterangan seorang ahli tidak 

dianggap sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebab 

keterangan ahli bukan mengenai terjadi atau tidaknya 

suatu keadaan dalam suatu perkara, tetapi mengenai 

pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang memerlukan 

keahlian. Namun kenyataannya dalam praktek, keterangan 

ahli seringkali benar-benar membuktikan sesuatu hal, 

misalnya tentang sebab seseorang meninggal dunia atau 

tentang persamaan contoh barang yang ditawarkan 
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dengan barang yang telah dijual. Atas dasar ini maka 

keterangan ahli dianggap sebagai alat bukti.59 

D. Kekuatan Hukum Pembuktian yang Melekat pada 

Setiap Alat-AlatBukti 

Setiap alat bukti yang telah diuraikan sebelumnya 

memiliki kekuatan hukum, dimana kekuatan hukum 

masing-masing bukti ini dapat mempengaruhi 

penggunaan alat bukti tersebut dalam proses persidangan 

dan dengan adanya kekuatan hukum dari masing-masing 

alat bukti tersebut, hakim dapat mengetahui langkah 

selanjutnya yang harus ia ambil sehubungan dengan alat 

bukti tersebut. 

a. Bukti Tulisan atau Surat 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa alat 

bukti tulisan atau surat ini dapat dibagi lagi ke dalam 3 ( 

tiga ) bagian, yaitu : 

1. Akta 

Kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan ke 

dalam 3 ( tiga ) macam, yaitu : 

a. Kekuatan pembuktian lahir 

Yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian 

lahir yang disebut juga dengan kekuatan pembuktian 

keluar dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang 

didasarkan atas keadaan lahir bahwa suatu surat yang 

kelihatannya seperti akta, diterima atau dianggap seperti 
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akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak 

terbukti kebalikannya. Jadi, surat itu harus diperlakukan 

seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat 

dibuktikan oleh pihak lain, misalnya, dapat dibuktikan 

bahwa tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut 

dipalsukan. Dengan demikian berarti pembuktiannya 

bersumber pada kenyataan. 

b. Kekuatan pembuktian formal 

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian 

formal dari suatu akta yaitu kekuatan pembuktian yang 

didasarkan atas benar tidaknya pernyataan yang bertanda 

tangan pada akta tersebut. Kekuatan pembuktian ini 

berfungsi memberikan   kepastian   tentang   peristiwa   

bahwa   pejabat   atau   para   pihak menyatakan dan 

melakukan apa yang dimuat dalam akta tersebut. Dengan 

demikian berarti pembuktiannya bersumber atas 

kebiasaan dalam masyarakatarakat, bahwa orang 

menandatangani suatu surat untuk menerangkan bahwa 

hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut 

adalah keterangannya. 

c. Kekuatan pembuktian material 

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian 

material akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang 

didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan 

yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum 

yang dinyatakan dalam akta tersebut benar-benar telah 

terjadi. Jadi, memberi kepastian tentang materi akta. 

Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada 



118 | Martha Eri Safira, M.H. 
 

keinginan agar orang lain menganggap isi keterangannya 

dan untuk siapa isi keterangan tersebut berlaku,  adalah  

benar  dan  bertujuan  untuk  mengadakan  bukti  untuk  

dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktian 

material, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si 

penanda tangan. 

a)  Akta otentik 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 RBg/165 HIR 

serta Pasal 1870 KUHPerdata disimpulkan bahwa akta 

otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan 

sempurna. Kekuatan bukti sempurna dari akta otentik 

partai ( acte partij ) hanya berlaku antara kedua belah 

pihak dan ahli warisnya serta orang-orang yang 

mendapatkan hak daripadanya. Sedangkan terhadap orang 

lain atau pihak ketiga, akta tersebut tidak mempunyai 

kekuatan bukti sempurna melainkan hanya sebagai alat  

pembuktian  bebas,  artinya  penilaian  kekuatan  

pembuktiannya  bergantung pada pertimbangan hakim. 

Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat ( 

acte ambtelijk ), akta ini juga mempunyai kekuatan bukti 

sebagai keterangan resmi dari pejabat yang bersangkutan, 

yaitu keterangan tentang apa yang ia alami. Akta otentik 

ini berlaku terhadap setiap orang. 

a.  Kekuatan pembuktian lahir akta otentik. 

Suatu akta yang secara lahir tampak sebagai akta otentik 

dan memenuhi syarat yang ditentukan, maka akta tersebut 

dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti 

sebaliknya. Demikian juga tanda tangan pejabat pada akta 

otentik tersebut dianggap benar dan asli, sampai ada 
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pembuktian sebaliknya. Beban pembuktian terletak pada 

siapa yang mempersoalkan otentik atau tidaknya akta 

tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi 

setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. 

Sebagai alat bukti, maka akta otentik, baik akta para pihak 

( acte partij ) maupun akta pejabat ( acte ambtelijk ), 

keunggulannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir. 

b. Kekuatan pembuktian formal akta otentik. 

Dalam arti formal, suatu akta otentik membuktikan 

kebenaran dan kepastian terhadap apa yang dilihat, 

didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang 

dalam pembuatan akta. Dalam hal yang telah dapat 

dipastikan  adalah  tentang  tanggal,  tempat  akta  tersebut  

dibuat,  dan keaslian tanda tangan yang dicantumkan 

dalam akta tersebut. 

c. Kekuatan pembuktian material akta otentik. 

Pada umumnya akta pejabat ( acte ambtelijk ) tidak 

memiliki kekuatan pembuktian material, kecuali akta 

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Akta pejabat  

( acte ambtelijk ) ini tidak lain merupakan petikan atau 

salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan 

daftar aslinya, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. 

Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada 

pertimbangan hakim. Sedangkan semua akta para 

pihak ( acte partij ) memiliki kekuatan pembuktian 

material. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga 

kekuatan pembuktian material ini diserahkan kepada 

pertimbangan hakim. 
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b)  Akta di bawah tangan 

Pasal 288 RBg dan Pasal 1875 KUHPerdata 

menentukan bahwa bila tanda tangan suatu akta di bawah 

tangan telah diakui atau dianggap diakui menurut undang-

undang, akta tersebut bagi yang menandatangani ( 

mengakui ), ahli waris, dan  orang-orang  yang  mendapat  

hak  dari  mereka,  merupakan  bukti  yang sempurna 

seperti akta otentik. Tanda tangan dari si penanda tangan 

akta memberi pengesahan atas kebenaran isi materiil  

yang tertera ( tercantum ) dalam akta tersebut. 

a. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan. 

Menurut ketentuan Pasal 1876 KUHPerdata seseorang 

yang terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, 

diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. 

Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan 

menerangkan bahwa ia tidak mengakui atau tidak 

mengenal tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila 

tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli 

warisnya maka menurut Pasal 1877 KUHPerdata hakim 

harus  memerintahkan  agar  kebenaran  akta  tersebut  

diperiksa  di  muka pengadilan. Bila tanda tangan dalam 

akta di bawah tangan ini diakui oleh yang bersangkutan 

maka akta tersebut memiliki kekuatan dan menjadi 

bukti yang sempurna. Di samping itu, isi semua 

pernyataan dalam akta di bawah tangan tersebut tidak 

dapat disangkal lagi. Oleh karena itu, akta di bawah tangan 

tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir, karena tanda 

tangannya masih dapat disangkal oleh yang bersangkutan. 

Terhadap pihak ketiga,  akta  di  bawah  tangan  ini  

memiliki  kekuatan  pembuktian  yang bebas. 
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b. Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan. 

Bila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut 

telah diakui, maka hal tersebut berarti bahwa keterangan 

atau pernyataan di dalam akta tersebut adalah dibuat oleh 

si yang bertanda tangan tersebut. Kekuatan pembuktian 

formal akta di bawah tangan sama dengan kekuatan 

formal akta otentik. Dalam hal ini berarti telah terdapat 

suatu kepastian bagi siapa pun, bahwa si yang 

bertandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut 

menyatakan seperti apa yang ada di atas tanda tangan 

tersebut. 

c. Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan. 

Sehubungan  dengan  ketentuan  Pasal  1875  KUHPerdata  

dan  Pasal  288 

RBg, berarti isi keterangan akta di bawah tangan tersebut  

berlaku penuh terhadap si pembuat dan untuk siapa 

pernyataan tersebut dibuat. Dengan demikian akta di 

bawah tangan hanya memberikan pembuktian material 

yang cukup atau sebagai bukti yang sempurna terhadap 

orang yang menandatanganinya, ahli warisnya atau orang 

yang mendapatkan hak dari mereka. Sedangkan terhadap 

pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bergantung 

kepada penilaian hakim. 

Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, 

dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta 

otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti lahir atau 

kekuatan bukti keluar yang tidak dimiliki oleh akta di 

bawah tangan. 
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2. Tulisan bukan akta 

RBg/HIR maupun KUHPerdata tidak mengatur 

secara tegas mengenai kekuatan pembuktian dari tulisan-

tulisan yang bukan akta. Walaupun tulisan atau surat-

surat bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang 

bersangkutan tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan 

sebagai alat bukti di kemudian hari. Oleh karena itu, 

tulisan-tulisan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  

petunjuk  ke  arah  pembuktian. Yang  dimaksud  sebagai  

petunjuk  ke  arah  pembuktian  di  sini  adalah  bahwa 

tulisan-tulisan tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti 

tambahan ataupun dapat dikesampingkan dan bahkan 

sama sekali tidak dapat dipercaya. Jadi, dengan demikian 

tulisan bukan akta untuk dapat mempunyai kekuatan 

pembuktian sepenuhnya bergantung kepada penilaian 

hakim dengan kata lain tulisan bukan akta adalah sebagai 

alat bukti bebas ( Pasal 1881 ayat ( 2 ) KUHPerdata dan 

Pasal 

294 ayat ( 2 ) RBg ). Namun, ada beberapa tulisan bukan 

akta yang oleh undang- undang ditetapkan sebagai alat 

bukti yang mengikat, yang disebut dalam Pasal 

1881 ayat  ( 1 ) sub 1 dan sub 2 serta Pasal 1883 

KUHPerdata, yaitu : 

a) Surat-surat yang dengan tegas menyebut tentang 

suatu pembayaran yang telah diterima ; 

b) Surat-surat  yang  dengan  tegas  menyebuntukan  

bahwa  catatan  yang  telah dibuat adalah untuk 

memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas 
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hak ( titel ) bagi seseorang untuk keuntungan siapa 

surat itu menyebuntukan suatu perikatan ; 

c) Catatan-catatan yang dicantumkan oleh seorang 

kreditur pada suatu alas hak  yang  selamanya  

dipegangnya  jika  apa  yang  ditulis  itu  merupakan 

suatu pembebasan terhadap debitur ; 

d) Catatan-catatan yang dicantumkan kreditur pada 

salinan suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal 

saja salinan atau tanda pembayaran ini berada dalam 

tangan debitur. 

Kekuatan pembuktian suatu tulisan pada asasnya 

terdapat pada akta yang asli.  Bila  akta  yang  aslinya  ada,  

salinan-salinan  atau  ikhtisar-ikhtisar  tersebut dapat 

disesuaikan dengan aslinya, yang untuk ini selalu dapat 

diperintahkan untuk menunjukkannya.  Apabila  akta  

yang  asli  tidak  ada  lagi  atau  hilang,  salinan- salinan 

atau ikhtisar-ikhtisar dari akta yang hilang itu 

kekuatannya hanyalah sebagai suatu permulaan 

pembuktian, kecuali salinan-salinan yang disebuntukan 

di bawah ini yang dapat memberikan kekuatan yang sama 

dengan aslinya, yaitu :60 

a)   Salinan-salinan pertama ; 

b)     Salinan-salinan yang dibuat atas perintah hakim 

dengan dihadiri kedua belah pihak atau setelah kedua 

belah pihak dipanggil dengan sah ; 

c)    Salinan-salinan  tanpa  perantaraan  hakim  atau  di  

luar  persetujuan  para pihak, dan sesudahnya 
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pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat 

olehnotaris  yang  dihadapannya  akta  itu  telah  

dibuat,  atau  oleh  pegawai- pegawai yang dalam 

jabatannya menyimpan akta-akta yang asli dan 

berwenang memberikan salinan-salinan. 

Dalam praktek pemeriksaan perkara di pengadilan 

sekarang ini seringkali alat bukti tulisan yang diajukan 

bukan tulisan aslinya, melainkan hanya fotokopinya yang 

telah dilegalisir oleh panitera pengadilan, dan dengan 

menunjukkan tulisan aslinya di muka persidangan. 

Praktek yang demikian dalam dunia peradilan, sesuai 

dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang telah 

mengenal mesin fotokopi, dan tidak ada keberatan asalkan 

fotokopi yang diajukan sebagai  bukti  tersebut  benar-

benar  sesuai  dengan  tulisan  aslinya.  Selanjutnya, perlu 

dikemukakan bahwa tulisan yang disampaikan kepada 

pengadilan harus diberi materai, kecuali telah berada di 

atas kertas segel, bila tidak bukti tulisan tersebut akan 

dikesampingkan oleh hakim ( Putusan Mahkamah Agung 

tanggal 28 Agustus 1975 No. 983 K/Sip/1972 ).61 

b. Bukti dengan saksi-saksi 

Tentang  kekuatan  pembuktian  dengan  saksi    diatur  

dalam  Pasal  306 RBg/169 HIR dan Pasal 1905 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa keterangan seorang 

saksi saja tanpa adanya suatu alat bukti lain, tidak boleh 

dipercaya di dalam hukum. Maksud pasal ini bukan 

mengharuskan agar setiap peristiwa atau hak dibuktikan 

dengan lebih dari seorang saksi, melainkan bagi perkara 
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seluruhnya, seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain 

adalah tidak cukup. Karena ada dikenal asas unus testis 

nullus testis, seorang saksi bukan saksi. Artinya, 

keterangan seorang saksi saja tanpa disertai bukti 

yang lain tidak cukup kuat untuk  membuktikan  suatu  

dalil  yang  harus  dibuktikan.  Akan  tetapi  apabila 

menurut pertimbangan hakim keterangan dari seorang 

saksi saja telah dianggap memadai karena dapat dipercaya 

dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah, 

keterangan dari seorang saksi tersebut dapat dianggap 

sebagai bukti sempurna. Jika keterangan 2 ( dua ) orang 

saksi atau lebih dihubungkan satu sama lain serta 

mempunyai arti dan maksud yang sama, keterangan-

keterangan saksi tersebut dapat menghasilkan bukti yang 

sah dan sempurna. Jadi, penilaian beberapa saksi yang 

masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain 

tentang berbagai macam peristiwa yang digunakan untuk 

membuktikan sesuatu peristiwa atau hak diserahkan pada 

pertimbangan hakim. Dengan kata lain, alat bukti saksi 

mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. 

c. Persangkaan-persangkaan 

Melalui persangkaan-persangkaan suatu peristiwa 

tersebut dibuktikan secara tidak langsung yaitu dengan 

perantaraan pembuktian-pembuktian peristiwa lain. 

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa alat bukti 

persangkaan dapat dibedakan ke dalam 2 ( dua ) jenis 

yaitu persangkaan undang-undang dan persangkaan 

hakim. Kedua jenis persangkaan ini memiliki kekuatan 

bukti yang berbeda. 
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Sifat dari persangkaan undang-undang tidak 

dapat dibantah, oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik 

dari suatu persangkaan undang-undang tersebut 

berwujud pembuktian yang pasti dan menentukan dimana 

hakim terikat untuk menerima  kebenarannya  serta  

terikat  untuk  menjadikan  persangkaan  undang-undang 

ini sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil 

keputusan, dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian 

dari persangkaan undang-undang yang tidak dapat 

dibantah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, 

hal ini diatur dalam Pasal 1921 KUHPerdata. 

Sedangkan persangkaan hakim sebagai alat bukti 

memiliki kekuatan pembuktian bebas. Dalam hal ini 

kekuatan pembuktian apa yang akan diberikan kepada 

persangkaan hakim tertentu, apakah sebagai alat bukti 

yang sempurna atau alat bukti permulaan atau sama sekali 

tidak memiliki kekuatan sama sekali, diserahkan 

sepenuhnya kepada penilaian hakim. Pasal 1922 

KUHPerdata telah menegaskan hal tersebut, yang 

menyerahkan nilai persangkaan kepada pertimbangan 

hakim. Karena nilai kekuatan pembuktiannya bebas, 

berarti satu persangkaan saja tidak mencukupi batas 

minimal pembuktian, paling tidak harus ada dua 

persangkaan agar terpenuhi batas minimal pembuktian 

atau paling tidak, satu persangkaan ditambah dengan satu 

alat bukti lain. 

d. Pengakuan 

Pengakuan dibagi atas 2 ( dua ) macam, yaitu 

pengakuan yang dilakukan di depan sidang pengadilan 

dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan. 
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Menurut ketentuan Pasal 311 RBg/174 HIR dan 

Pasal 1925 KUHPerdata, bahwa  pengakuan  yang  

diucapkan  di  hadapan  hakim  di  dalam  persidangan 

menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang 

mengaku tersebut, baik pengakuan tersebut diucapkan 

sendiri maupun diucapkan oleh seseorang yang istimewa 

dikuasakan untuk melakukannya. Dengan demikian, 

pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai 

kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal ini 

berarti, hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang 

telah diakui tersebut adalah benar, meskipun 

sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena 

adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas 

dalil-dalil itu harus dikabulkan. Pengakuan di depan 

sidang tidak dapat ditarik kembali, kecuali bila 

pengakuan tersebut merupakan suatu kekhilafan 

mengenai hal-hal yang terjadi. 

Dalam Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 1927 dan 

Pasal 1928 KUHPerdata diatur mengenai pengakuan yang 

dilakukan di luar sidang, bahwa penilaiannya diserahkan 

kepada pertimbangan hakim, akan menentukan kekuatan 

mana yang akan diberikannya kepada suatu pengakuan 

dengan lisan yang diperbuat di luar hukum. Dengan kata 

lain pengakuan di luar sidang merupakan bukti bebas. 

Pengakuan di luar sidang dapat dilakukan secara tertulis 

maupun lisan. Bila pengakuan  di  luar  sidang  pengadilan  

dilakukan  secara  tertulis,  tulisan  yang memuat 

pengakuan tersebut dapat digolongkan sebagai bukti 

tulisan bukan akta, yang  juga  memiliki  kekuatan  bebas.  

Bagi  pengakuan  di  luar  sidang  yang dilakukan secara 
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lisan, bila dikehendaki agar dianggap pengakuan tersebut 

ada maka harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau 

alat-alat bukti lainnya. Pengakuan di luar sidang 

pengadilan dapat ditarik kembali. 

e. Sumpah 

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa ada 3 ( tiga ) 

jenis sumpah, yaitu sumpah  pemutus,  sumpah  penambah  

dan  sumpah  penaksir.  Tiap-tiap  jenis sumpah ini juga 

memiliki kekuatan pembuktiannya masing-masing. 

Makna  sumpah  pemutus  memiliki  daya  

kekuatan  memutuskan  perkara atau mengakhiri 

perselisihan. Jadi, sumpah pemutus memiliki sifat dan 

daya litis decisoir 62   dan undang-undang melekatkan 

kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan 

menentukan kepada sumpah pemutus tersebut. 

Sedemikian rupa daya  kekuatan  pembuktian  memaksa  

yang  dimilikinya,  sehingga  Pasal  1936 KUHPerdata 

melarang mengajukan bukti lawan terhadapnya. 

Berbeda   dengan   sumpah   pemutus,   sumpah   

penambah   dan   sumpah penaksir mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat saja, 

sehingga   terhadapnya   dapat   diajukan   bukti   lawan.   

Pihak   lawan   dapat membuktikan bahwa sumpah 

tersebut palsu. 

 

                                                           
62

 Izaac  S.  Leihitu,  dan  Fatimah  Achmad,  Intisari  Hukum  

Acara  Perdata,  GhaliaIndonesia, Jakarta, 1985, hlm. 62. 
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f. Pemeriksaan setempat 

Secara yuridis formil, hasil pemeriksaan setempat 

bukan merupakan alat bukti karena tidak termasuk 

sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 284 

RBg/164 HIR dan Pasal 1886 KUHPerdata. Oleh karena 

itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya 

tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun 

demikian, Pasal 180 RBg/153 HIR ayat ( 1 ) menegaskan 

bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil 

pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan  bagi  

hakim.  Dengan  begitu,  nilai  kekuatan  yang  melekat  

padanya hanya  sebagai  keterangan  yang  menjelaskan  

tentang  kepastian  defenitif  atas barang yang 

disengketakan. Namun, bila suatu keterangan yang jelas 

dan defenitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, 

berarti keterangan tersebut pada dasarnya tidak lain 

merupakan pembuktian tentang eksistensi dan keadaan 

barang yang bersangkutan.  Dan  oleh  karena  keterangan  

tersebut  merupakan  hasil  yang diperoleh dari 

persidangan pemeriksaan setempat maka keterangan itu 

sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Dan 

terhadap setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, 

hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar 

pertimbangan mengambil putusan. Tetapi sifat daya 

ikatnya tidak mutlak, hakim bebas  menentukan  nilai  

kekuatan  pembuktiannya.  Berarti,  pemeriksaan 

setempat memiliki kekuatan permbuktian bebas. 
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g. Keterangan ahli 

Sama halnya seperti pemeriksaan setempat, Pasal 

284 RBg/164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata tidak 

mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Berarti, 

secara formil, keterangan ahli berada di luar alat bukti. 

Oleh karena itu, menurut  hukum  pembuktian  tidak  

mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian. Namun, sesuai 

dengan isi Pasal 181 RBg/154 HIR bahwa jika menurut 

pertimbangan hakim suatu perkara itu dapat menjadi 

lebih jelas bila diadakan pemeriksaan terhadap seorang 

ahli, maka ia dapat mengangkat seorang ahli baik atas 

permintaan para pihak maupun karena jabatannya, 

dimana hakim tidak wajib mengikuti pendapat dari ahli 

tersebut jika pendapat tersebut berlawanan dengan 

keyakinannya. Akan tetapi, bila pendapat tersebut sesuai 

dengan keyakinannya, maka hakim dapat mengikuti 

pendapat ahli. Dari sini dapat dilihat bahwa terhadap 

hakim diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak 

mengikuti pendapat ahli. Bila hakim mengikuti pendapat 

tersebut, ia mengambil alih pendapat tersebut menjadi 

pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai bagian 

pertimbangan dalam putusan. Sedangkan,   bila   ia   tidak   

mengikuti   pendapat   ahli   tersebut,   pendapat   itu 

disingkirkan dan dianggap tidak ada. Dengan kata lain, 

keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian bebas. 
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BAB VI 

PUTUSAN 

  

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang 

terpenting adalah fakta atau peristiwanya dan bukan 

hukumnya. Karena di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul 

hukumnya. Bila peristiwa telah terbukti, berarti hakim 

telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi 

sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan 

hukum apakah yang menguasia sengketa antara kedua 

belah pihak. 

Hakim harus mengkualifisir peristiwa yang telah 

dianggapnya terbukti (Hakim dianggap tahu akan 

hukumnya (ius curia novit). 

A. Prosedur Penemuan Hukum  

Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakatarakat  

- Putusan desa (Pasal 120a HIR) merupakan 

penetapan administratif oleh hakim perdamaian 
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desa. Hakim di lingkungan peradilan umum tidak 

wenang menilai putusan desa. 

- Yurisprudensi  

- Ilmu pengetahuan (doktrin)  

-  

B. Aliran Dalam Menemukan Hukum Oleh Hakim  

- Legisme : bahwa satu-satunya sumber hukum 

adalah undnag-undang. Hakim hanyalah 

subsumptie automaat. Yang dipentingkan adalah 

kepastian hukum. 

- Begriffsjurisprudenz : Hakim memiliki peranan 

yang aktif (bebas) dalam menciptakan putusan 

atau hukum lahir karena peradilan. Hukum sebagai 

satu sistem tertutup yang menguasai semua 

tingkah laku sosial, artinya dasar dari hukum 

adalah suatu sistem asas-asas hukum serta 

pengertian dasar yang menyadiakan kaedah yang 

sudah pasti untuk setiap peristiwa konkrit.  

- Aliran yang berlaku sekarang : yaitu bukan hanya 

undang-undang dan peradilan tetapi sumber 

hukum hakim juga hukum kebiasaan. Jadi 

pekerjaan hakim juga ilmiah yaitu ia harus selalu 

mendalami ilmu pengetahuan hukum yang 

memantapkan pertimbangan2 sebagai dasar 

putusannya. 

* Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang 

oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi 

wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan 

bertujuan untuk mengakiri atau menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa antara para pihak.  
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C. Kekuatan Putusan  

- Kekuatan mengikat (Pasal 1917 BW), ada 3 teori : 

 1. Teori hukum materiil (mengadakan perubahan 

terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan yaitu 

menimbulkan atau meniadakan hubungan hukum 

berdasarkan UU). 

 2. Teori hukum acara (putusan bukan sumber 

hukum materiil melainkan sumber dari wewenang 

prosesuil). 

 3. Teori hukum pembuktian (putusan merupakan 

bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, shg 

mempunyai kekuatan mengikat, pembuktian lawan 

terhadap isi ustu putusan tidak diperkenankan).  

4. Terikatnya para pihak pada putusan  

 - Arti positif : kekuatan  mengikat suatu putusan 

adalah benar. Terikatnya para pihak ini adalah didasarkan 

pd UU 

 - Arti negatif : hakim tidak boleh memutus perkara 

yang pernah diputus sebelumya  antara kedua belah pihak, 

serta mengenai pokok perkara yang sama (asas litis finiri 

oportet). 

5. Kekuatan hukum yang pasti (kract van gewijsde) : suat  

U putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti/tetap 

apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia 
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(perlawanan, banding maupun kasasi), kecuali dengan 

upaya hukum yang khusus.  

• Kekuatan pembuktian : bahwa semua putusan 

dituangkan dalam akta tertulis yang merupakan 

akta otentik, yang bertujuan untuk dapat 

digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang 

mungkin diperlukannya untuk mengajukan 

banding, kasasi atau pelaksanannya. Putusan tidak 

mempunyai kekuatan mengikat pd pihak ketiga, 

tetapi mempunyai kekuatan pembuktian bagi 

pihka ketiga. Putusan verstek tidak atau sama 

sekali mempunyai nilai untuk mengikat.  

• Kekuatan Eksekutorial : suatu putusan tidak 

hanya semata-mata menetapkan hak/ hukumnya 

saja, melainkan juga realisasi/ pelaksanannya 

(eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat 

dari suatu putusan belum cukup dan tidak berarti 

apabila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan 

atau direalisasikan. Maka putusan hakim 

emmpunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan 

yang dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam 

putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. 

Bahwa adanya kepala putusan : “Demi Keadilan 

berasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, 

memunjukkan bahwa setiap putusan maupun akta 

notariil dapat dilaksanakan atau dijalankan seperti 

putusan pengadilan yang memang mempunyai 

kepala eksekotorial itu. 

• Pertanyaan : Bagaimana apabila putusan tersebut 

masih dalam proses perlawanan, banding, kasasi 
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maupun upaya hukum khusus? Bisakah kekuatan 

eksekotorial dilaksanakan?  

Isi Putusan  

• Kepala putusan (Ps. 435 Rv) 

• Identitas Para pihak  

• Pertimbangan hakim (considerans) yang 

merupakan dasar putusan yang dibagi menjadi 2 

yaitu : (1). duduknya perkara (peristiwanya)  (2). 

Hukumnya  

 Pasal 184 HIR mengharuskan setiap putusan 

memuat ringkasan yang jelas dari : tuntutan dan jawaban, 

alasan dan dasar dari pada putusan (memiliki kekuatan 

obektif dan wibawa hakim), pasal2 serta hukum tidak 

tertulis (Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 th 1970), pokok 

perkara, beaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak, 

pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. 

• Amar Putusan (dictum) hakim wajib mengadili 

semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan 

putusan atas perkara yang tidak dituntut. 

 a. Amar putusan ada yang disebut declaratif  yang 

merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang 

menjadi sengketa. 

 b. dispositif : yang menjadi hukum atau 

hukumannya : mengabulkan atau menolak gugatan.  

• JENIS-JENIS PUTUSAN  
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• Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan antara 

putusan akhir dan bukan putusan akhir. 

• Putusan akhir : putusan yang mengakiri suatu 

sengketa/perkara dalam suatu tingkatan peradilan 

tertentu. Macam putusan akhir : 

 1. Putusan akhir yang bersifat menghukum 

(condemnatoir) 

 2. Putusan akhir yang bersifat menciptakan atau 

meniadakan suatu keadaan hukum(costitutif) 

 3. Putusan akhir yang bersifat menerangkan atau 

menyatakan apa yang sah (declaratoir) 

• Hanya putusan yang bersifat condemnatori yang 

dapat dilaksanakan dengan paksa.  

• Putusan yang bukan putusan akhir (putusan sela), 

Macamnya : 

 1. Putusan preparatoir (putusan sebagai persiapan 

putusan akhir Pasal 48 Rv). Tidak mempunyai pengaruh 

atas pokok perkara / putusan akhir (contoh : putusan 

menggabungkan dua perkara atau menolaknya, putusan 

menolak diundurkanya pemeriksaan saksi) 

 2. Putusan interlocutoir : putusan yang isinya 

memerintahkan pembuktian (contoh : pemeriksaan saksi 

atau pemeriksaan setempat). Putusan interlocutoir dapat 

mempengaruhi putusan akhir. 

 3. Putusan insidentil (berkaitan dengan 

perlawanan pihak ketiga vrijwaring 
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(penanggungan/pembebasan), voeging (menyertai) atau 

tussenkomst (menengahi))  

D. Upaya Hukum Terhadap Putusan  

• Upaya hukum dibagi menjadi 2 : upaya hukum 

biasa (perlawanan, banding dan kasasi) dan upaya 

hukum khusus atau istimewa. 

• Upaya hukum biasa asasnya terbuka untuk setiap 

putusan  selam tenggang waktu yang ditentukan 

UU. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan 

pelaksanaan putusan untuk sementara. 

• Upaya hukum istimewa berkaitan dengan 

peninjauan kembali (request civil) dan 

derdenverzet (perlawanan dari pihak ketiga).  

• Perlawanan berkaitan dengan putusan verstek. 

• Kasasi berkaitan dengan putusan dari pengadilan 

tingkat pertama yang dianggap oleh salah satu 

pihak tidak adil atau bertentangan (kurang benar). 

• Prorogasi  (pemeriksaan ulang): mengajukan suatu 

sengketa berdasarkan persetujuan kedua belah 

pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak 

wenang memeriksa sengketa tersebut (pada hakim 

di tingkat peradilan yang lebih tinggi). 

• Alasan-alasan Hukum dalam mengajukan Kasasi 

(Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985) : 
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 1. tidak berwenang atau melampaui batas 

wewenang  

 2. Salah menerapkan / melanggar hukum yang 

berlaku  

 3. Lalai memenuhi syarat -syarat yang diwajibkan 

oleh peraturan per-UU-an yang mengancam kelalaian itu 

dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 

• Peninjauan kembali be peninjauan kembali 

berkaitan dengan putusan dalam tingkat akhir dan 

putusan verstek yang tidak dimungkinkan untuk 

mengajukan perlawanan. Alasan-alasan peninjauan 

kembali : 

 1. apabila putusan didasarkan atas tipu muslihat / 

kebohongan pihak lawan  

 2. ditemukannya surat2 bukti yang bersifat 

menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak 

dapat ditemukan; 

 3. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak 

dituntut; 

 4. mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum 

diputus tanpa dipertimbangan sebab-sebabnya; 

 5. apabila antara pihak2 yang sama mengenai 

perkara yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan 

yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan 

putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; 
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 6. apabila dalam suatu putusan ada kekilafan 

hakim atau suatu kekeliruan yang nyata  

• Perlawanan pihak ketiga : apabila ternyata putusan 

yang telah pada tingkat akhir ternyata melanggar 

hak-hak dari pihak ketiga dan nyata-nyata putusan 

tersebut telah merugikan pihak ketiga.  

E. Pelaksanaan Putusan  

• Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan 

dalam arti secara paksa oleh pengadilan 

(eksekutorial), hanya putusan yang condemnatoir 

sajalah yang dapat dilaksanakan. 

•  Putusan declaratoir dan constitutif tidak 

memerlukan sarana pemaksa dari pengadilan, 

karena tidak dimuat hak atas suatu prestasi. 

• Bila pihak yang dikalahkan mau melaksanakan 

putusan secara sukarela, maka tanpa perlu bantuan 

pengadilan. 

• Tetapi kecenderungan pihak kalah selalu tidak mau 

atau enggan melaksanakan putusan secara 

sukarela, sehingga pihak yang dimenangkan bisa 

mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan 

yang akan dilaksanakan dengan paksa.  

• Eksekusi dimulai dengan sita eksekutorial, kecuali 

sebelumnya telah diadakan sita conservatoir (Maka 

setelah ada titel eksekutorial, sita conservatori 

dianggap sah dan berharga)  
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Jenis-Jenis Pelaksanaan Putusan  

• Eksekusi putusan yang menghukum pihka yang 

kalah untuk membayar sejumlah uang. 

• Eksekusi yang menghukum orang untuk 

melakukan suatu perbuatan. 

• Eksekusi riil, yaitu eksekusi yang dilaksanakan 

sama hasilnya dengan pelaksanaan putusan jika 

dilaksanakan degan sukarela (eksekusi mengenai 

ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan 

eksekusi riil).  

• Mengenai Putusan Arbitrase Asing Bisa 

Dilaksanakan Dalam Hal :  

• Apabila ada konvensi internasional perihal 

pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase 

asing (asas timbal balik). 

• Terbatas terhadap putusan yang berkaitan dengan 

hukum dagang  

• Terbatas terhadap putusan-putusan yang tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum  

• Setelah memperoleh executorial dari MA  

• Sita eksekutorial mengenai barang bergerak bisa 

dilaksanakan secara langsung, sedangkan untuk 

benda tidak bergerak harus mendapatkan 

persetujuan dari lurah atau kepala desa, dan 

disaksikan oleh lurak / kepala desa maupun 

perangkat desa.  
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• Setelah sita dilaksanakan terhadap barang 

bergerak maupun tidak bergerak, akan dilakukan 

penjualan. Penjualan bisa dilakukan oleh BLN 

(Badan Lelang Negara) Maupun orang yang 

ditetapkan secara khusus oleh PN.  
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TENTANG PENULIS 

Penulis lahir di Kabupaten Blitar, 29 

Juli 1982. Pendidikan hukum 

ditempuh di Universitas Jember 

baik Strata satu maupun Pasca 

sarjana dari tahun 2000 sampai 

dengan tahun 2008. Sejak 

perkuliahan aktif dalam penelitian-

penelitian dan penyusunan karya 

ilmiah. Salah satunya adalah 

meneliti dan memperbaiki 

perjanjian tentang jaminan fidusia yang diterapkan oleh 

Pegadaian, bekerjasama dengan pimpinan Pegadaian 

Cabang Jember pada tahun 2007 – 2008. Kemudian 

meneliti tentang perjanjian-perjanjian asuransi jiwa 

bekerjasama dengan PT. asuransi Bumi Putera tahun 2006 

sampai dengan 2008. Bekerjasama dengan Kasat Narkoba 

Polres Jember dalam mengisi worksop penanggulangan 

dan pencegahan serta bahaya Narkoba di STIE Mandala 

dan Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2007-2008. 

Tahun 2008 diajak kerjasama Kabupaten Bojonegoro 

untuk meneliti tentang kerjasama pertambangan Minyak 

dan Gas Bumi antara PT. Pertamina EP dan ExxonMobil Oil 

USA berkaitan dengan participation interst yang hasilnya 

juga telah dibukukan oleh STAIN Po Press Tahun 2012. 

Kemudian tahun 2009 hijrah ke Ponorogo untuk mengabdi 

sebagai Dosen hukum di Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo. 

Menjadi pembina mahasiswa melalui Lembaga Bantuan 

Hukum (LBH) STAIN Ponorogo dengan membimbing dan 

mengajar mahasiswa praktek peradilan di Lab. Peradilan 

Semu STAIN Ponorogo. Kegiatan penelitian dan penulisan 



Hukum Acara Perdata | 145  
 

 

juga masih tetap dilaksanakan dengan menghasilkan 

jurnal-jurnal ilmiah, diktat ajar seperti hukum ekonomi, 

hukum acara perdata, hukumn perlindungan komsumen 

dan hukum dagang, mengikuti penelitian-penelitian yang 

dilaksanakan oleh P3M STAIN Ponorogo, dan membuat 

serta merevisi Raperda Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) di Kabupaten Ponorogo dari Tahun 2012 

sampai dengan sekarang, bekerjasama dengan DPRD 

Kabupaten Ponorogo, dan LSM peduli buruh Migran di 

Kabupaten Ponorogo. Kemudian penulis juga sebagai 

anggota dan konsultan hukum dari Lembaga 

Kesejahteraan dan Konsultasi Keluarga (LK3) Kabupaten 

Ponorogo sejak tahun 2013 hingga saat ini. 
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SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : SULASMI Binti MAD JAYUS
Tempat, tanggal lahir :  Madiun, 14 Januari 1976
Pekerjaan :  Swasta ( TKI )
Agama :  Islam
Alamat : Desa Sambirejo RT.15 RW.04, Kec.

Geger, Kab. Madiun
Alamat Hongkong :  Flat E, 20/F Block 8 KA ON LAU,

KA WAI CHUEN, 5 Fat KWONG
STREET, HUNG HOM,
KOWLOON, Hongkong

No. ID/Pasport : W567524(6) / AN073890

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya
sebagaimana tersebut di bawah, dengan ini memberi kuasa
kepada:

SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I.

Advokat/ konsultan hukum, berkantor di Jl. Pesanggrahan VIII
/ 16 Kota Madiun ;

KHUSUS

Menjadi kuasa hukum, mendampingi dan mewakili pemberi
kuasa dalam Mengajukan Gugatan Cerai terhadap ZAINAL
ARIFIN Bin SUNARYO, Pekerjaan Swasta, Alamat di Desa
Sambirejo RT.06 RW.02, Kec. Geger, Kab. Madiun, ke
Pengadilan Agama Kab. Madiun, sebagai Tergugat.

Lampiran 1
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Berkaitan dengan hal tersebut di atas kepada Penerima Kuasa
diberi hak dan wewenang untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
sebagai berikut:
1. Menghadap/ menemui dan berbicara di hadapan Pejabat,

Instansi Pemerintah, Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun di mana perkara ini diajukan dan diperiksa, dan
atau orang-orang yang berkaitan dengan perkara ini untuk
meminta dan memberikan penjelasan-penjelasan.

2. Membuat, menandatangani serta mengajukan Gugatan
Cerai dan surat-surat atau persyaratan lain yang
diperlukan, menghadiri sidang-sidang di Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun dalam pemeriksaan perkara,
memberikan replik, mengajukan bukti-bukti, mengajukan
dan menolak saksi-saksi, membuat kesimpulan dan mohon
putusan Pengadilan;

3. Menerima dan melakukan pembayaran serta
menandatangani bukti-bukti pembayaran;

4. Mengadakan negoisasi, perdamaian baik di dalam maupun
di luar Pengadilan;

5. Mengajukan upaya hukum lainnya yang dianggap perlu
demi lancarnya proses penyelesaian Gugatan cerai ini;

6. Mengajukan Permohonan Penerbitan Akta Cerai atas
Putusan Hakim serta menerima Akta Perceraian dari
Pengadilan Agama.

Pada pokoknya untuk melakukan segala tindakan hukum
dalam arti seluas-luasnya yang terkait dengan Gugatan Cerai
ini sepanjang masih diperkenankan peraturan perundang-
undangan atau hukum yang berlaku.
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Hongkong,    November 2010
PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA

SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I. SULASMI Binti MAD JAYUS
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SURAT KUASA KHUSUS PERDAMAIAN / MEDIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama : SULASMI Binti MAD JAYUS
Tempat, tanggal lahir :  Madiun, 14 Januari 1976
Pekerjaan :  Swasta ( TKI )
Agama :  Islam
Alamat :  Desa Sambirejo RT.15 RW.04, Kec.

Geger, Kab. Madiun
Alamat Hongkong :  Flat E, 20/F Block 8 KA ON LAU,

KA WAI CHUEN, 5 Fat KWONG
STREET, HUNG HOM,
KOWLOON, Hongkong

No. ID/Pasport :  W567524(6) / AN073890

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya
sebagaimana tersebut di bawah, dengan ini memberi kuasa
kepada:

SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I.

Advokat/ konsultan hukum, berkantor di Jl. Pesanggrahan VIII
/ 16 Kota Madiun ;

KHUSUS

Untuk Mewakili Pemberi Kuasa dalam hal menghadiri acara
perdamaian dan atau melakukan perdamaian dengan ZAINAL
ARIFIN Bin SUNARYO, Pekerjaan Swasta, Alamat di Desa
Sambirejo RT.06 RW.02, Kec. Geger, Kab. Madiun, ke
Pengadilan Agama Kab. Madiun, sebagai Tergugat,
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sehubungan dengan adanya perkara Cerai Gugat yang diajukan
oleh Pemberi Kuasa di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Demikian Surat Kuasa Khusus Perdamaian ini di buat dan
ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa di
atas materai yang cukup. Surat Kuasa Khusus Permaian ini
diberikan hak Substitusi pada pihak lain.

Hongkong,    November 2010
PENERIMA KUASA PEMBERI KUASA

SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I. SULASMI Binti MAD JAYUS
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SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: (isi nama klien), Pekerjaan: (isi pekerjaan klien),
beralamat (isi alamat klien -semakin detail lebih bagus-),
selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di
kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan menerangkan dengan
ini memberi kuasa dan wewenang kepada :

1. ……………(isi nama advokat)
2. ……………(apa bila lebih dari satu advokat ditulislah

berurutan)

Para Advokat yang beralamat di kantor Hukum (isi nama kantor
hukumnya), beralamat: (isi alamat kantor hukumnya), bertindak
baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”

K H U S US

Bertindak mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam
hal (isi pokok masalah) ke pengadilan negeri (tulis pengadilan
yang berwenang), beralamat: (tulis alamat pengadilan yang
berwenang) terhadap: nama: (tuliskan namanya), pekerjaan: (isi
pekerjaannya), beralamat: (isi alamatnya)

Untuk itu, Penerima Kuasa dikuasakan untuk membuat dan
menandatangani surat - surat, menghadap instansi yang
berwenang, melihat dan mempelajari berkas perkara, berita
acara, meminta keterangan-keterangan, meminta penetapan-
penetapan, putusan, dapat mengambil segala tindakan yang
penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan
perkara, mempertahankan kepentingan Pemberi Kuasa,
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membalas perlawanan serta dapat mengerjakan sesuatu
pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang
kuasa guna kepentingan tersebut di atas. Dan selanjutnya
mewakili pemberi kuasa untuk mengambil segala tindakan
yang perlu bagi kepentingan pemberi kuasa sebagaimana
lazimnya pekerjaan seorang Advokat , selanjutnya kuasa ini
dengan tegas diberikan hak subsitusi dan hak retensi

Jakarta, ……., (isi tanggal, bulan dan tahun
penandatanganan surat kuasa)

PENERIMA KUASA

ttd

(nama lengkap advokat)

PEMBERI KUASA

ttd

(nama lengkap klien)
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Ponorogo, 18 Februari 2014

Perihal : Cerai Talak

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan
Agama Trenggalek Jl. Dr.
Sutomo No. 21
Di

Trenggalek

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama : ZAINAL FANANI bin SUMARNO
Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan

Gabdusari, Kabupaten Trenggalek.
Selanjutnya disebut sebagai
--------------------------- PEMOHON -------------------------------
Dengan ini mengajukan cerai talak terhadap :
Nama : NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung

Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung.

Lampiran 2
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Selanjutnya di sebut sebagai :
-------------------------- TERMOHON ------------------------------
Adapun permohonan ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1998 telah dilangsungkan

perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan
ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung , sebagaimana
tercatat dalam Akta Nikah No. 1345/13/V/1998 tertanggal
08 Mei 1998 ; -----------------------------------------------------

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak
dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;------

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus
jejaka dan Termohon berstatus perawan ; --------------------

4. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon
tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama
kurang lebih 7 tahun yaitu sampai tahun 2005, setelah itu
mempunyai rumah sendiri dan ditempati bersama sampai
bulan desember 2013 di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05,
Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya
pisah hinggga sekarang ;-----------------------------------------

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon
sudah berhubungan suami isteri (ba’da dukhul) dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing
bernama 1). MUHAMAD ROBBIT SAIFUDIN, Laki-laki
berumur 14 tahun dan SITI NUR LAYLA Perempuan
berumur 12 tahun ; -----------------------------------------------
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6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan harmonis, namun pertengahan tahun 2013 yaitu
bulan september, rumah tangga Pemohon dengan
Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena sikap dan perbuatan
Termohon yang tidak bisa menghormati dan melayani
Pemohon dengan baik dan seringkali mengejek Pemohon
dengan kata-kata kasar setelah Pemohon menderita sakit
ginjal, oleh kare kondisi Pemohon sakit ekonomi
keluarganya carut marut dan Termohon sering meminta
lebih ; --------------------------------------------------------------

7. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut
terjadi terus menerus yang akibatnya sejak bulan
Desember 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah
pisah tempat tinggal dimana Termohon saat ini tinggal di
rumah orang tua Termohon di Jalan Jamrud No. 15 Desa
Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung, sedangkan Pemohon tetap tinggal
dirumahnya bersama.sehingga terjadi perpisahan antara
Pemohon dan Termohon selama 2 bulan lebih sampai
sekarang ; ---------------------------------------------------------

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak
pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin ; -
-------------------------------------------------------------

9. Bahwa  pihak keluarga telah berusaha menasehati dan
merukunkan baik Pemohon maupun Termohon agar rukun
lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah
tangga, namun tidak berhasil ; ---------------------------------

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu,
Pemohon merasakan sudah tidak sanggup
mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan
Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan
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Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan
perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk
segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ; -----

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan
Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak
terhadap Termohon atas dasar ketidak harmonisan
hubungan keluarga dan tidak mungkin hidup rukun dalam
suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 poin ke 2 jo Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dan  pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum
tersebut untuk menyatakan permohonan cerai talak ini
terpenuhi ;----------------------------------------------------------

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul dalam penyelesaian perkara ini; ----------------------

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas,
maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Trenggalek, Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan
yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan
Agama Trenggalek ;

3. Membebankan kepada Pemohon  untuk membayar biaya
perkara sesuai hokum ;

SUBSIDAIR:
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon
perkara ini diputus menurut hokum dengan seadil-adilnya (ex
aequo et bono) ;
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Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian
dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Saya,
Pemohon

ZAINAL FANANI bin SUMARNO
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JAWABAN
trenggalek, 09 April 2014

Perihal : Jawaban Termohon dan Rekonvensi
NOMOR : 0277/Pdt.G/2014/PA. TL

Kepada :
Yth. Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Agama
Trenggalek
Di_
Trenggalek

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH, 38 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.
Jamrud No. 15 Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung, Sebagai Termohon ;

Dengan ini Termohon akan Mengajukan jawaban
terhadap permohonan perkara Cerai Talak yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan
Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh
Termohon dalam jawaban ini ;

2. Bahwa benar pada tanggal 05 Mei 1998 telah
dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

Lampiran 3
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sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA), Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung , sebagaimana tercatat dalam Akta
Nikah No. 1345/13/V/1998 tertanggal 08 Mei 1998 ;

3. Bahwa benar pada saat pernikahan Pemohon berstatus
jejaka dan Termohon berstatus perawan ;

4. Bahwa benar dalam ikatan perkawinan tersebut sudah
berjalan tujuh (tujuh) tahun dan benar setelah menikah
antara Pemohon dengan Termohon telah hidup
bersama layaknya suami istri (ba’da dukhul), dan
dalam kami menjalani rumah tangga dikaruniai 2
(dua) anak, yaitu Muhamad Robbit Saifudin dan Siti
Nur Layla ;

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon
dalam permohonannya yang tertera dalam poin 6 yang
menyatakan perselisihan dan pertengkaran disebabkan
oleh sikap Termohon yang tidak bisa menghormati
suami dan berkata kasar maupun mengejek Pemohon,
akan tetapi yang benar Pemohon tidak memberikan
nafkah lahir maupun bbatin kepada Termohon dan
juga kepada anaknya ;

6. Bahwa benar setelah perselisihan dan pertengkaran
tersebut terjadi terus menerus dan akhirnya Termohon
pulang kerumah orang tuanya di Jl. Jamrud No. 15
Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung sejak akhir Desember 2013 hingga
sekarang selama dua bulan lebih, sedangkan
Termohon tetap tinggal dirumah tempat kediaman
semula ;

7. Bahwa benar setelah pisah tempat tinggal Pemohon
sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada
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Termohon dan anaknya sehingga Termohon juga tidak
pernah lagi menengok Pemohon ;

8. Bahwa  benar dari pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan keduanya, tetapi tidak membuahkan
hasil. Kemudian Termohon juga merasa sudah tidak
bisa hidup bersama dengan Pemohon danmemilih
untuk berpisah ;

9. Bahwa Termohon menerima secara Hukum
perkawinan Termohon dengan Pemohon putus karena
perceraian dengan beberapa syarat yang Termohon
ajukan dalam gugatan rekonvensi ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas,
maka dengan ini Termohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Trenggalek, Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan
yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan jawaban Termohon seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Pemohon seluruhmya ;
3. Membebankan kepada Pemohon  untuk membayar

biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon
perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex
aequo et bono) ;



164

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat
Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bertahan
selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak akan
nikah dilaksanakan ;

2. Bahwa pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi
dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama dalam satu
rumah sendiri selama 8 (delapan) tahun dan selama itu
dikaruniahi dua orang anak ;

3. Bahwa selama 2 (dua) bulan terakhir Penggugat
Rekonvensi sudah pisah rumah dengan Tergugat
Rekonvensi dan tinggal di rumah orang tuanya di Jl.
Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;

4. Bahwa selama dua bulan tersebut Tergugat
Rekonvensi melalaikan kewajibannya untuk
memberikan nafkah lahir maupun batin kepada
Penggugat beserta kedua anaknya, sehingga untuk
mencukupi kebutuhannya sehari-hari dibantu oleh
kedua orang tua Penggugat Rekonvensi ;

5. Bahwa dengan kondisi yang sekarang ini Penggugat
Rekonvensi sudah tidak bisa lagi mempertahankan
keutuhan keluarganya dan memilih untuk bercerai ;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi Meminta ganti nafkah
selama 2 (dua) bulan yang tidak diberikan selama ini,
satu bulan 500 ribu dikali 2 menjadi satu juta rupiah
dan juga meminta nafkah iddah setelah perceraian ini
diputus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu), nafkah mut’ah Rp. 1.000.000,-, nafkah anak
sampai dewasa perbulan Rp. 1.000.000,-.  Jadi total
kesemuanya Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus
ribu rupiah) ; --
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7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat
Rekonvensi mengajukan Gugatan ini kepada Tergugat
Rekonvensi atas dasar tidak dipenuhinya hak-hak
sebagai istri. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi
meminta agar gugatannya dikabulkan ;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Terguga Rekonvensi ;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas,

maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan
yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
seluruhnya ;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar
kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
1. nafkah lampau selama 2 bulan sebesar Rp.

1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta

lima ratus ribu rupiah) ;
3. Nafkah mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta

rupiah) ;
4. Nafkah dua orang anak (MUHAMMAD ROBBIT

SAIFUDIN dan SITI NUR LAYLA) setiap bulan
minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu
rupiah) ;

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar
biaya perkara sesuai hukum ;
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SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon
perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex
aequo et bono) ;

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan
dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih;

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat Saya,

Penggugat Rekonvensi

NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH
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Replik

Assalamu ‘alaikum wr. wb

Dengan hormat,

Terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon
berkaitan dengan Permohonan Pemohon, pada sidang ke-
3 pada tanggal 09 April 2014, dengan ini Pemohon
menyampaikan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada
Permohonannya dengan seluruh dalil dan dasar
hukumnya ; ---------------------------------------------

2. Bahwa Pemohon menolak pernyataan Termohon
yang menyatakan tidak pernah melakukan
mengejek dan berkata buruk kepada Pemohon
sehingga Termohon bisa dikatakan tidak bisa
menghormati Pemohon ; ------------------------------

3. Bahwa Pemohon seperti yang tertera diawal
untuk tetap pada pendiriannya dan meminta
kepada majelis hakim untuk mengabulkan
permohonan Pemohon untuk bercerai dan
menjatuhkan talak kepada Termohon ; -------------

4. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalam
Permohonan Pemohon  juga siap dengan alat-alat
bukti yang nanti akan disajikan pada saat
pembuktian untuk melemahkan seluruh dalil dan
dasar hukum yang diajukan Termohon dalam
jawabannya.

Lampiran 4
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Demikian replik ini Pemohon sampaikan dan mohon
kepada majelis hakim untuk menolak jawaban dari pihak
Termohon. Atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Trenggalek, 16 April 2014
Hormat kami,

Pemohon

Zainal Fanani bin Sumarno
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JAWABAN REKONVENSI
Trenggalek, 16 April 2014

Perihal : Jawaban Rekonvensi
NOMOR: 0277/Pdt.G/2014/PA. TL

Kepada :
Yth. Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Agama
Trenggalek
Di Trenggalek

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

ZAINAL FANANI bin SUMARNO, 43 tahun, agama
Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa
Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan Gandusari Kabupaten
Trenggalek, Sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Dengan ini Tergugat Rekonvensi akan Mengajukan jawaban
terhadap gugatan rekonvensi dalam perkara Cerai Talak yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut:

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil
gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat
Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh
Tergugat Rekonvensi dalam jawaban ini ; ---------------

11. Bahwa benar pada masa perkawinan Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama
dalam satu rumah sendiri selama 8 (delapan) tahun ; --
------------------------
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12. Bahwa benar selama dua bulan tersebut Tergugat
Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah
baik lahir maupun batin kepada Penggugat
Rekonvensi ; -----------------------------------------------

13. Bahwa benar juga selama pisah rumah Tergugat
Rekonvensi tidak pernah menengok Penggugat
Rekonvensi ; -------------------------------------------------

14. Bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh
Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi merasa
keberatan dengan jumlah tuntutan yang mencapai 4
(empat) juta rupiah mengingat penghasilan Tergugat
dari hasil penjualan dagangannya yang perbulan jika
dikalkulasikan Rp. 1000.000,- ; ---------------------------

15. Bahwa Tergugat tidak menerima atau menolak
tuntutan yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi
dalam perkara ini ; ------------------------------------------

Berdasarkan segala jawaban tersebut diatas, selanjutnya
Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim bahwa
dengan setelah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
yang amarnya sebagai berikut:---------------------------------------
PRIMAIR

1. Menerima jawaban Tergugat rekonvensi seluruhnya:--
2. Menolak seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan

oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; ----------------
------------------------------------------------------------------

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum kepada
Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; --------------------

SUBSIDAIR
Atau jika Majlis Hakim berpendapat lain, Tergugat
Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono) ; ------------------------------------------------------------------



171

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ponorogo, 16 April 2014
Hormat Kami,

Tergugat Rekonvensi

ZAINAL FANANI bin SUMARNO
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Duplik
Assalamu ‘alaikum wr. wb
Dengan hormat,
Terhadap replik yang disampaikan oleh pihak Pemohon
berkaitan dengan jawaban atas eksepsi pihak Termohon,
dengan ini Termohon menyampaikan duplik sebagai berikut:

5. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban
dengan seluruh dalil dan dasar hukumnya;

6. Bahwa Termohon menolak jawaban Pemohon
berlainan dengan prinsip-prinsip yang dimaksud
Tergugat;

7. Bahwa tidak benar dalil dan dasar hukum yang
dikemukakan oleh pihak Pemohon dalam replik yaitu
berkaitan dengan :
 Bahwa tidak benar Termohon adalah orang yang

tidak nurut kepada suami;
 Bahwa tidak benar Termohon pernah berkata

kasar dan sering mengejek Pemohon;
8. Bahwa untuk membuktikan kebenaran, Termohon

juga siap dengan alat-alat bukti yang nanti akan
disajikan pada saat pembuktian untuk melemahkan
seluruh dalil dan dasar hukum yang diajukan Pemohon
dalam permohonannya.

Wassalamu'alaikum wr. wb
Trenggalek, 16 April 2014

Hormat kami,
Termohon

Nova Puspita binti Saifullah

Lampiran 5
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P U T U S A N 
Nomor : 1/Pdt.G/2017/PA.Kras 

 
 

 

 

         DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

          Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili pada 

tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan 

atasperkara cerai talak  yang diajukan oleh:  

 

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS 

(Panitera Muda Hukum  Pengadilan Agama Denpasar kelas I A), 

beralamat ,saat ini bertempat tinggal di Mess Pengadilan Agama 

Denpasar, Jl. Imam Bonjol 204 B Denpasar Bali,selanjutnya disebut 

sebagai “Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ” 

M e l a w a n  

 

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru 

pada sekolah MIN BungayaKementerian Agama Karangasem), tempat 

tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan 

Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai 

“Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi ”; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan; 

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; 

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat  dipersidangan;  

 

DUDUK PERKARA 

 

Lampiran 6
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Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 

2017  yang telah mengajukan permohonan cerai talak dan permohonan 

tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem 

dengan register Nomor : 1/Pdt.G/2017/PA.Kras yang isi pokoknya sebagai 

berikut : 

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 

hari Kamis, tanggal 23 Mei 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah,  

Kutipan Akta Nikah Nomor 236/31/V/2002, Tanggal 24 Mei 2002; 

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di 

Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, 

Kabupaten Karangasem; 

3.Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 

(tiga) orang anak yang bernama : 

- Anak, umur 14 tahun; 

- Anak, umur 10 tahun; 

- Anak, umur 06 tahun; 

ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon; 

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan 

harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadinya perbedaan pendapat 

dalam berbagai hal; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal tahun 2013, 

akhirnya Pemohon memutuskan keluar dari tempat tinggal bersama dan 

tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Belong, Kelurahan Karangasem, 

Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya pada bulan 

Agustus 2016 Pemohon pindah di Mess Pengadilan Agama Denpasar,       Jl. 

Imam Bonjol 204 B Denpasar, sedangkan Temohon tetap tinggal di tempat 

kediaman bersama di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, 

Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem; 

6.Bahwa untuklebih mencurahkan rasa cinta, kasih sayang dan lebih 

terjaminnya pendidikan serta melihat kedekatan Pemohon dengan anak-anak 
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Pemohon dan Termohon, Pemohon mohon hak asuh terhadap ketiga anak-

anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Pemohon; 

7. Bahwa Pemohon telah mendapat izin bercerai dengan Termohon, Keputusan 

Pemberian Izin Perceraian Nomor : W22-A2/1654/KP.01.1/XI/2016, Tanggal 

14 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama 

Denpasar; 

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit diwujudkan lagi, karenanya agar masing-masing pihak 

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian 

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan 

permasalahan Pemohon dengan Termohon; 

9.  Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. 

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon Bapak Ketua 

Pengadilan Agama Karangasem cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 

berikut : 

PRIMER : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;  

3. Memberikan hak asuh terhadap ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon 

kepada Pemohon; 

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDER : 

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon 

pernah hadir secara in person di persidangan dan oleh Majelis telah 

diupayakan perdamaian serta diperintahkan kepada para pihak  untuk 

menyelesaikan perkara  dengan menempuh jalur mediasi, untuk itu para pihak 

menyerahkan mediator kepada majelis hakim dan atas dasar itu Ketua Majelis 

meunjuk hakim Abdurrahman.S.Ag sebagai mediator; 
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Bahwa setelah dilaksanakan mediasi oleh hakim mediator yang dihadiri 

oleh Pemohon dan Termohon, selanjutnya mediator menyampaikan laporan 

kepada majelis hakim  yang menangani perkara ini bertanggal 22 Maret  2017, 

mediator menyatakanterhadap pokok perkara tidak berhasil mendamaikan para 

pihak sedangkan berkaitan dengan hak asuh anak para pihak akan 

menyelesaikan di luar Pengadilan, kemudian majelis hakim  berusaha kembali  

mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ; 

Bahwa para pihak berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil/ Aparatur sipil 

Negara dan setelah Pemohon mendapatkan ijin perceraian dan Termohon 

mendapatkan rekomendasi perceraian,di persidangan Pemohon telah 

diupayakan damai dengan Termohon namun Pemohon tetap pada 

pendiriannya, maka sidang dilanjutkan untuk memeriksa permohonan Pemohon 

dengan dibacakan permohonan cerai talak Pemohon yang dalil dan isinya tetap 

dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan penjelasan sebagaimana 

dalam berita acara persidangan ; 

Bahwaatas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah 

memberikan jawabandalam konpensi dan gugatan balik dalam rekonpensi 

secara lisan  yangpada inti pokoknya sebagai berikut : 

Dalam Konpensi : 

1. Bahwa Termohon menyangkal atas seluruh dalil-dalil yang disampaikan 

Pemohon dalam gugatannya, terkecuali yang diakui secara tegas 

kebenarannya yang disampaikan dalam jawaban pada persidangan ini ; 

2. Bahwa Termohon keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan 

oleh Pemohon; 

3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan 

pernikahan pada23 Mei 2002, dan tercatat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ; 

4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat 

tinggal di rumah orang tua Termohon sampai dengan Juni 2009 kemudian 

Pemohon dan termohon tinggal di rumah milik bersama di Lingkungan 

Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten 

Karangasem; 
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5. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di 

karuniai    3 ( tiga ) orang anak yang bernama : 

- Anak, umur 14 tahun,anak tersebut sekarang tinggal di Malang karena 

sedang mengikuti pendidikan SMP dan tinggal di pondok pesantren ; 

- Anak, umur 10 tahun,sekarang kelas 6 dan Anak, umur 06 tahun 

sekarang siswa kelas 1 ,keduanya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di 

Karangasem ,dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama 

Termohon ; 

6. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun 

dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadinya perbedaan 

pendapat dalam berbagai hal namun hal tersebut tidak berlangsung 

lama,biasanya akibat perselisihan tersebut selanjutnya antara Pemohon dan 

termohon saling mendiamkan dan paling lama selama 2 minggu sudah 

baikan lagi,biasanya termohon yang senantiasa menyapa dan  memulai 

untuk baikan tersebut ; 

7. Bahwa  pertengkaran  yang  terjadi   selain hal tersebut pemicu pertengkaran 

disebabkan oleh sikap Pemohon yang kurang perhatian terhadap 

Termohon,bahwa Pemohon dan Termohon sesama PNS jarang bertemu 

karena tugas, tetapi kalau malam  sering keluar tanpa sepengetahuan dan 

tanpa tujuan yang jelas, ketika ditanya Pemohon tersinggung dan marah ; 

8.  Bahwa   bila   Termohon    ingin mengetahui   Pemohon keluar rumah untuk 

tujuan apa. Termohon tidak berani bertanya atau mengingatkannya karena 

takut Pemohon marah ; 

9. Bahwa Termohon pernah mengingatkan Pemohon agar tidak sering sering 

keluar rumah malam hari namun pada akhirnya terjadi percekcokan antara 

Pemohon dan Termohon ; 

10.Bahwa tidak benar alasan yang disampaikan pemicu pertengkaran 

disebabkan oleh sikap Termohon yang melawan Pemohon,justru sebaliknya 

Termohon lebih banyak diam ketika Pemohon berbicara, namun benar 

Termohon melawan/membantah bila dirasa sudah tidak kuat lagi menahan 
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diri terhadap apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar,hal ini 

merupakan upaya membela diri; 

11.Bahwabenar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal tahun 2013, 

Pemohon bersikap meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan 

memilih tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Belong, Kelurahan 

Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ; 

12.Bahwa benar pada Agustus 2016 Pemohon pindah tugas dari Pengadilan 

Agama Karangasem mutasi ke Pengadilan Agama Denpasar dan akibat 

pindah tugas tersebut setiap 2 minggu sekali Pemohon pulang dan tinggal 

bersama termohon bersama anak anak ; 

13.Bahwa benar meskipun Pemohon dan Termohon pisah rumah namun 

Pemohonsering datang mengunjungi Termohon dan anak-anak serta 

Pemohon tidak melaksanakan kewajiban batinnya melakukan hubungan 

suami isteri disebabkan Pemohon menderita gangguan disfungsi seksual; 

14.Bahwa Termohon pernah berusaha   mendekati Pemohon namun ia tidak 

meresponnya sehingga sampai dengan perkara ini dip roses di Pengadilan 

sudah sekitar 4 tahun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah 

melakukan hubungan layaknya suami isteri ; 

15.Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang 

kurang harmonis pihak keluarga Termohon tidak bersedia ikut campur 

tangan untuk menyelesaikannya namun bila sudah menyangkut 

pertengkaran pisik maka keluarga baru akan intervensi ; 

16.Bahwa ada beberapa orang dekat  dengan pemohon dan termohon sudah 

berupaya mendamaikan seperti halnya bapak Abdurrahman atau orang tua 

bapak Taufik dan pula bapak Katong wakil ketua Pengadilan Agama 

Karangasem saat itu turut membantu menyelesaikan masalah rumah tangga 

ini namun belum berhasil ; 

17.Bahwa atas permohonan Pemohon menjatuhkan talak terhadap 

Termohon,sikap Termohon sangat keberatan dan masih menginginkan 

untuk bisa meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, Namun jika 

Pemohon tetap pada sikap dan pendiriannya maka Termohon akan 
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mengajukan gugatan balik terkait dengan hak hak isteri yang diceraikan oleh 

suaminya : 

DALAM REKONPENSI: 

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawaban Konpensi  

mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari gugatan rekonpensi  ini ; 

2. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi bahwa 

Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berstatus sebagai PNS dengan 

penghasilan  sekitar Rp.4.000.000,- dan remunerasi sekitar Rp.9.000.000,- 

karenanya Tergugat dirasa mampu memenuhi tuntutan Penggugat ; 

3. Bahwa akibat perceraian talak oleh Tergugat maka Penggugat 

mendapatkan nafkah iddah sebanyak 3 kali suci atau 3 bulan berturut turut 

lamanya sedangkan besarnya iddah  harus sesuai dengan kepantasan dan 

kelayakan setidak tidak biaya minimal kehidupan yang selama ini diberikan 

oleh Tergugat kepada Penggugat yakni setiap bulannya sebesar 

Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) 

4. Bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat, dan dalam hal ini 

perkawinan telah berlangsung cukup lama serta telah dikaruniai 3 orang 

anak, kondisi yang demikian bila harus bercerai sungguh sangat 

mengecewakan hati Penggugat, karena Penggugat harus hidup 

mandiri/single parent dan pula untuk menghilangkan kenang kenangan 

hidup bersama sekian lama sehingga membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk melupakannya, dengan demikian diperlukan suatu barang atau 

sesuatu yang dapat menghibur hati Penggugat, oleh karenanya diperlukan 

suatu mut’ah yang layak dan pantas dan adil untuk Penggugat ; 

5. Bahwa untuk mengobati hati penggugat yang tersakiti oleh Tergugat 

karena perceraian ini diajukan oleh tergugat tanpa ada kesalahan yang 

nyata dari Penggugat, bahkan Penggugat merelakan kewajiban nafkah 

batin hampir selama 4 tahun tidak pernah dilakukannya asalkan tergugat 

tidak menceraikan,namun yang terjadi justru sebaliknya ,oleh karena itu 

maka Penggugat menuntut mut’ah sebesar 50 Gram perhiasan emas 18 

karat atau nilai uang yang setara dengannya sekitar 1 gram emas di 
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wilayah kota amlapura sebesar Rp.420.000,- ( Empat ratus dua puluh  ribu 

rupiah ); 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi 

/Termohon Konpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa 

Perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut: 

DALAM KONPENSI: 

Terhadap perkara ini Termohon Konpensi keberatan untuk diceraikan oleh 

Pemohon sehingga  mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk 

menolaknya ; 

Primer : 

DALAM REKONPENSI : 

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat 

Rekonpensi/Termohon Konpensi  untuk seluruhnya; 

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberi 

Nafkah Iddahkepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi  selaku 

isteri sebesar Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah) secara tunai pada saat 

ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi 

dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini; 

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberi 

Mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi  selaku isteri 

sebesar 50 gram emas 18 karat atau diuangkan sebesar Rp.420.000,- ( 

Empat ratus dua puluh  ribu rupiah ) x 50 gram 18 karat = Rp. 21.000.000,-( 

dua puluh satu juta rupiah ) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan 

oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihadapan Majelis Hakim 

pemeriksa perkara ini; 

Subsider :Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya( ex aequo et bono ) ; 

Bahwa,  Pemohon  dalam konpensi  telah menyampaikan replik   pada 

materi konpensi dan sekaligus jawaban  rekonpensi  secara lisan yang  pada 

inti pokoknya  sebagai berikut; 

Dalam Konpensi : 
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- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendirian dan dalil dalil yang 

disampaikan dalam permohonan Pemohon ; 

-  Bahwa Termohon mengakui/membenarkan bahwa dalam  rumah tangga 

Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis karena sering terjadi 

pertengkaran menjadi fakta yang tetap ; 

-  Bahwa, benar meskipun sering terjadi pertengkaran namun dapat baikan lagi, 

Pemohon dan termohon saling mendiamkan dan paling lama selama 2 

minggu sudah baikan lagi,biasanya termohon yang senantiasa menyapa dan  

memulai untuk baikan tersebut namun kejadian seperti itu terjadi berulang 

ulang sehingga Pemohon merasa jenuh,sedangkan pemicu pertengkaran  

tetap pada dalil permohonan pemohon ; 

- Bahwa  tidak benar Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon,karena 

Pemohon senantiasa  memenuhi kewajiban Pemohon selaku suami namun  

benar kalau malam  Pemohon sering keluar tanpa seijin Termohon, 

Pemohon keluar rumah untuk pergi ke rumah teman teman ; 

-  Bahwa  benar, Termohon terkadang  menanya atau mengingatkannya dan 

kalau sudah begitu Pemohon bisa marah karena Pemohon mempunyai 

prinsip tidak mau diatur oleh Termohon, dan kalau hal itu sering dilakukan 

termohon  akhirnya terjadi percekcokan ;  

-  Bahwa benar Pemohon menderita gangguan disfungsi seksual laki laki  

sudah  berupaya untuk berobat agar sembuh dengan mengkonsumsi 

suplemen namun belum pernah konsultasi/berobat ke dokter ; 

-  Bahwa benar Termohon pernah berusaha   mendekati Pemohon untuk 

melakukan hubungan layaknya suami isteri namun tiba tiba Pemohon 

merasa tidak ada hasrat sehingga tidak pernah dilakukannya sampai dengan 

perkara ini diproses di Pengadilan ; 

-  Bahwa benar akibat  ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara ada 

pemohon dan termohon sudah diupayakan  perdamaian oleh beberapa 

orang diantaranya bapak Abdurrahman (tetangga Pemohon dan Termohon) 

dan pula bapak Katong wakil ketua Pengadilan Agama Karangasem, ada 

juga dari keluarga Pemohon,diantaranya ayah dan kakak kandung Pemohon 

namun belum berhasil ; 
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-  Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan tetap pada permohonan cerai 

talaknya  ; 

Dalam Rekonpensi 

- Bahwa Tergugat rekonpensi menolak atau menyangkal dalil gugatan 

rekonpensi  dan selanjutnya menanggapinya sebagai berikut ; 

- Bahwa berkaitan dengan penghasilan Tergugat  sebagai PNS adalah 

sekitar Rp.4.000.000,- namun untuk remunerasinya sekitar Rp.8.000.000,- 

- Bahwa benar sampai dengan saat ini tergugat senantiasa melaksanakan 

kewajiban lahir  memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup 

Penggugat dan 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua 

juta rupiah) ; 

- Bahwa atas dasar tersebut tergugat bersedia memenuhi tuntutan 

Penggugat  berkaitan dengan nafkah iddah  ; 

- Bahwa benar perceraian ini atas kehendak Tergugat, dan dalam hal ini 

perkawinan telah berlangsung cukup lama serta telah dikaruniai 3 orang 

anak,namun bila terjadi perceraian tergugat juga mempunyai tanggungan 

untuk beaya pendidikan anak, dan sangat mungkin Tergugat juga akan 

menikah lagi sehingga masih memerlukan beaya hidup untuk itu berkaitan 

dengan tuntutan mut’ah tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat 

berupa 5 Gram emas batangan 24 karat dan 1 gram logam mulia 

bersertifikat ; 

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut di atas, sudilah kiranya 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Karangasem berkenan memeriksa dan 

memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :   

Dalam Konpensi : 

Pemohon mohonagar  majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak 

Pemohon, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil 

adilnya ; 

Dalam Rekonpensi : 

1. Menolak  gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menetapkan uang iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam 

juta rupiah)   
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3. Menetapkan  mut’ah berupa 5 Gram emas batangan 24 karat dan 1 gram 

logam mulia bersertifikat 

Atau : 

Bila Pengadilan Agama Karangasem  berpendapat lain, demi peradilan yang 

baik, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum. 

Bahwa, Termohon secara lesan  telah menyampaikan duplik pada 

materi konpensi tetap sebagaimana dalam jawabannya,sedangkan pada materi  

rekonpensi  Penggugat tetap pada tuntutan semula . 

Bahwa  atas replik rekonpensi Penggugat,Tergugat telah memberikan 

tanggapan secara lisan dalam dupliknya yang pada intinya sebagaimana dalam 

jawabannya; 

Bahwa, untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon   

dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : 

1. Bukti surat berupa: 

a.Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 236/31/V/2002, Tanggal 

24 Mei 2002yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang 

telah dicocokkan dengan aslinya telah bernasegelen dan  bermaterai 

cukup, yang selanjutnya diberi tanda P1; 

b. FotokopiFotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh  Provinsi 

Bali Kabupaten Karangasem  tanggal 11 Oktober 2012   atas nama Lalu 

Munawar,S.Ag,yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya , telah    

bernasegelen dan  bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P2 ; 

c.Fotokopi surat keputusan pemberian ijin perceraian atas nama Lalu 

Munawar,S.Ag untuk melakukan perceraian dengan 

Rohmawati,A.Mayang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama 

Denpasar  bertanggal 14 Desember 2016   Nomor ; W22-

A2/1654/KP.01.1./XII/2016 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya 

, telah    bernasegelen dan  bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P3 

; 

2. Bukti saksi : 
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a. Saksi I: Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat 

tinggal di  desa Batu Tulis , Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok 

Tengah ,Propinsi NTB, di hadapan persidangan saksi tersebut 

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai 

berikut : 

-  Bahwa     saksi   mengaku    kenal dengan Pemohon  karena saksi 

adalah kakak kandung Pemohon dan mengenal termohon sebagai adik 

iparnya  ; 

-  Bahwa keduanya menikah di Lombok Tengah selanjutnya pindah ke 

Karangasem dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon  

tepatnya di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, 

Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, kemudian keduanya 

berhasil membuat rumah dan tinggal bersama di lingkungan yang 

sama; 

-  Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai       

3 ( tiga ) orang anak yang bernama masing masing bernama Anak, 

umur 14 tahun,saat ini tinggal di Malang untuk kegiatan sekolah ,Anak, 

umur 10 tahun dan Anak, umur 06 tahun tinggal bersama Termohon; 

-  Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang saksi ketahui sendiri ketika keduanya 

berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Lombok tengah sekitar 4 

tahun yang lalu ; 

- Bahwa, pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon 

dilakukan secara mulut dan mengetahui hal itu kemudian saksi 

menghindar karena tidak ingin dilibatkan dalam urusan kedua belah 

pihak yang berperkara ; 

- Bahwa, mengenai penyebab pertengkaransaksi tidak mengetahuinya 

secara pasti namun saksi mengetahui dari curhatan Termohon ; 

-  Bahwa kepada saksi Termohon menyampaikan curhatan melalui pesan 

SMS yang isinya Termohon merasa cemburu  dengan sikap Pemohon 
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yang mulai berubah dan tidak kerasan tinggal di rumah kediaman 

bersama ; 

-  Bahwa, selain hal tersebut isi SMS Termohon adalah Pemohon sering 

memboncengkan perempuan lain yang bekerja di Pengadilan Agama 

Karangasem,akibat memboncengkan tersebut Termohon pernah 

mendatangi Pengadilan untuk maksud memarahi perempuan lain  yang 

dinilainya mengganggu ikatan rumah tangganya ; 

- Bahwa, masih menurut curhatan Termohon, pemicu pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon disebabkan  Pemohon tidak pernah memberi 

uang belanja,Pemohon tidak ikut andil dalam pembangunan rumah dan 

Pemohon berusaha menyembunyikan persoalan rumah tangga dengan 

Termohon  terhadap keluarga Pemohon ; 

- Bahwa atas isi berita SMS Termohon tersebut saksi tidak 

memberitahukan isi SMS tersebut kepada Pemohon ,saksi khawatir 

kalau disampaikan kepada Pemohon akan semakin ribut rumah 

tangganya ; 

- Bahwa saksi mengetahui  puncak perselisihan rumah tangga Pemohon 

dan Termohon pada awal tahun 2017  karena Pemohon mengajukan 

perceraian ini; 

-  Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 4 tahun 

yang lalu; 

-  Bahwa saksi sudah mencoba  untuk merukunkan keretakan rumah 

tangga Pemohon dengan Termohonnamun tidak berhasil karena 

Pemohon tetap pada pendiriannya ; 

  b. Saksi II :Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah 

tangga, bertempat tinggal di desa Batu Tulis , Kecamatan 

Jonggat,Kabupaten Lombok Tengah ,Propinsi NTB, di hadapan 

persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya 

yang pada intinya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon  karena saksiadalah 

kakak kandung Pemohon dan mengenal Termohon sebagai adik 

iparnya; 
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- Bahwa Pemohon dan Termohon  menikah di desa Batu Tulis Kecamatan 

Jonggat, Lombok Tengah, kemudian pindah ke Karangasem dan 

tinggal bersama di rumah orang tua Termohon  di Lingkungan 

Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, 

Kabupaten Karangasem, selanjutnya keduanya tinggal bersama di 

rumah milik bersama di karangasem  ; 

-  Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai       

3 (tiga) orang anak yang bernama masing masing bernama 

Anak,sekolah dan tinggal di Malang,Anak dan Anak bersama 

Termohon; 

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan 

harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran  namun saksi tidak mengetahuinya secara langsung ; 

- Bahwa, saksi  dicurhati oleh Pemohon, bahwa Termohon bersikap 

berani membantah kepada Pemohon ; 

- Bahwa, saksi hanya mengetahui sikap yang ditunjukkan Termohon saat  

berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Lombok adalah Termohon 

tidak menginap,Termohon jarang berkunjung ke Lombok hanya 2 tahun 

sekali,kalaupun ke Lombok Termohon  banyak diamnya dan terlihat 

sombong, kalau ada keluarga di lombok ingin berbicara dengan 

Pemohon maka Termohon tidak meneruskannya ; 

- BahwaPemohon curhat kepada saksi bahwa meskipun telah berpisah 

tempat tinggal dan pisah ranjang Pemohon tetap menjalankan 

kewajibannya memenuhi kebutuhan hidup untuk termohon dan anak 

anaknya ; 

- Bahwasaksi mengetahui rumah tangganya Pemohon dengan   

Termohon tidak rukun dari Pemohon sendiri yang meminta saksi 

memberikan keterangan tentang rumah tangganya di persidangan dan 

keluarga Pemohon termasuk orang tua saksi berupaya menyelesaikan 

masalah ini dengan melibatkan keluarga dari Termohon namun tidak 

berhasil damai ; 
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- Bahwa saksi mengetahui  puncak perselisihan rumah tangga Pemohon 

dan Termohon pada awal tahun 2017  karena Pemohon mengajukan 

perceraian ini ; 

-   Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) 

tahun yang lalu; 

-  Bahwa saksi sudah mencoba untuk menasehati Pemohon agar 

mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak 

berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya; 

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohondan Termohon tidak 

mengajukan pertanyaan apapun; 

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi  

dan telah mencukupkan bukti sebagaimana tersebut diatas ; 

Bahwa pada persidangan, Termohon telah diberikan kesempatan untuk 

mengajukan bukti-bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-

bukti apapun dan mencukupkannya; 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan 

pada materi konpensi yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar 

diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan pada materi 

rekonpensi agar ditetapkan besaran nafkah iddah dan mut’ah sebagaimana 

dalam jawaban dan duplik  rekonpensi; 

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan 

pada materi konpensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik 

konpensi, sedangkan pada materi rekonpensi, agar ditetapkan besaran nafkah 

iddah dan mut’ah sebagaimana gugatan dan replik rekonpensi;  

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat 

dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Dalam Konpensi 

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut diatas  ; 
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Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak   

yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan 

Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan 

kewenangan absolut Peradilan Agama ; 

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon 

dan Termohon hadir secara in person di persidangan , oleh majelis hakim telah 

diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar 

Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan kepada  

pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi, 

namun para pihak hanya berhasil mencapai kesepakatan damai tentang hak 

asuh anak,selanjutnya pihak Pemohon mencabut petitum hak asuh anak dan 

akan diselesaikan di luar Pengadilan,sedangkan pada materi pokok perkara 

cerai talak mediator hakim bernama Abdurrahman,S.Ag dalam laporannya 

kepada majelis hakim bertanggal 22 Maret 2017 menyatakan  tidak berhasil  

mendamaikan para pihak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat  prosedur 

persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud  Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 tahun 2016 ; 

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim 

pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon  kembali hidup rukun dengan 

Termohon  tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara 

maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) 

Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. 

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala 

sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih 

lanjut dalam pertimbangan hukum; 

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu 

dipertimbangkan   apakah ada hubunganhukum antara Pemohon  dengan 



Hal. 17 dari 40 hal. Put.No :1/Pdt.G/2017/PA.Kras 

 
 

Termohon   sebagai suami istri yang sah,untuk itu  Pemohon telah mengajukan 

alat bukti tertulis (P.1) berupa  fotokopi buku kutipan  akta nikah dari KUA 

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah,  Kutipan Akta Nikah Nomor 

236/31/V/2002, Tanggal 24 Mei 2002 yang telah dicocokkan sesuai aslinya, 

berdasarkan bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti P.1 merupakan akte 

otentik yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara 

Pemohon dengan Termohon ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti 

bahwa Pemohondan Termohonadalah suami isteri yang terikat dalam 

perkawinan yang   sah maka kedua belah pihak berkualitas sebagai subjek 

hukum (legitima personastandi in judicio) dalam perkara a quo  ; 

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dan 

Termohon sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas diperoleh 

informasi sebagai berikut dibawah ini; 

Menimbang, bahwaPemohon dan Termohon adalah pasangan suami 

isteri  yang sah, semula rumah tangganyadalam kondisi rukun dan telah 

dikaruniai 3 orang anak namun kemudian rumah tangganya tidak rukun karena 

sering terjadi pertengkaran secara lisan yang berkelanjutan menjadi 

perselisihan saling mendiamkan, hal sama sering terjadi berulang ulang yang 

menurut dalil pemohon  disebabkan olehadanya  perbedaan pendapat dalam 

berbagai hal,diantaranya ketika Pemohon dan Termohon bercengkrama 

tentang masalah teman kerja atau hal hal kecil selalu sering berakhir 

bertengkar secara lesan,hal ini dikarenakan Termohon sering melawan 

,akibatnya Pemohon tidak krasan tinggal di rumah kediaman bersama 

selanjutnya puncaknya Pemohon memilih tinggal di rumah sewa namun 

demikian Pemohon masih pulang ke tempat kediaman bersama sekira 2 

minggu sekali semata mata hanya untuk menemuai anak anaknya yang saat ini 

tinggal bersama Termohon; 

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan cerai talak 

Pemohon namun Termohon menolak alasan tentang penyebab terjadinya 

pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon,menurut keterangan 

Termohon dalam jawaban dan repliknya menyatakan bahwa pemicu 
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pertengkaran disebabkan oleh sikap Pemohon yang  kurang perhatian terhadap 

Termohon,bahwa Pemohon dan Termohon masing masing bekerja sebagai 

PNS di siang hari jarang bertemu karena tugas , tetapi kalau malam Pemohon  

sering keluar tanpa sepengetahuan dan tujuan yang jelas, ketika ditanya 

Pemohon tersinggung dan marah Termohon pernah mengingatkan Pemohon 

agar tidak sering sering keluar rumah malam hari namun pada akhirnya terjadi 

percekcokan.Bahwa Termohon  juga membantah dikatakan sikap Termohon 

yang melawan Pemohon,justru sebaliknya Termohon lebih banyak diam ketika 

Pemohon berbicara, namun benar Termohon melawan/membantah bila dirasa 

sudah tidak kuat lagi menahan diri terhadap apa yang disampaikan oleh 

Pemohon tidak benar,hal ini merupakan upaya membela diri; 

Menimbang, bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon nampak diketahui dari dalil Pemohon yang diakui Termohon yakni 

sejak awal tahun 2013, Pemohon memutuskan keluar dari tempat tinggal 

bersama dan tinggal di rumah kontrakan di lingkungan Belong, Kelurahan 

Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya 

pada bulan Agustus 2016 Pemohon pindah di Mess Pengadilan Agama 

Denpasar,Jl. Imam Bonjol 204 B Denpasar, sedangkan Temohon tetap tinggal 

di tempat kediaman bersama di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan 

Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem; 

 Menimbang,bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon 

masih pulang ke tempat kediaman Termohon ( kediaman bersama ) setiap 2 

minggu sekali bertujuan untuk menjenguk anak anaknya,meskipun tinggal 

serumah namun sejak berpisah tersebut Pemohon tidak melaksanakan 

kewajiban memberikan  nafkah bathin karena Pemohon  tidak berhasrat 

melakukannya begitu pula sebaliknya bagi Termohon dan hingga perkara ini 

diproses di Pengadilan antara keduanya  masih  terjalin komunikasi namun 

sebatas masalah anak saja, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap bersikeras 

untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap keberatan 

diceraikan oleh Pemohon ; 

     Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pokok 

masalahnya adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan 
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Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakibat menjadi perselisihan yang 

terus menerus sifatnya dipicu oleh masalah masalah sebagaimana tersebut 

diatas,  dan apakah akibat perselisihan tersebut keduanya telah hidup berpisah  

sejak awal tahun 2013 hingga perkara ini diproses belum tinggal serumah dan 

atau setidak tidaknya kedua belah pihak masih hidup berpisah dan saling tidak 

mempedulikan dan putus komunikasi berkaitan dengan kehidupan layaknya 

hubungan suami isteri ; 

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil dalil permohonan 

pemohon diakui oleh Termohon selanjutnya menjadi fakta yang tetap namun 

pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat 

bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata 

murni, oleh karenanya  Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum 

acara  khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan 

wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan 

untuk membuktikan kebenaran dalil dalil permohonannya, untuk itu Pemohon   

telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya  sebagaimana dalam duduk 

perkara tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian 

digariskan dalam Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang 

menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai 

sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah 

sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang 

menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 

K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, 

karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani 

wajib membuktikan dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bantahan 

terhadap beberapa dalil Pemohon maka Termohon juga dibebankan 

pembuktian untuk menguatkan bantahan tersebut; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya  itu Penggugat  

mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan 
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ketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991,  

maka secara hokum telah  terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah 

pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta 

otentik dan pula telah bermeterai cukup serta  telah cocok dengan aslinya, 

maka  oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti 

tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa dari bukti P2 diketahui Pemohon tercatat sebagai 

penduduk yang beralamatdi lingkungan Karangsokong,  Kelurahan Subagan, 

Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.Bahwa sesuai ketentuan 

pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU 

Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama  disebutkan “ Permohonan cerai 

talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon  

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan  bersama 

tanpa ijin “ ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon saat ini 

berdomisili di Mess Pengadilan Agama Denpasar, Jl. Imam Bonjol 204 B 

Denpasar Bali,dikaitkan dengan bukti P.2 dan tempat tinggal Termohon, maka 

terbukti bahwa proses pengajuan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan 

hukum acara yang berlaku,sehingga karenanya Pengadilan Agama 

Karangasem berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara in casu ; 

Menimbang , bahwa dari bukti P3 Pemohon  diketahui  berstatus sebagai 

PNS di lingkungan Pengadilan Agama Denpasar, maka kepadanya berlaku  

ketentuan  PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS 

pasal 3 ( ayat 1) Junto PP 45 tahun 1990 tentang perubahan  atas PP 10 1983,  

pasal 3 ayat (1) disebutkan “PNS yang akan melakukan perceraian  wajib 

memperoleh izin  lebih dahulu  dari pejabat “.Berdasarkan ketentuan tersebut 

dikaitkan dengan  bukti P3  berupa  surat  tentang pemberian ijin melakukan 

perceraian PNS atas nama  Pemohon oleh Ketua Pengadilan Agama 

Denpasar, makaterbukti secara administratif pihak Pemohon telah memenuhi 

ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto PP 45 tahun 1990 ; 

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mendapatkan rekomendasi 
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perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala seksi pendidikan Islam Kementeraian 

Agama Karangasem bertanggal 3 Juli 2017 yang diserahkan kepada Majelis 

hakim  bersamaan dengan persidangan tanggal 12 Juli 2017. Dengan demikian 

dengan telah terbitnya surat rekomendasi perceraian atas nama Termohon  dan 

Pemohon, maka terbukti secara administratif Termohon telah memenuhi 

ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto pasal 3 ayat (2) PP 45 

tahun 1990 ; 

Menimbang,bahwauntukmembuktikan dalil permohonan Pemohon   

dalam pokok perkara iniadalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan 

dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun 

kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaanperkaracerai 

talakberdasarkanPasal19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 

dan Pasal 116 huruf f. Intruksi PresidenNo.1Tahun1991 Kompilasi Hukum 

Islam Indonesia,   haruslah  sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, perceraian baru dapat diterima 

apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan 

pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta 

orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu; 

           Menimbang,bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak 

keluarga Pemohon yakni kakak kandung Pemohon, para saksi yang 

dihadirkan di persidangan  telah memenuhi kriteria  sebagai orang orang yang 

terdekat  dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana  telah sesuai  dengan  

asas doktrin “lex specialis derogate lex generalis”,merupakan pengecualian 

dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara 

perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan 

pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975; 

           Menimbang, bahwa para saksi adalah dari unsur orang orang dekat 

Pemohon dan telah  memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan 

dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan saksiLalu Anhar adalah 

keterangan yang diketahui secara langsung dan bersesuaian dengan dalil 
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permohonan Pemnohon sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat 

(1) R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi Baiq Binti Inti 

H.Lalu Jinemsebagian tidak berdasarkan pengetahuannyasecara  

langsungsebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 

KUH Perdata sehingga dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan 

keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti. Namun 

demikian, Majelis H a k i m  berpendapat bahwa keterangan  tersebut, dimana 

menurut Yurisprudensi, testimonium de auditu tidakdapat digunakan sebagai 

bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai 

persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI 

No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini 

penggunaannya tidak dilarang; 

        Menimbang, bahwa  selain pertimbangan tersebut diatas majelis hakim  

berpendapat bahwa saksi  dalam kategori Testimonium de auditu dapat saja 

diterapkan secara eksepsional kususnya dalam kasus perceraiandan pula 

perkara perceraian adalah perkara yang rumit,gaya hidup yang individulistis, 

acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dan 

tenggelam dengan kesibukan masing-masing, membuat sukarnya menemukan 

saksi yang tidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya 

perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht 

(berhubungan dengan orang)sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang 

ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan 

mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang 

menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan 

Termohon; 

             Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagian keterangan 

kesaksian yang diberikan oleh  saksi Baiq Nuraini Binti H.Lalu Jinem majelis 

hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif  dan 

dikaitkan  dengan kondisi riil atas keterangan  Pemohon yakni menunjukkan 

hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai padakualitas 

terjadinyapertengkaranterus-menerusyangtidak dapatdidamaikanlagi “, dengan 
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demikian keterangan saksi  Pemohon  tersebut dapat diterima  sebagai saksi  

yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan pasal 308 R.Bg; 

 Menimbang,  bahwa dari pertimbangan di atas maka keterangan antara 

para saksi dapat dinilai terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan yang intinya 

bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak 

harmonis karena adanya pertengkaran dan berakibat adanya perselisihan yang 

terus menerus yang tidak ada penyelesaian sehingga keduanya telah pisah 

tempat tinggal selama 4 tahun, maka Majelis hakim berpendapat telah 

memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata ;  

Menimbang, bahwa karena Termohon dalam persidangan tidak 

mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan sehingga 

majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil 

bantahan Termohon yang tidak diakui Pemohon dinyatakan tidak terbukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan 

pengakuan Termohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya 

dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ; 

     -  Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, 

menikah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2002, dan tercatat di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Kutipan 

Akta Nikah Nomor 236/31/V/2002, Tanggal 24 Mei 2002; 

-  Bahwa, setelah menikah di Lombok Tengah selanjutnya pindah ke 

Karangasem dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon  di 

Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, 

Kabupaten Karangasem, kemudian keduanya berhasil membuat  rumah dan 

tinggal bersama di lingkungan tersebut ; 

-  Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai       

3 ( tiga ) orang anak yang bernama masing masing bernama Anak, umur 14 

tahun,saat ini tinggal di Malang untuk kegiatan sekolah ,Anak, umur 10 tahun 

dan Anak, umur 06 tahun,keduanya tinggal bersama Termohon ; 

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, 

namun sejak kelahiran anak kedua  mulaiterjadi perselisihan dan 
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pertengkaran,walaupun demikian keduanya masih bisa baikan kembali 

hingga mempunyai anak yang ke 3 ; 

-  Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon 

dilakukan secara mulut disebabkan oleh sikap Pemohon yang kurang 

perhatian terhadap Termohon, Pemohon dan Termohon di siang hari jarang 

ketemu karena masing masing sebaga PNS ,sedangkan kalau malam 

Pemohon sering keluar malam tanpa ijin dan tujuan yang jelas, Termohon 

sering mengingatkan namun berakhir dengan percekcokan dan perselisihan 

dan saling  saling mendiamkan, hal sama sering terjadi berulang ulang; 

- Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebab kan 

olehadanya  perbedaan pendapat dalam berbagai hal,diantaranya ketika 

Pemohon dan Termohon  bercengkrama tentang masalah teman kerja atau 

hal hal kecil selalu sering berakhir bertengkar secara lesan,karena Termohon 

sering melawan pendapat Pemohon ; 

-  Bahwa, akibat sering terjadi percekcokan maka Pemohon tidak kerasan 

tinggal di rumah kediaman bersama,Pemohon tinggal di rumah sewa di 

lingkungan Belong Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, 

Kabupaten Karangasem, selanjutnya pada bulan Agustus 2016 Pemohon 

pindah di Mess Pengadilan Agama Denpasar,Jl. Imam Bonjol 204 B 

Denpasar, sedangkan Temohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di 

Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, 

Kabupaten Karangasem; 

-  Bahwa sampai dengan perkara ini diproses di Pengadilan,Pemohon 

berdomisili di Denpasar  namun demikian Pemohon masih pulang ke tempat 

kediaman bersama sekira 2 minggu sekali semata mata hanya untuk 

menemuai anak anaknya yang saat ini tinggal bersama Termohon ; 

- Bahwa, meskipun antara Pemohon sempat tinggal serumah namun sejak 

berpisah tersebut Pemohon tidak melaksanakan kewajiban memberikan  

nafkah bathin karena Pemohon  tidak berhasrat melakukannya begitu pula 

sebaliknya bagi Termohon dan hingga perkara ini diproses di Pengadilan 

antara keduanya  masih  terjalin komunikasi namun sebatas masalah anak 

saja; 
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-  Bahwa, berbagai  pihak   telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan 

Termohon agar rumah tangganya dapat dipertahankan namun Pemohon 

menyatakan tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon , sedangkan 

Termohon tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon ; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut 

diatas terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

yang telah berlangsung selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, pada 

awalnya keduanya hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih 4 tahun 

terakhir kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak 

harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan berkelanjutan 

saling mendiamkan, bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut 

Pemohon dengan Termohon  telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 

tahun sampai sekarang. Terungkap juga bahwa penyebab kemelut rumah 

tangga Pemohon dengan Termohon  diantaranya adalah karena ketiadaan 

kesamaan pendapat tentang sesuatu hal yang sedang dibicarakan dan 

senantiasa berakhir pada perselisihan pendapat, penyebab lainnya adalah 

karena kurangnya perhatian Pemohon terhadap termohon yang sering 

meninggalkan rumah kediaman bersama pada malam hari tanpa ijin Termohon 

dan tanpa tujuan yang jelas,serta adanya dugaan Pemohon mempunyai teman 

wanita lain yang menjadikan Termohon cemburu bahkan memarahi teman 

wanita Pemohon; 

Menimbang,bahwa keinginan Termohon untuk tetap 

mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak dapat 

dijadikan alasan untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon,karena untuk 

kelangsungan rumah tangga lebih lebih untuk mengusahakan terwujudnya 

rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan  atau dilakukan hanya dari 

keinginan salah satu pihak saja,tetapi harus didukung oleh keinginan  kedua 

belah pihak suami isteri,sementara dalam perkara aquo pihak Pemohon tidak 

bersedia melanjutkan,dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan 

untuk bersatu kembali dalam rumah tangga,akan dapat menimbulkan  

perselisihanyang berkepanjangan dan tujuan perkawinanuntuk membentuk 

rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai ; 
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Menimbang,bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis 

Hakim pada setiap sidang dan oleh Mediator yang ditunjuk serta juga oleh 

keluarga atau orang dekat pihak berperkara, namun ternyata tidak berhasil 

merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan 

menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon  adalah sudah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan 

untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga 

yang harmonis ; 

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di 

dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan 

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang 

diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan 

kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau 

kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam 

Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq yang diambil alih menjadi 

pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini  yang menyatakan : 

 

قدإختارالاسلامنظامالطلاقحينتضطربالحياةالزوجينولميعدينفعفيهاتصحولاصلحوحي

ثتصبحالربطةالزوجصورةمنغيرروحلأنالإستمرارمعناهانيحكمعلىاحدالزوجينباال

 بدوهذاتاباهروحالعدالةؤسجنالم

Artinya : “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga  sudah dianggap 

guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan 

hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan 

perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang 

berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang 

bertentangan   dengan semangat keadilan”; 

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon 

dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan 

perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud. Dengan 

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, 

oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan 

keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan 

madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu : 

 

ذا تعارض ضرران فضل اخفهما  

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka 

harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya”; 

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka  rumah tangga 

Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk 

dirukunkan kembali  karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama 

berpisah keduanya tidak lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri 

atau orang berumah tangga karena itu majelis berpendapat bahwa berdasarkan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 

1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan 

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecahdan 

telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf ( f  ) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975”.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis 

berpendapat bahwa antara Pemohon dan Terrmohon telah terjadi pertengkaran 

dan berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dengan 

dibuktikan Pemohon tidak mempedulikan kewajibannya terhadap Termohon 

serta selama masa perpisahan yang berlangsung sekitar 4 tahun  tidak ada 

tanda tanda untuk rukun kembali karena telah diupayakan damai tetap pada 

pendiriannya masing masing, maka kondisi yang demikian hakekatnya benar-

benar telah menyiksa  hati  Pemohon  dan Termohon ; 

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensii 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 

1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang 

bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab 

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada 
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adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, 

dan dalam perkara a quo telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon 

dengan Termohon  adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan; 

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai 

dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai 

dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 

31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai 

tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy 

Syifa’ yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 

yang berbunyi : 

وتنغصت المعا يش( اي الخلاف ) فكلما اجتهد فى الجمع بينهما  زاد الشر والنبو  

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai 

suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, 

serta  kehidupan menjadi suram; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan 

oleh Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi 

ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka permohonan cerai talak tersebut 

patut dikabulkan ; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan  

sesuaidengan petitumpermohonanPemohon point 2 dan mempertimbangkan  

antara Pemohon dan  Termohon adalah suami isteri yang sah yang selama 

pernikahannya telah bakda dukhul dan belum pernah bercerai, maka Majelis 

Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap 

Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap 

Termohon adalah talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama 

Karangasem setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; 
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Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon nomor 3 karena 

berdasarkan hasil mediasi bahwa tentang pengasuhan anak, antara Pemohon 

dan Termohon akan menyelesaikan di luar pengadilan dan Pemohon telah 

mencabut petitum tersebut maka majelis hakim tidak perlu lagi 

mempertimbangkan lebih lanjut petitum Pemohon tersebut dan petitum tersebut 

dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan maksud  pasal 84 Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah 

dirubah  dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006  dan perubahan kedua 

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai dengan ketentuan 

pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka majelis 

berpendapat secara ex officio majelis hakim akan memasukkan dalam amar 

putusan  tentang kewajiban Panitera dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama 

Karangasem untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar talak tanpa materai. 

Kepada pejabat terkait ( Pegawai  Pencatat Nikah ) guna mencatatkan dalam 

register yang diperuntukkan untuk keperluan itu; 
 

Dalam Rekonpensi 

Menimbang, bahwa Termohon  Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah 

mengajukan gugat balik sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dalam 

pokok perkara materi gugat balik Penggugat Rekonpensi akan tetapi belum 

berhasil sehingga dibacakanlah gugatan balik penggugat rekonpensi ; 

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tersebut diajukan bersama-

sama dengan jawaban dan dari sebab materi gugatan Rekonpensi yang 

diajukan terdapat hubungan yang erat (Innerlijke samen Hangen) dengan 

materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 157 ayat (1) R.Bg. Formil dapat 

diterima untuk dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan 

administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2014 halaman 79 angka (5) 

gugatan rekonpensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan 

gugatan konpensi ; 



Hal. 30 dari 40 hal. Put.No :1/Pdt.G/2017/PA.Kras 

 
 

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonpensi tersebut, 

selanjutnya Tergugat  Rekonpensi menyampaikan jawabannya sebagaimana 

terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas ; 

Menimbang, bahwa pada tahapan proses jawab-menjawab gugat 

balikantara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum berhasil 

menyelesaikan tuntutan balik Penggugat Rekonpensi secara damai, kecuali 

tentang tuntutan nafkah iddah dimana Tergugat bersedia untuk memenuhinya 

sedangkan tentang tuntutan mut’ah di depan persidangan masing masing tetap 

pada dalil gugatan dan repliknya serta tetap pada  jawaban dan dupliknya ; 

          Menimbang, bahwa pada materi gugatan Rekonpensi, baik Penggugat 

dan Tergugat tidak mengajukan alat buktiapapun  untukmembuktikan dalil 

gugatannya ataupun melakukan tegen bewijs  atas gugatan Penggugat  ; 

          Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian pada rekonpensi tidak 

terlepas atau tidak dapat dipisahkan  dengan bagian apa yang menjadi fakta 

hokum pada bagian konpensi,dimana didalam konpensi sudah menjadi fakta 

hukum  yang tetap bahwa Tergugat  adalah seorang PNS yang mempunyai 

penghasilan sebesar sekitar Rp.4.000.000,- ( Empat juta rupiah) ditambah 

penghasilan remunerasi  sebesar  sekitar Rp.8.000.000,- ( Delapan juta rupiah ) 

setiap bulannya ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat   dan 

pengakuan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai 

berikut dibawah ini ; 

- Bahwa Tergugat bersikeras untuk menceraikan Penggugat, sedangkan  

Penggugat berkeberatan atas kehendak Tergugat menceraikannya ; 

- Bahwa  ikatan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah 

terjalin selama  sekitar 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang ; 

- Bahwa  sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

tinggal serumah, Tergugat masih mengunjungi anak anaknya yang tinggal 

bersama Penggugat, Tergugat masih menafkahi Penggugat sebesar 

Rp.2.000.000,- ( Dua juta perbulannya) namun Tergugat sudah tidak 

menafkahi secara batin ; 
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- BahwaTergugatsebagai PNS mempunyai penghasilan sekitar 

Rp.4.000.000,-(Empat juta rupiah) dan remunerasinya sekitar 

Rp.8.000.000,-( Delapan juta rupiah) perbulannya ; 

- Bahwa  Tergugat hanya bersedia memberikan mut’ah kepada Penggugat  

berupa emas batangan 24 karat seberat 5 gram dan 1 gram logam mulia 

bersertifikat ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas  majelis 

hakim berpendapat  telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan tuntutan 

aquo dan majelis Hakim Pengadilan Agama Karangasem merujuk pasal 149 

Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (b), apabila perkawinan putus karena 

talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah , 

sepanjang sesuai dengan ketentuan Syari’at Islam yang ada; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana 

tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat  bahwa tuntutan Penggugat  telah  

berdasarkan hukum dan telah terbukti secara hukum, maka karenanya  

tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat  dipertimbangkan  berikut 

dibawah ini ; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yakni tuntutan agar 

gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya, majelis hakim 

berpendapat karena  gugatan penggugat telah berdasarkan hukum dan telah 

memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonpensi maka gugatan tersebut 

dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan tuntutan agar 

gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya majelis masih akan 

mempertimbangkannya  dalam setiap point  per  point  tuntutannya tersebut; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat  tentang 

iddah dan Mut’ah, Majelis hakim terlebih dahulu meneliti apakah Penggugat 

sebagai istri yang nusyuz atau tidak, untuk itu perlu disampaikan pendapat 

sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 229 yang 

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karangasem diambil alih sebagai 

pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut yang artinya : Bahwa syarat 

bagi perempuan menerima belanja/nafkah (dari suaminya) adalah sebagai 

berikut : 1.adanya ikatan perkawinan yang sah 2. menyerahkan dirinya kepada 
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suaminya 3. suaminya dapat menikmati dirinya 4. tidak menolak apabila diajak 

pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan 5. kedua-duanya dapat 

menikmati. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak 

wajib diberi belanja/nafkah; 

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan-persyaratan bagi seorang 

istri untuk memperoleh hak nafkah dari suaminya tersebut, berdasarkan fakta di 

persidangan semua persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat selaku isteri  

dan yang terjadi justru sebaliknya Tergugat melalaikan kewajibannya tidak 

memberikan nafkah bathin dengan alasan tidak ada hasrat melakukan layaknya 

hubungan suami isteri atau Tergugat tidak bisa membuktikan Penggugat 

sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga yang demikianberarti Penggugat 

dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang muti’ah, taslim, dantamkin ; 

           Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebagaimana telah 

dipertimbangkan bahwa kondisi penggugat sebagai isteri yang tidak nusyuz, 

Penggugat selaku isteriyangakan ditalak oleh Tergugat (suaminya)dalam 

keadaan bakda dukhul(sudah melakukan hubungan badan/sanggama) 

sehingga memilikimasa iddah,dengan demikian Penggugat berhak untuk 

mendapatkan nafkah iddah hal ini berdasarkan ketentuan hukum dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 149 hurub (b); 

          Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan syari’at islam, hak istri dalam 

iddah thalaq raj’i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah 

sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak, juga berhak 

menerima tempat tinggal.Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: 

“Diceritakan dari Fatimah binti Qais katanya: saya datang kepada Nabi SAW 

lantas saya berkata: Sesungguhnya suamiku si fulan telah mengutus seseorang 

untuk mentalaqku, dan sesunggunya saya meminta kapada keluarganya nafkah 

dan tempat tinggal lantas merekah tidak mau. Mereka [keluarganya] berkata: 

Wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya utusan yang dikirim kepadanya telah 

melakukan talaq tiga. Fatimah berkata: Maka Rasulullah SAW bersabda: 

Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi 

perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya.” [H.R 

Imam Ahmat dan Nasa’i]. Dan pula didalam sebuah riwayat disebutkan: 
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”Sesunggunya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan bagi perempuan 

yang diwajibkan atas suami bilamana suami masih bisa rujuk kepadanya, maka 

apabila suami sudah tidak bisa rujuk kepadanya, maka tidak ada nafkah dan 

tidak ada tempat tinggal.[H.R Ahmad].; 

Menimbang, bahwa ketentuan syar’i lainnya dalam kitab Al-

Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi sebagai berikut 

 

 اذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isterinya sesudah berhubungan suami-

siteri (ba'da dukhul) dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapatkan tempat 

tinggal dan nafkah semasa iddah dari suami"; 

               Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 

tuntutan penggugatmengenai nafkah iddah,maka sesuai dengan jawaban 

Tergugat di persidangan yang menyatakan kesanggupannya memenuhi  

tuntutan Penggugat, maka nafkah iddah yang harus di bayarkan oleh Tergugat 

kepada Penggugat adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) 

perbulannya dikalikan 3 bulan sehingga totalnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam 

juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat tentang iddah dapat 

dikabulkan seluruhnya dan untuk memberikan kepastian hukum maka nilai 

uang tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari gugatan Penggugat  berupa 

tuntutan agar Tergugat membayarnafkah mut’ah kepada Penggugat 

Rekonpensi/Termohon Konpensi  selaku isteri sebesar 50 gram emas 18 karat 

atau setara Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut dibawah ini ; 

Menimbang,bahwapayung hukum uang mut’ah secara formal sudah 

jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada pasal 41 huruf (c) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum 

Islam,junctoPasal149huruf(a)“bila perkawinan putus karena talak, maka bekas 

suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 



Hal. 34 dari 40 hal. Put.No :1/Pdt.G/2017/PA.Kras 

 
 

uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul “ 

jo.Pasal158huruf(b)Kompilasi 

HukumIslam,bilamanaperkawinanputuskarenatalak,makabekassuamiwajibmem

berikan mut’ahyanglayakkepadabekas 

istrinyabaikberupauangataubenda,ketentuaninisejalandengan Firman Allah 

SWT.DalamAlQur’an SuratAlbaqarohayat241 yang berbunyi  

 

قِين : ُُ بِالْمَعْرُوفِ حَق ًّا عَلَى الْمُتَّ وَللِْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 

suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa “, 

       Menimbang,bahwa sebelum Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan 

besaran kadar mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat 

Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kajian dan dasar hukum  dari 

berbagai hal tentang mut’ah untuk Penggugat  : 

- Bahwa secara psikologis menceraikan istri dengan tanpa dasar adanya 

kesalahan atas dirinya merupakan kekejaman batin, yang untuk 

menghilangkan penderitaan yang dialami isteri memerlukan waktu yang 

cukup lama untuk melupakan kepedihan itu,untuk itu dibutuhkan suatu 

pemberian yang bisa menghibur hati isteri, hal ini sejalan dengan pendapat 

pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII 

halaman 321 yang artinya ‘’Pemberian mut’ah itu agar istri terhibur hatinya, 

dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain 

kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai 

suami istri seperti semula” ; 

-  Secara sosiologis, Penggugat selaku isteri dalam mendampingi suami dalam 

berumah tangga sudah berlangsung cukup lama dan pada prinsipnya si isteri 

keberatan untuk diceraikan oleh suaminya mengingat dalam berumah tangga 

telah dikaruniai 3 orang anak yang masih perlu perhatian serius oleh kedua 

orang tuanya, sehingga kalau benar terjadi perceraian secara sosiologis  

bagi isteri sungguh berat dan menyakitkan karena harus memulai menjalani  

kehidupan baru; 
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- Secara filosofis hakekat dan tujuan pemberian mut’ah adalah untuk mengobati 

hati isteri  yang tersakiti akibat diceraikan oleh suami tanpa ada kesalahan 

dari isteri yang dilakukannya, seorang isteri telah melakukan  pengabdian 

dan kesetiaan yang telah diberikan oleh isteri  sudah sekian lama  sebagai 

isteri dan telah melahirkan anak, betapa sakit dan hancur hatinya si isteri 

dengan terjadinya perceraian ini, terlebih lagi penyebab terjadinya perceraian 

lebih disebabkan bukan datang dari si isteri, maka kesedihan isteri  tersebut 

perlu dihibur dan diobati dengan memberi mut’ah yang layak dan dapat 

menutupi kebutuhan hidupnya untuk beberapa bulan kedepan setelah 

terjadinya perceraian, hal ini sejalandengan pendapat pakar hukum Islam 

Abu Zahrah dalam kitab Akhwal al Syakhsiyah halaman 334 menyatakan : 

Artinya: Apabila terjadi talak setelah dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya 

isteridiberi mut’ah selama 1( satu ) tahun setelah iddahnya habis ; 

- Bahwauntuk menetapkan besaran kadar mut’ah majelis hakim harus 

mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 Kompilasii Hukum Islam, dimana 

besaran mut’ah harus disesuaikan dengan kepatuhanisteri  dankelayakan 

dengan tetap memperhatikan kemampuan suami yang bersumber pada 

pekerjaan atau penghasilan dari suami dalam setiap bulannya ; 

                 Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut  

diatas dan berdasarkan fakta persidangan yang telah menjadi fakta yang 

tetap,secara ekonomis Tergugat berpenghasilan sekitar Rp.12.000.000,- ( Dua 

belas juta rupiah ) perbulannya, selama ini Tergugat  memberikan nafkah untuk 

Penggugat dan 2 orang anak yang ikut bersama Penggugat sebesar 

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, menurut pandangan majelis 

rinciannya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)untuk Penggugat dan Rp.1.000.000,-

(satu juta rupiah) untuk dua orang anaknya  ; 

               Menimbang,bahwa berdasarkan fakta persidangan perceraian ini atas 

kehendak Tergugat sedangkan Penggugat merasa keberatan untuk diceraikan, 

ikatan perkawinan yang dijalani berdua telah cukup lama sekitar 15 tahun, 

pemicu pertengkaran diantaranya juga disebabkan sikap Tergugat yang sering 

keluar rumah pada malam hari  tanpa tujuan yang jelas, sehingga karenanya 

Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai teman wanita lain, Penggugat 
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telah berusaha untuk mengingatkan agar Tergugat tidak sering keluar rumah 

agar Penggugat juga diperhatikan karena kalau siang hari Penggugat dan 

Tergugat sama sama bekerja sebagai PNS sehingga  dirasa waktu untu 

keluarga kurang, namun bila diingatkan selanjutnya berakhir dengan 

perselisihan; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 

tempat kediaman selama sekitar 4 tahun lamanya tetapi nafkah lahir tetap 

diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat , meskipun berpisah Tergugat 

masih pulang tiap 2 minggu sekali ke tempat kediaman bersama untuk 

menjenguk anak anak, walaupun demikian  keduanya tetap pisah ranjang dan 

Tergugat tetap tidak memberikan nafkah bathin dengan alasan sudah tidak 

mempunyai rasa/ hasrat untuk melakukan hubungan suami isteri, namun 

demikian Penggugat juga tidak menuntutnya dan tetap ingin rumah tangganya 

dipertahankan;  

 Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan 

bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut’ah yang patut dan  layak serta 

memenuhi rasa keadilan dengan cara  menghukum Tergugat agar membayar 

mut’ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun , dalam hal ini Majelis 

Hakim sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab Al Ahwalusy Syahsiyyah 

halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang 

berbunyi ; 

 

Artinya : "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) 

tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan 

nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya"; 

Menimbang, bahwa mengenai besaran kadar mut’ah Majelis Hakim 

berpendapat ketentuan yang dijadikan rujukan adalah beaya hidup yang 

selama ini biasa diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 

Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulannya dengan perinciannya 

Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp.1.000.000,-(satu juta 

rupiah) untuk anak anaknya, dengan demikian maka mut’ah yang wajib 
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dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah  12 bulan xRp.1.000.000,-( satu 

juta ) berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah); 

Menimbang, bahwa mut’ah yang dituntut oleh Penggugat adalah 

berupa 50 gram emas 18 karat,sesuai dengan keterangan Penggugat yang 

disampaikan di persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa harga 

emas di wilayah karangasem untuk emas 18 karat pergramnya sebesar Rp. 

420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah),sedangkan berdasarkan 

pertimbangan Majelis Hakim telah menentukan Tergugat harus membayar uang 

mut’ah sebesar  Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), maka uang tersebut 

apabila dipakai untuk membeli emas dengan kriteria sebagaimana tersebut 

diatas akan didapatkan emas seberat 28,5 gram; 

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut 

diatas , maka berdasarkan kemampuan ekonomis Tergugat,aspek psikologis 

dan sosiologis bagi Penggugat  maka cukup pantas dan memenuhi rasa 

keadilan bilamana kadar berat emas tersebut dibulatkan menjadi 30 gram emas 

18 karat dan selanjutnya dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan 

Penggugat di depan persidangan , oleh karenanya maka tuntutan Penggugat 

tentang mut’ah dapat dikabulkan sebagian dan selanjutnya untuk memberikan 

kepastian hukum akan dimuat dalam dictum putusan ini ; 

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum 

atau pengadilan adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tapi juga 

dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut’ah kepada istri, sedangkan 

istri memiliki hak nafkah iddah dan mut’ah tapi juga dibebani kewajiban 

menjalani masa iddah, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada 

suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih 

dahulu, maka juga sudah seharusnya Pengadilan memberikan hak istri berupa 

nafkah iddah dan mut’ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan 

eksekusi ; 

          Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 

ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga harus 

langsung menerima nafkah-nafkah yang seharusnya menjadi haknya, sebab 

kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada 

para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa atau nilai keadilan 

kepadanya,Oleh karenanya Majelis hakim menyarankan Tergugat  agar 

menyiapkan uang nafkah dan mut’ah yang menjadi kewajibannya untuk 

diserahkan kepada Penggugat yang menjadi haknya, sesaat setelah Tergugat 

mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Karangasem. 

Namun demikianMajelis hakim tidak akan memasukkan diktum  tentang 

perintah atau penghukuman Tergugat untuk membayar tunai nafkah-nafkah 

yang menjadi kewajibannya  sesaat setelah pengucapan ikrar talak di depan 

sidang Pengadilan Agama Karangasem; 

 

Dalam Konpensi dan Rekonpensi 

Menimbang bahwa pada materi konpensi petitum point angka 

3permohonan cerai talak  pemohon konpensi/ Tergugat Rekonpensi agar biaya 

perkara dibebankan kepada pemohon konpensi/ Tergugat Rekonpensi atas 

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa 

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan 

Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semuabiaya yang timbul 

dalamperkara ini dibebankan kepadaPemohon  Konpensi/ Tergugat 

Rekonpensi; 

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah  dengan Undang Undang 

Nomor 03 Tahun 2006  dan perubahan kedua  dengan Undang Undang Nomor 

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-

undangan yang berlakudan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ; 

 

M E N G A D I L I 

Dalam Konpensi 

1.   Mengabulkan permohonan Pemohon; 
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2.  Memberi ijin kepada Pemohon(Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Karangasem ; 

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karangasem untuk mengirimkan 

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama KecamatanKarangasem Kabupaten karangasemdan  

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanJonggat, 

Kabupaten Lombok Tengah,selanjutnya untuk dicatat  dalam  daftar yang 

disediakan untukitu ; 

 

Dalam Rekonpensi 

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi  untuk sebagian ; 

2.  Menghukum   Tergugat untuk membayar  kepada Penggugat  ; 

     2.1.Uang nafkah Iddah selama 3 bulan X  Rp. 2.000.000,-(dua  juta rupiah)  

totalnya sebesar Rp 6.000.000,- (enam  juta rupiah)  ; 

     2.2. Mut’ah berupa emas 18 karat seberat 30 gram ;  

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya  
 

Dalam Konpensi Rekonpensi 

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi  

sebesar Rp.612.000,-(enam ratus dua belas ribu  rupiah );   

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan 

Agama Karangasem padahari Rabu   tanggal 30  Agustus2017 Masehi 

bertepatan dengan tanggal08 Dzulhijjah 1438 Hijriah, dan pada hari itu juga 

putusan  tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh   

Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum. sebagai sebagaiKetua Majelis, 

ABDURRAHMAN,S.Ag.danNURUL LAILY,S.Agmasing-masing sebagai Hakim 

Anggota, dengan didampingi RAMLI  S.H.sebagai Panitera yang dihadiri oleh 

Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon konpensi/ Tergugat 

Rekonpensi   ; 

Hakim Anggota     Ketua  Majelis 
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ABDURRAHMAN,S.Ag   Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum 

 

Hakim Anggota   

 

 

 

NURUL LAILY, S.Ag. 

     Panitera  

 

 

     RAMLI ,S.H. 

Perincian Biaya:  

Pendaftaran Rp 30.000,-  

Proses Rp 50.000,-  

Panggilan Rp 521.000,-  

Redaksi Rp 5.000,-  

Meterai  Rp 6.000,-  

JUMLAH Rp 612.000,-  
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JADWAL AGENDA PERSIDANGAN
PERADILAN SEMU

DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
Sidang I : Rabu 19 Maret 2014

Dengan agenda sidang Pembukaan
danPenawaran Mediasi.

Sidang II : Rabu 02 April 2014

Dengan agenda sidang
mendengarkan hasil Mediasi dan
Pembacaan Surat Gugatan/
Permohonan.

Sidang III : Rabu 9 April 2014

Dengan agenda sidang Pembacaan
Jawaban atas Gugatan dan Gugatan
rekonvensi.

Sidang IV : 16 April 2014

Dengan agenda sidang Pembacaan
Replik Pemohon, jawaban
rekonvensi dari Pemohon
rekonvensi dan Duplik Termohon.

Sidang V : Rabu 23 April 2014

Dengan agenda sidang Pembuktian
dari Pemohon

Sidang VI : Rabu 30 April 2014

Dengan agenda sidang Pembuktian
dari Termohon.

Lampiran 7
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Sidang VII : Rabu 07 Mei 2014

Dengan agenda sidang Pembacaan
Keputusan dari Majelis Hakim.

Sidang VIII : Rabu 14 Mei 2014

Dengan agenda sidang pembacaan
ikrar talak.

.

“YOU’LL NEVER WALK
ALONE”
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B E R I T A A C A R A  S I D A N G
Nomor : 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Trenggalek yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat
pertama yang dilangsungkan di Trenggalek pada hari Rabu
tanggal 19 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal
……………….. 143.. H, dalam perkara Cerai Talak antara :---
---------------------------------------------------

ZAINAL FANANI bin SUMAARNO, umur 43 tahun, agama
Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di
Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan
Gabdusari, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya
disebut sebagai "Pemohon";------------------------
----------------

melawan

NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH, umur 38 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di Jl. Jamrud No. 15  Desa
Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. M. NGIZUDIN AL-AMIN, S. HI, MH.;-- Ketua Majelis.

2. AH.SYARIF HIDAYATULLOH, S. HI. ; Hakim Anggota.

3. REZA NUR ADIKARA, S. HI. ;----------------------------------------------------------Hakim Anggota.

4. MUH. AS’AD, S.HI. ; ----------------------------------------------------------------------Panitera.

Setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua, kemudian para pihak berperkara dipanggil
masuk ke dalam ruang persidangan;--------------------------------

Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;-------------------

Lampiran 8
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Termohon hadir sendiri dipersidangan ;------------------

Selanjutnya oleh Ketua Majelis dijelaskan kepada para
pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, para
pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana
diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008;---------------------

Lalu oleh Ketua Majelis diberi petunjuk kepada para
pihak tentang pemilihan mediator baik dari dalam (Pengadilan
Agama Trenggalek) atau dari luar (Lembaga Mediator), dan
atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak menyerahkan
sepenuhnya tentang penunjukan mediator dari Pengadilan
Agama Trenggalek kepada Majelis Hakim;-----------------------

Selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang
mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Trenggalek serta
dibuatkan penetapan penunjukan mediator, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:---------------------------------------------

MENETAPKAN

1. Menunjuk REZA NUR ADIKARA, S. HI. (Hakim
Pengadilan Agama Trenggalek) sebagai mediator dalam
perkara nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL ;-------------------

2. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil
mediasi kepada Majelis Hakim;--------------------------------

Selanjutnya Ketua Majelis menerangkan kepada para
pihak bahwa oleh karena Mediator telah ditunjuk, maka
persidangan selanjutnya akan ditetapkan setelah Mediator
melaporkan kepada Ketua Majelis tentang hasil mediasinya;----

Kemudian ketua majelis menyatakan pemeriksaan
persidangan untuk perkara ini ditutup;-----------------------------

Demikian dibuat berita acara sidang yang
ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;

Panitera, Ketua Majelis,

MUH. AS’AD, S.HI. M.NGIZUDIN AL-AMIN, S.HI, MH.
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B E R I T A  A C A R A  S I D A N G
Nomor : 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Sidang Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama
Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara dalam
tingkat pertama yang dilangsungkan di Trenggalek pada hari
Rabu tanggal 02 April 2014 M bertepatan dengan tanggal
……………… 1435 H dalam perkara Cerai Talak antara : ---

ZAINAL FANANI BIN SUMARNO , sebagai "Pemohon"

melawan

NOVA PUSPITA BINTI SAIFULLAH, sebagai "Termohon"

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. M. NGIZUDIN AL-AMIN, S. HI,
MH. ;--------------------------------------------------------------------

Ketua Majelis.

2. AH. SYARIF HIDAYATULLOH, S.
HI ; ----------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota.

3. REZA NUR ADIKARA, S. HI. ; ---------------------------------Hakim Anggota.

4. MUH. AS’AD, S. HI. ; ----------------------------------------------Panitera Pengganti.

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan
terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil
masuk ke dalam ruang persidangan; -------------------------------

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-

Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;--

Atas perintah Ketua Majelis, dibacakanlah laporan
mediasi dari mediator REZA NUR ADIKARA, S. HI. yang
ditunjuk sebagai hakim mediator oleh Ketua Majelis dengan
penetapan nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL. tanggal 19 Maret
2014 yang memberitahukan bahwa proses mediasi yang
dilaksanakan dalam perkara nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.
telah gagal mencapai kesepakatan yang dilampiri surat
pernyataan oleh pihak-pihak yang berperkara tentang
kegagalan mediasi tersebut ; ----------------------------------------
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Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan
pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak
berhasil ; ----------------------------------------------------------------

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup
untuk umum, kemudian dibacakanlah surat Permohonan
Pemohon, tertanggal 18 Februari 2014 yang terdaftar dalam
register kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan
nomor 0277/Pdt.G/2014/PA.TL., kemudian Ketua Majelis
memberikan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut:--

Bagaimana sikap saudara terhadap
Permohonan saudara, apakah ada
perubahan atau perbaikan pada
Permohonan saudara ?.

Saya tetap pada
Permohonan saya
tersebut; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah masih ada keterangan yang
akan saudara sampaikan ?

Tidak ada, saya anggap
cukup ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kemudian Ketua Majelis memberikan pertanyaan
kepada Termohon sebagai berikut: --------------------------------
Bagaimana sikap saudara
terhadap Permohonan
Pemohon tersebut ?

Saya tidak keberatan dengan
Permohonan Pemohon tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------

Lalu atas permohonan
Pemohon yang
menyatakan bahwa
saudara bersikap tidak
menghormati, mengejek
dan tidak melayani
Pemohon bagaimana ?

Tentang hal tersebut tidak benar
pak, selama ini saya sudah
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berusaha untuk menjadi istri
yang baik, namun memang kami
sering bertengkar tetapi tidak
sampai seperti tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------------------

Pemohon mengajukan
Permohonan Cerai Talak
karena kesalahan saudara,
dan saudara masih
mempunyai dua orang
anak, bagaimana
tanggung jawab saudara
terhadap anak saudara ?

Untuk itu saya akan merawat
anak saya pak, ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah masih ada
keterangan yang akan
saudara sampaikan ?

Ada pak, saya merasa keberatan
dengan tuduhan seperti itu tetapi
saya juga ingin bercerai dengan
suami saya dengan mengjukan
beberapa tuntutan hak saya ; ---------------------------------------------------------------------------------------

Setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan
kepada kedua pihak, menyuruh kepada Termohon untuk
menyampaikan Gugatan Rekonvensinya dalam bentuk tertulis
beserta dengan jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon
untuk disampikan di persidangan selanjutnya; --------------------

Majelis Hakim meminta kepada para  pihak untuk
hadir lagi pada persidangan selanjutnya yang sudah ditetapkan
tanpa dipanggil lagi dengan agenda persidangan pembacaan
jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon dan
penyampaian Gugatan Penggugat Rekonvensi ; ------------------

Kemudian ketua majelis menyatakan pemeriksaan
persidangan untuk perkara ini ditutup;-----------------------------

Demikian dibuat berita acara sidang yang
ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera;



222

Panitera, Ketua Majelis,

MUH. AS’AD, S.HI. M. NGIZUDIN AL_AMIN, S.HI, MH.
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B E R I T A  A C A R A  S I D A N G
Nomor : 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Sidang Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama
Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara dalam
tingkat pertama yang dilangsungkan di Trenggalek pada hari
Rabu tanggal 09 April 2014 M bertepatan dengan tanggal
……………… 1435 H dalam perkara Cerai Talak antara :----

ZAINAL FANANI BIN SUMARNO , sebagai "Pemohon"

melawan

NOVA PUSPITA BINTI SAIFULLAH, sebagai "Termohon"

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. M. NGIZUDIN AL-AMIN, S. HI,
MH. ; --------------------------------------------------------------------

Ketua Majelis.

2. A. SYARIF HIDAYATULLOH, S.
HI ; ----------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota.

3. REZA NUR ADIKARA, S. HI. ;----------------------------------Hakim Anggota.

4. MUH. AS’AD, S. HI. ; ----------------------------------------------Panitera Pengganti.

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan
terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil
masuk ke dalam ruang persidangan; -------------------------------

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;--

Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;--

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan
pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak
berhasil ; ----------------------------------------------------------------

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup
untuk umum, kemudian dibacakanlah surat jawaban
Termohon, tertanggal 03 April 2014. Setelah itu dibacakan
Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi. kemudian
Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada Termohon
sebagai berikut: --------------------------------------------------------
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Bagaimana sikap saudara
terhadap Jawaban saudara,
dan apakah ada perubahan
atau perbaikan pada
Gugatan Rekonvensi
saudara ?.

Sudah Cukup pak jawaban
saya dan begitupun juga
Gugatan saya sudah cukup; ------------------------------------------------------------------------------------------

Kemudian Ketua Majelis memberikan pertanyaan
kepada Pemohon sekaligus Tergugat Rekonvensi sebagai
berikut:------------------------------------------------------------------
Bagaimana sikap saudara
terhadap Jawaban
Termohon dan juga
Gugatan Penggugat
Rekonvensi tersebut ?

Saya keberatan dengan
jawaban dan juga Gugatan
Rekonvensi Termohon dan
juga Penggugat Rekonvensi
tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lalu atas hal tersebut apa
yang akan anda sampaikan
?

Tentang hal tersebut pak, saya
akan mengajukan
jawaban/replik dan juga
eksepsi atas gugatan
rekonvensi Penggugat secara
tertulis ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah masih ada
keterangan yang akan
saudara sampaikan ?

Sudah cukup pak untuk
sementara ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan
kepada kedua pihak, menyuruh kepada Pemohon atau
Tergugat Rekonvensi untuk mempersiapkan Replik dan
Jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi untuk
disampikan di persidangan selanjutnya ; --------------------------

Majelis Hakim meminta kepada para  pihak untuk
hadir lagi pada persidangan selanjutnya yang sudah ditetapkan
tanpa dipanggil lagi dengan agenda persidangan pembacaan
jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon dan
penyampaian Gugatan Penggugat Rekonvensi ; ------------------

Kemudian ketua majelis menyatakan pemeriksaan
persidangan untuk perkara ini ditutup; ----------------------------

Demikian dibuat berita acara sidang yang
ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera ; -----------------

Panitera, Ketua Majelis,

MUH. AS’AD, S.HI. M. NGIZUDIN AL_AMIN, S.HI, MH.



226

B E R I T A  A C A R A  S I D A N G
Nomor : 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Sidang Lanjutan
Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama

Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara dalam
tingkat pertama yang dilangsungkan di Trenggalek pada hari
Rabu tanggal 16 April 2014 M bertepatan dengan tanggal
……………… 1435 H dalam perkara Cerai Talak antara : -----

ZAINAL FANANI BIN SUMARNO , sebagai "Pemohon"

melawan

NOVA PUSPITA BINTI SAIFULLAH, sebagai "Termohon"

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. M. NGIZUDIN AL-AMIN, S. HI,
MH. ; --------------------------------------------------------------------

Ketua Majelis.

2. A. SYARIF HIDAYATULLOH, S.
HI ;-----------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota.

3. REZA NUR ADIKARA, S. HI. ;----------------------------------Hakim Anggota.

4. MUH. AS’AD, S. HI. ; ----------------------------------------------Panitera Pengganti.

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan
terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil
masuk ke dalam ruang persidangan;--------------------------------

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;--

Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;--

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan
pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak
berhasil ;--------------------------------------------------------------

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup
untuk umum, kemudian dibacakanlah surat Replik Pemohon
dan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat Rekonvensi,
tertanggal 11 April 2014. Setelah itu dibacakan Replik
Pemohon dan Jawaban Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi.
kemudian Ketua Majelis memberikan pertanyaan kepada
Termohon sebagai berikut:------------------------------------------
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Bagaimana sikap saudara
terhadap Jawaban saudara,
dan apakah sudah cukup?.

Sudah Cukup pak jawaban
saya dan begitupun juga
Replik saya juga sudah cukup; --------------------------------------------------------------------------------------

Kemudian Ketua Majelis memberikan pertanyaan
kepada Termohon sekaligus Penggugat Rekonvensi sebagai
berikut:----------------------------------------------------------------
Bagaimana sikap saudara
terhadap Replik Pemohon
dan juga Jawaban Tergugat
Rekonvensi tersebut ?

Saya masih akan mengajukan
jawaban sekali lagi/Duplik
secara lisan pak dan juga
jawban atas jawaban
rekonvensi Tergugat
Rekonvensi tersebut secara
lisan juga pak ;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baiklah saya beri
kesempatan, silahkan
saudara sampaikan ?

Intinya saya masih tetap
dengan apa yang saya jawab
dan tuntutan yang saya ajukan
dan mohon kepada bapak
hakim untuk mengabulkan
semuanya dan saya siap
membuktikan dengan alat
bukti ketika pembuktian nanti; ------------------------------------------------------------------------------------

Apakah masih ada
keterangan yang akan
saudara sampaikan ?

Sudah cukup pak ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan
sudah mencukupkan jawabannya;----------------------------------

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan bahwa acara
jawab menjawab sudah cukup ; -------------------------------------

Majelis Hakim meminta kepada para  pihak untuk
hadir lagi pada persidangan selanjutnya yang sudah ditetapkan
tanpa dipanggil lagi dengan agenda persidangan pembuktian
dari pihak Pemohon sekaligus Tergugat Rekonvensi ; ----------

Kemudian ketua majelis menyatakan pemeriksaan
persidangan untuk perkara ini ditutup;-----------------------------

Demikian dibuat berita acara sidang yang
ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera ; -----------------

Panitera, Ketua Majelis,

MUH. AS’AD, S.HI. M. NGIZUDIN AL_AMIN, S.HI, MH.
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B E R I T A  A C A R A  S I D A N G
Nomor : 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Sidang Lanjutan
Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama

Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara dalam
tingkat pertama yang dilangsungkan di Trenggalek pada hari
Rabu tanggal 23 April 2014 M bertepatan dengan tanggal
……………… 1435 H dalam perkara Cerai Talak antara : -----

ZAINAL FANANI BIN SUMARNO , sebagai "Pemohon"

melawan

NOVA PUSPITA BINTI SAIFULLAH, sebagai "Termohon"

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. M. NGIZUDIN AL-AMIN, S. HI,
MH. ; --------------------------------------------------------------------

Ketua Majelis.

2. A. SYARIF HIDAYATULLOH, S.
HI ; ----------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota.

3. REZA NUR ADIKARA, S. HI. ;----------------------------------Hakim Anggota.

4. MUH. AS’AD, S. HI. ; ----------------------------------------------Panitera Pengganti.

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan
terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil
masuk ke dalam ruang persidangan;--------------------------------

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;---

Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;--

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan
pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak
berhasil ;---------------------------------------------------------------

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup
untuk umum, Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan bahwa
acara selanjunya adalah pembuktian. Atas pertanyaan Ketua
Majelis, Pemohon menyatakan siap mengajukan bukti-
buktinya, baik bukti tertulis maupun saksi.-----------------------
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Atas perintah Ketua Majelis, Penggugat mengajukan
bukti tertulis, berupa: ------------------------------------------------

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1345/13/V/1998
tertanggal 08 Mei 1998, atas nama ZAINAL FANANI
(Pmohon) dan NOVA PUSPITA (Termohon) yang dibuat
dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten
Tulung Agung (P.1);-------------------------------------------

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAINAL
FANANI (Pemohon), NIK : 3503126710880001 yang
dikeluarkan di Trenggalek pada tanggal 17 Nopember
2012 (P.2);------------------------------------------------------

Selanjutnya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti
tertulis yang diajukan Pemohon tersebut. Yang berupa
fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai
dan cocok dengan aslinya. Masing-masing alat bukti telah
diberi materai yang cukup. Lalu Ketua Majelis memberi kode
pada masing-masing alat bukti tertulis dengan kode P.1 dan
P.2 sesuai urut nomor ;------------------------------------------------

Terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, atas
pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak
keberatan dan Pemohon menyatakan sudah mencukupkan
bukti tertulisnya, namun akan mengajukan bukti lain yang
berupa saksi;-----------------------------------------------------------

Selanjutnya, atas perintah Ketua Majelis, saksi
Pemohon yang pertama dipanggil masuk ke ruang sidang.
Setelah masuk dan menghadap di persidangan, atas pertanyaan
Ketua Majelis, saksi mengaku bernama : SAIFUL MA”RUF
bin SUHARTO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
tempat kediaman di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05,
Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;-------------------

Kemudian saksi disumpah menurut agama Islam,
bahwa ia akan memberikan keterangan yang  sebenar
benarnya   tidak lain dari  yang sebenarnya;-----------------------
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Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi pertama
Pemohon memberikan jawaban dan keterangan, sebagai
berikut:-----------------------------------------------------------------

Apakah saudara kenal dengan
Pemohon dan Termohon?

Ya, saya kenal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Siapa nama Pemohon dan
Termohon ?

Pemohon bernama
ZAINAL FANANI,
sedangkan Termohon
bernama NOVA PUSPITA
; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa hubungan saudara dengan
Pemohon dan Termohon ?

Saya kakak Pemohon, Pak; --------------------------------------------------------------------------------------
Apakah benar, Pemohon dan
Termohon itu suami istri?

Benar, Pak; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apa saudara mengetahui
pelaksanaan nikahnya?

Ya, saya tahu. Karena saya
diundang pelaksanaan
nikahnya; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapan Pemohon dan
Termohon melangsungkan
perkawinan ?

Sekitar bulan Mei tahun
1998.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa Pemohon dan Termohon
sudah dikaruniai anak?

Sudah, Pak. Anaknya dua; ---------------------------------------------------------------------------------------
Siapa nama anaknya dan
sudah berapa umurnya?
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Bernama MUHAMMAD
ROBBIT SAIFUDIN laki-
laki 14 tahun dan dan yang
kedua SITI NUR LAYLA
perempuan berumur 12
tahun ; ------------------------

Dimana rumah mereka dalam
membina keluarganya ?

Di rumah orang tua
Pemohon, Pak tetapi
kemudian memiliki rumah
sendiri sampai sekarang
sudah 8 tahun ;------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah Pemohon dan
Termohon masih berkumpul
serumah hingga sekarang?

Tidak, Pak. Mereka sudah
berpisah tempat tinggal; ------------------------------------------------------------------------------------------

Bagaimana keadaan rumah
tangga Pemohon dan
Termohon hingga terjadi
perpisahan tempat tinggal?

Saya melihat, semula
rumah tangganya berjalan
harmonis, namun sejak
sekitar pertengahan 2013
keadaan rumah tangganya
berubah menjadi tidak
harmonis lagi, antara
Pemohon dan Termohon
sering bertengkar dan
berselisih, yang pada
akhirnya terjadi perpisahan
tempat tinggal hingga
sekarang;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa yang menyebabkan
terjadinya perselisihan dan
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pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon ?

Penyebabnya karena
Termohon tidak bisa
menghormati dan melayani
pemohon dengan baik dan
seringkali mengejek
pemohon dengan kata-kata
kasar semenjak Pemohon
sakit dan sering  terjadi
percekcokan; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa yang menjadi penyebab
terjadinya percecokan tersebut
?

Karena kondisi Pemohon
seperti ini, Termohon
merasa haknya tidak
dipenuhi yaitu terkait
ekonomi keluarga ; ---------
----------------------------

Apakah keluarga dari pihak
Pemohon dan Termohon
sudah mendamaikan dan
merukunkannya?

Sudah, Pak. Namun
keduanya sudah sama-sama
sepakat untuk mengakhiri
perkawinannya dengan
perceraian;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadi, sudah berapa lama
Pemohon berpisah dengan
Termohon ?

Setauhu saya kurang lebih
selama dua bulan lebih
sampai sekarang ; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bagaimana hubungan antara
Pemohon dan Tergugat sejak
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terjadi perpisahan tempat
tinggal?

Sejak pisah tempat tinggal,
antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak
pernah berkomunikasi lagi; --------------------------------------------------------------------------------------

Apa pekerjaan Pemohon yang
anda ketahui ?

Pemohon setiap hari
bekerja sebagai pedagang
diwarung kopi miliknya
sendiri ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kira-kira berapa penghasilan
dari penjualan di warung kopi
tersebut ?

Penghasilannya kisaran
satu juta sebulan pak ; ------
--------------------------

Dari mana anda mengetahui
bahwa penghasilan Pemohon
satu juta sebulan ?

Karena ketika berjualan kan
terkadang banyak dan
terkadang berkurang dan
Pemohon sering bercerita
kepada saya ; ----------------
---

Jumlah penghasilan sedikit
dan banyak yang saudara
ketahui itu berapa ?

Ketika pas rame bisa
mencapai dua juta  dan
ketika pas agak sepi
terkadang kurang dari satu
juta, tetapi untuk
penghasilan satu jutaan ; ---
-----
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Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon
menyatakan cukup dan Termohon tidak memberikan
tanggapannya;---------------------------------------------------------

Selanjutnya, atas perintah Ketua Majelis, saksi
Pemohon yang kedua dipanggil masuk ke ruang sidang.
Setelah masuk dan menghadap di persidangan, atas pertanyaan
Majelis Hakim, saksi Pemohon yang kedua mengaku bernama
: SITI ASROFUL MUTI’AH binti HABIBI, umur 37 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman
di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan Gabdusari,
Kabupaten Trenggalek ;----------------------------------------------

Kemudian saksi disumpah menurut agama Islam,
bahwa ia akan memberikan keterangan yang  sebenar
benarnya   tidak lain dari  yang sebenarnya;----------------------

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan
jawaban dan keterangan, sebagai  berikut:------------------------

Apakah saudara kenal dengan
Pemohon dan Termohon ?

Ya, saya kenal dengan
Pemohon dan Termohon ;----------------------------------------------------------------------------------------

Siapa nama Pemohon dan
Termohon ?

Pemohon bernama
ZAINAL FANANI,
sedangkan Termohon
bernama NOVA
PUSPITA ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darimana asalnya Pemohon dan
Termohon ?

Pemohon berasal dari
Desa Ngrayung RT. 12
RW. 05, Kecamatan
Gabdusari, Kabupaten
Trenggalek, sedangkan
Termohon dari Jl. Jamrud
No. 15  Desa Rejoagung



236

Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung ; ----------------------------------------------------------------------------------------

Apa hubungan saudara dengan
Pemohon dan Termohon ?

Saya tetangga dekat
Pemohon, Pak;------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah benar, Pemohon dan
Termohon itu suami istri?

Benar, Pak. Pemohon dan
Termohon suami istri
yang sah; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa saudara mengetahui
pelaksanaan nikahnya?

Ya, saya tahu pelaksanaan
nikahnya; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapan Pemohon dan Termohon
melangsungkan perkawinan ?

Sekitar tahun 1998
(tanggal dan bulannya
tidak ingat);----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa Pemohon dan Termohon
sudah dikaruniai anak?

Sudah, Pak. Anaknya dua; ---------------------------------------------------------------------------------------
Dimana Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal
dalam membina rumah tangga?

Di rumah orang tua
Pemohon selama kurang
lebih 7 tahun Pak, namun
akhirnya mereka memiliki
tempat tinggal sendiri
sampai sekarang; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah Pemohon dan
Termohon masih berkumpul
serumah hingga sekarang?

Tidak, Pak. Mereka sudah
berpisah tempat tinggal; ------------------------------------------------------------------------------------------
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Apa saudara mengetahui
mereka suda dikaruniahi anak,
dan berapa anaknya ?

Iya saya mengetahuinya
pak, ada dua bernama
MUHAMMAD ROBBIT
SAIFUDIN laki-laki 14
tahun dan dan yang kedua
SITI NUR LAYLA
perempuan berumur 12
tahun ; ---------

Siapa yang merawat anaknya
selama pisah?

Anaknya ikut Termohon,
Pak; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bagaimana keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon
hingga terjadi perpisahan
tempat tinggal?

Yang saya ketahui,
semula rumah tangganya
berjalan harmonis, namun
sejak pertengahan tahun
2013 keadaan rumah
tangganya berubah
menjadi tidak harmonis
lagi, antara Pemohon dan
Termohon sering
bertengkar dan berselisih,
yang pada akhirnya
terjadi perpisahan tempat
tinggal hingga sekarang;------------------------------------------------------------------------------------------

Apa yang menyebabkan
terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon ?

Yang saya ketahui, bahwa
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penyebab terjadinya
perselisihan dan
pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon
adalah karena Termohon
tidak lagi menjalankan
kewajibannya sebagai
iisteri ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah terjadi percekcokan
antara kedua pihak ?

Iya pak, karena kondisi
Pemohon yang sekarang
sakit, Termohon meminta
haknya lebih untuk
kebutuhan ekonomi ;------
-----------------

Apakah keluarga dari pihak
Pemohon dan Termohon sudah
mendamaikan dan
merukunkannya?

Setahu saya sudah, Pak.
Namun keduanya sudah
sama-sama sudah tidak
bisa dirukunkan lagi dan
memilih untuk pisah ; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Jadi, sudah berapa lama
Pemohon berpisah dengan
Termohon ?

Kurang lebih sekitar dua
bulan lebih; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bagaimana hubungan antara
Pemohon dan Termohon sejak
terjadi perpisahan tempat
tinggal?

Sejak pisah tempat
tinggal, antara Pemohon
dan Termohon sudah
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tidak pernah
berkomunikasi lagi;------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa pekerjaan Pemohon yang
anda ketahui ?

Pemohon setiap hari
bekerja sebagai pedagang
diwarung kopi miliknya
sendiri ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kira-kira berapa penghasilan
dari penjualan di warung kopi
tersebut ?

Penghasilannya kisaran
satu juta sebulan pak ; ----
----------------------------

Dari mana anda mengetahui
bahwa penghasilan Pemohon
satu juta sebulan ?

Karena ketika berjualan
kan terkadang banyak dan
terkadang berkurang,
dengar-dengar ceritanya
seperti itu ; -----------------
------------------

Jumlah penghasilan sedikit dan
banyak yang saudara ketahui itu
berapa ?

Ketika pas rame bisa
mencapai dua juta  dan
ketika pas agak sepi
terkadang kurang dari
satu juta, tetapi untuk
penghasilan satu jutaan ; -
-------

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon
membenarkan keterangan saksinya dan Termohon tidak
memberikan tanggapan;----------------------------------------------
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Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon
menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya. Dan
Termohon menyatakan mengajukan bukti berupa saksi;---------

Oleh karena Termohon akan mengajukan alat bukti
saksi pada persidangan selanjutnya, maka acara pembuktian
dinyatakan dilanjutkan oleh Ketua Majelis ;-----------------------

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang
terbuka untuk umum, lalu memberikan penjelasan bahwa
pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian dari pihak
Termohon ; -------------------------------------------------------------
-

Majelis Hakim meminta kepada para  pihak untuk
hadir lagi pada persidangan selanjutnya yang sudah ditetapkan
tanpa dipanggil lagi dengan agenda persidangan pembuktian
dari pihak Termohon sekaligus ; -----------------------------------

Kepada Pemohon dan Termohon diperintah untuk
hadir kembali dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut
tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan
persidangan untuk perkara ini ditutup ;----------------------------

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang
ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;----

Panitera, Ketua Majelis,

MUH. AS’AD, S.HI. M. NGIZUDIN AL_AMIN, S.HI, MH.
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B E R I T A  A C A R A  S I D A N G
Nomor : 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Sidang Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama
Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara dalam
tingkat pertama yang dilangsungkan di Trenggalek pada hari
Rabu tanggal 30 April 2014 M bertepatan dengan tanggal
……………… 1435 H dalam perkara Cerai Talak antara : ----

ZAINAL FANANI BIN SUMARNO , sebagai "Pemohon"

melawan

NOVA PUSPITA BINTI SAIFULLAH, sebagai "Termohon"

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. M. NGIZUDIN AL-AMIN, S. HI,
MH. ; --------------------------------------------------------------------

Ketua Majelis.

2. A. SYARIF HIDAYATULLOH, S.
HI ; ----------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota.

3. REZA NUR ADIKARA, S. HI. ;----------------------------------Hakim Anggota.

4. MUH. AS’AD, S. HI. ; ----------------------------------------------Panitera Pengganti.

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan
terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil
masuk ke dalam ruang persidangan;--------------------------------

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;---

Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;--

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan
pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak
berhasil ;---------------------------------------------------------------

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup
untuk umum, Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan bahwa
acara selanjunya adalah pembuktian dari pihak Termohon.
Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan siap
mengajukan bukti-buktinya ; ----------------------------------------
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Atas perintah Ketua Majelis, Termohon siap
menghadirkan alat bukti berupa saksi : ---------------------------

Selanjutnya, atas perintah  Ketua Majelis, saksi
Termohon yang pertama dipanggil masuk ke ruang sidang.
Setelah masuk dan menghadap di persidangan, atas pertanyaan
Ketua Majelis, saksi mengaku bernama : IDA ROHANA
binti WARSITO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, tempat kediaman di Jl. Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ;-------------

Kemudian saksi disumpah menurut agama Islam,
bahwa ia akan memberikan keterangan yang  sebenar
benarnya   tidak lain dari  yang sebenarnya;-----------------------

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi pertama
Termohon memberikan jawaban dan keterangan, sebagai
berikut:-----------------------------------------------------------------

Apakah saudara kenal dengan
Pemohon dan Termohon?

Ya, saya kenal;------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siapa nama Pemohon dan
Termohon ?

Pemohon bernama
ZAINAL FANANI,
sedangkan Termohon
bernama NOVA PUSPITA
; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa hubungan saudara dengan
Pemohon dan Termohon ?

Saya adalah bibi
Termohon, Pak;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah benar, Pemohon dan
Termohon itu suami istri?

Iya benar, Pak; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apa saudara mengetahui
pelaksanaan nikahnya?

Ya, saya tahu. Karena saya
diundang pelaksanaan
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nikahnya; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kapan Pemohon dan
Termohon melangsungkan
perkawinan ?

Sekitar bulan Mei tahun
1998.;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa Pemohon dan Termohon
sudah dikaruniai anak?

Sudah, Pak. Anaknya dua; ---------------------------------------------------------------------------------------
Siapa nama anaknya dan
sudah berapa umurnya?

Bernama MUHAMMAD
ROBBIT SAIFUDIN laki-
laki 14 tahun dan dan yang
kedua SITI NUR LAYLA
perempuan berumur 12
tahun ; ---------

Dimana rumah mereka dalam
membina keluarganya ?

Di rumah orang tua
Pemohon, Pak tetapi
kemudian memiliki rumah
sendiri sampai sekarang
sudah 8 tahun ;------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah Pemohon dan
Termohon masih berkumpul
serumah hingga sekarang?

Tidak, Pak. Mereka sudah
berpisah tempat tinggal; ------------------------------------------------------------------------------------------

Bagaimana keadaan rumah
tangga Pemohon dan
Termohon hingga terjadi
perpisahan tempat tinggal?

Saya melihat, semula
rumah tangganya berjalan
harmonis, namun sejak
sekitar pertengahan 2013
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keadaan rumah tangganya
berubah menjadi tidak
harmonis lagi, antara
Pemohon dan Termohon
sering bertengkar dan
berselisih, yang pada
akhirnya terjadi perpisahan
tempat tinggal hingga
sekarang;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa yang menyebabkan
terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon ?

Yang saya ketahui
Pemohon kalau dimintai
uang untuk kebutuhan
sehari-haridan untuk
anaknya sering tidak
memberikan bahkan sering
marah-marah kepada
Termohon ; ---------------

Berarti yang melatar belakangi
percekcokan mereka adalah
masalah ekonomi?

Iya benar pak ; ---------------
---------------

Apakah keluarga dari pihak
Pemohon dan Termohon
sudah mendamaikan dan
merukunkannya?

Sudah, Pak. Namun
keduanya sudah sama-sama
sepakat untuk mengakhiri
perkawinannya dengan
perceraian; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadi, sudah berapa lama
Pemohon berpisah dengan
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Termohon ?
Setauhu saya kurang lebih
selama dua bulan lebih
sampai sekarang ; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Bagaimana hubungan antara
Pemohon dan Tergugat sejak
terjadi perpisahan tempat
tinggal?

Sejak pisah tempat tinggal,
antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak
pernah berkomunikasi lagi; --------------------------------------------------------------------------------------

Apa pekerjaan Pemohon yang
anda ketahui ?

Pemohon setiap hari
bekerja sebagai pedagang
diwarung kopi miliknya
sendiri ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kira-kira berapa penghasilan
dari penjualan di warung kopi
tersebut ?

Penghasilannya kisaran
satu juta sebulan pak
dengar-dengar, kalau untuk
pastinya saya tidak tau
karena saya tinggal di
tulungagung pak; ------

Terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon
menyatakan cukup dan Pemohon tidak memberikan
tanggapannya;---------------------------------------------------------

Selanjutnya, atas perintah Ketua Majelis, saksi
Termohon yang kedua dipanggil masuk ke ruang sidang.
Setelah masuk dan menghadap di persidangan, atas pertanyaan
Majelis Hakim, saksi Termohon yang kedua mengaku
bernama : M. FAIZAL AFIF bin SUKINO, umur 41 tahun,
agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa
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Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan Gabdusari, Kabupaten
Trenggalek ;------------------------------------------------------------

Kemudian saksi disumpah menurut agama Islam,
bahwa ia akan memberikan keterangan yang  sebenar
benarnya   tidak lain dari  yang sebenarnya;-----------------------

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan
jawaban dan keterangan, sebagai  berikut:-------------------------

Apakah saudara kenal dengan
Pemohon dan Termohon ?

Ya, saya kenal dengan
Pemohon dan Termohon ; ----------------------------------------------------------------------------------------

Siapa nama Pemohon dan
Termohon ?

Pemohon bernama
ZAINAL FANANI,
sedangkan Termohon
bernama NOVA PUSPITA
; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darimana asalnya Pemohon
dan Termohon ?

Pemohon berasal dari Desa
Ngrayung RT. 12 RW. 05,
Kecamatan Gabdusari,
Kabupaten Trenggalek,
sedangkan Termohon dari
Jl. Jamrud  No. 15  Desa
Rejoagung Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa hubungan saudara dengan
Pemohon dan Termohon ?

Saya tetangga dekat
Pemohon dan Termohon,
Pak; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah benar, Pemohon dan
Termohon itu suami istri?
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Benar, Pak. Pemohon dan
Termohon suami istri yang
sah;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa saudara mengetahui
pelaksanaan nikahnya?

Ya, saya tahu pelaksanaan
nikahnya; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapan Pemohon dan
Termohon melangsungkan
perkawinan ?

Sekitar tahun 1998 (tanggal
dan bulannya tidak ingat);----------------------------------------------------------------------------------------

Apa Pemohon dan Termohon
sudah dikaruniai anak?

Sudah, Pak. Anaknya dua; ---------------------------------------------------------------------------------------
Siapa namanya ?

Mereka bernama
MUHAMMAD ROBBIT
SAIFUDIN laki-laki 14
tahun dan dan yang kedua
SITI NUR LAYLA
perempuan berumur 12
tahun ; ---------

Siapa yang merawat anaknya
selama pisah?

Anaknya ikut Termohon,
Pak; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah Pemohon dan
Termohon masih berkumpul
serumah hingga sekarang?

Tidak, Pak. Mereka sudah
berpisah tempat tinggal; ------------------------------------------------------------------------------------------

Bagaimana keadaan rumah
tangga Pemohon dan
Termohon hingga terjadi
perpisahan tempat tinggal?

Yang saya ketahui, semula
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rumah tangganya berjalan
harmonis, namun sejak
pertengahan tahun 2013
keadaan rumah tangganya
berubah menjadi tidak
harmonis lagi, antara
Pemohon dan Termohon
sering bertengkar dan
berselisih, yang pada
akhirnya terjadi perpisahan
tempat tinggal hingga
sekarang;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apa yang menyebabkan
terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon ?

Yang saya ketahui, bahwa
penyebab terjadinya
perselisihan dan
pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon
adalah karena Pemohon
tidak memberikan
uang/nafkah kepada
Termohon untuk kebutuhan
sehari-hari dan untuk
anaknya ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apakah terjadi percekcokan
antara kedua pihak ?

Iya pak, karena kondisi
Pemohon yang sekarang
sakit, Termohon meminta
haknya lebih untuk
kebutuhan ekonomi ;--------
---------------

Apakah keluarga dari pihak
Pemohon dan Termohon
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sudah mendamaikan dan
merukunkannya?

Setahu saya sudah, Pak.
Namun keduanya sudah
sama-sama sudah tidak bisa
dirukunkan lagi dan
memilih untuk pisah ; ---------------------------------------------------------------------------------------------

Jadi, sudah berapa lama
Pemohon berpisah dengan
Termohon ?

Kurang lebih sekitar dua
bulan lebih;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bagaimana hubungan antara
Pemohon dan Termohon sejak
terjadi perpisahan tempat
tinggal?

Sejak pisah tempat tinggal,
antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak
pernah berkomunikasi lagi; --------------------------------------------------------------------------------------

Apa pekerjaan Pemohon yang
anda ketahui ?

Pemohon setiap hari
bekerja sebagai pedagang
diwarung kopi miliknya
sendiri ;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kira-kira berapa penghasilan
dari penjualan di warung kopi
tersebut ?

Saya dengar-dengar
penghasilannya kisaran satu
juta sebulan pak karena
juga sering ngopi ditempat
Pemohon ; --------------------
-------------------------------

Dari mana anda mengetahui
bahwa penghasilan Pemohon
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satu juta sebulan ?
Karena ketika berjualan kan
terkadang banyak dan
terkadang berkurang,
dengar-dengar ceritanya
seperti itu ; -------------------
----------------

Jumlah penghasilan sedikit
dan banyak yang saudara
ketahui itu berapa ?

Ketika pas rame bisa
mencapai dua juta  dan
ketika pas agak sepi
terkadang kurang dari satu
juta, tetapi untuk
penghasilan satu jutaan
sebulan ; ----------------------
---------------------------

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Termohon
membenarkan keterangan saksinya dan Pemohon tidak
memberikan tanggapan;----------------------------------------------

Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon
menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya ;----------------

Selanjutnya, Ketua Majelis menanyakan apakah masih
akan menghadirkan alat bukti lagi baik Pemohon dan juga
Termohon ; ------------------------------------------------------------

Selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan
untuk menghadirkan alat bukti ; ------------------------------------

Selanjutnya Majelis Hakim bertanya, apakah dari
Pemohon dan Termohon ada kesimpulan dalam perkara ini ; --

Majelis Hakim berdasarkan berkas yang telah masuk,
berdasarkan keterangan para pihak dan juga saksi-saksinya,
Majelis Hakim memerlukan waktu untuk bermusyawarah
untuk menentukan putusan selama dua minggu; -----------------

Majelis Hakim meminta kepada para  pihak untuk
hadir lagi pada persidangan selanjutnya yang sudah ditetapkan
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tanpa dipanggil lagi dengan agenda persidangan pembacaan
putusan ; --------------------------------------------------------------

Kepada Pemohon dan Termohon diperintah untuk
hadir kembali dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut
tanpa dipanggil lagi ; -------------------------------------------------

Kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan
persidangan untuk perkara ini ditutup ;-----------------------------

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang
ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;----

Panitera, Ketua Majelis,

MUH. AS’AD, S.HI. M. NGIZUDIN AL_AMIN, S.HI, MH.
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B E R I T A  A C A R A  S I D A N G
Nomor : 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Sidang Lanjutan

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama
Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara dalam
tingkat pertama yang dilangsungkan di Trenggalek pada hari
Rabu tanggal 07 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal
…………… 1435 H dalam perkara gugatan cerai gugat,
antara:-----------------------------------------------------------------

ZAINAL FANANI bin SUMARNO , sebagai Pemohon.

melawan

NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH, sebagai Termohon.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. M. NGIZUDIN AL-AMIN, S. HI,
MH. ; --------------------------------------------------------------------

Ketua Majelis.

2. A. SYARIF HIDAYATULLOH, S.
HI ;-----------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota.

3. REZA NUR ADIKARA, S. HI. ;----------------------------------Hakim Anggota.

4. MUH. AS’AD, S. HI. ; ----------------------------------------------Panitera Pengganti.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis, para pihak yang berperkara
dipanggil masuk ke ruang sidang;-----------------------------------

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;-

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;---

Selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan Pemohon
dan Termohon supaya rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil.
Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan
Termohon tidak keberatan bercerai;--------------------------------

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan
Termohon menyatakan sudah tidak ada yang ingin
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disampaikan lagi dipersidangan. Selanjutnya, setelah
mempertimbangkan segala sesuatunya, Ketua Majelis
membacakan dan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai
berikut : --------------------------------------------------------------

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----------------------
2. Mengabulkan tuntutan Termohon kepada Pemohon sesuai

dengan kemampuan sebesar Rp. 4.000.000,- ; ---------------
3. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak kuliy

kepada Termohon ;----------------------------------------------
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan

kekurangan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta
rupiah) kepada Penggugat ;------------------------------------

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Trenggalek untuk menyampaikan salinan putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gandusari Kabupaten Trenggalek dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;--------------------------------------------

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh
satu ribu  rupiah);------------------------------------------------

Selanjutnya, setelah Ketua Majelis menjatuhkan
putusannya, maka persidangan perkara ini dinyatakan selesai
dan ditutup;------------------------------------------------------------

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang
ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;-----

Panitera, Ketua Majelis,

MUH. AS’AD, S.HI. M. NGIZUDIN AL_AMIN, S.HI, MH.
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Penetapan Penunjukan Majelis Hakim A.I
(Pasal 11 UU No. 48 Tahun 2009)

P E N E T A P A N
Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Ketua Pengadilan Agama Trenggalek telah membaca
surat permohonan cerai talak tertanggal  18 Februari 2014
Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang
susunannya tersebut di bawah ini.

Menimbang, oleh karenanya, diperintahkan kepada
Majelis Hakim tersebut menetapkan hari sidang.

Memperhatikan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
jo. pasal 92 dan 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

M E N E T A P K A N

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. M. NGIZUDIN AL-AMIN, S. HI,
MH. ;--

Ketua Majelis.

2. A. SYARIF HIDAYATULLOH, S. HI
;---------------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota.

3. REZA NUR ADIKARA, S. HI. ;----------------------------------Hakim Anggota.

4. MUH. AS’AD, S. HI. ; ----------------------------------------------Panitera Pengganti.

Lampiran 9
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Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 19 Februari 2014

Ketua Pengadilan Agama Trenggalek

Drs. H. M. SYAIKHONI, S.H., M.Hum.
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SURAT PENUNJUKAN
Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek, telah
membaca  Penetapan Ketua  Pengadilan Agama Trenggalek
Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL. tanggal 19 Februari 2014
tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis
Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu
menunjuk Panitera/Panitera Pengganti.

Mengingat pasal 11 ayat (3) Undang-Undang nomor
48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. pasal 96 dan
97 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.

M E N U N J U K

Saudara MUH. AS’AD, S. HI sebagai Panitera Pengganti,
dengan tugas :
Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan

menghadiri dan mencatat jalannya sidang
serta membuat berita acara persidangan di
Pengadilan Agama Trenggalek.

Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua
Majelis dalam rangka menyelesaikan
perkara tersebut.

Trenggalek, 19 Februari 2014
Panitera,
Pengadilan Agama Trenggalek

AHMAD MUNAWAR, S.HI, MH.
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S U R A T  P E N U N J U K A N
Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek telah
membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Trenggalek
Nomor :  0277/Pdt.G/2014/PA.TL. tanggal 19 Februari 2014
tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang bahwa untuk kelancaran tugas Majelis
Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan
perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita Pengganti;

Memperhatikan, pasal 103 Undang Undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

M E N U N J U K

Saudara : MUHAMMAD SHOLEH MAJID sebagai Jurusita
Pengganti dengan tugas :

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan
panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang
tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan
melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya
atas perintah Ketua Majelis.

Trenggalek, 19 Februari 2014

Panitera,

Pengadilan Agama Trenggalek

AHMAD MUNAWAR, S.HI, MH.



259

Penetapan Hari Sidang A.II
(Pasal 121 HIR)

P E N E T A P A N

Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Ketua Majelis Pengadilan Agama Trenggalek telah
membaca surat permohonan cerai talak tertanggal 18 Februari
2014, Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL. dalam perkara antara :

ZAINAL FANANI bin SUMARNO , umur 43 tahun, Agama
Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal
di Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05, Kecamatan
Gabdusari Kabupaten Trenggalek sebagai
Pemohon ;

L A W A N

NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH, umur 38 tahun, Agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Jalan Jamrud  No. 15  Desa
Rejoagung Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung sebagai Termohon ;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama
Trenggalek tanggal 19 Februari 2014 Nomor:
0277/Pdt.G/2014/PA.TL. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut
harus ditetapkan ;

Memperhatikan, pasal 121 HIR, serta ketentuan-
ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut
akan dilangsungkan pada hari/tanggal: Rabu / 19 Maret 2014,
jam 08.30 WIB.
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Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti
untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang
menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada hari dan
tanggal serta jam yang telah ditetapkan di atas;

Memerintahkan pula supaya pada pemanggilan itu
kepada pihak Termohon diserahkan sehelai surat permohonan
cerai talak dengan diberitahukan bahwa jika dikehendakinya
surat permohonan cerai talak tersebut dapat dijawab olehnya
secara tertulis atau kuasanya yang sah serta diajukannya pada
waktu sidang tersebut di atas.

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari
memanggil kedua belah pihak/pihak-pihak yang berperkara
dan hari sidang paling sedikit harus ada tiga hari kerja.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 20 Februari 2014

Ketua Majelis

M. NGIZUDIN AL-AMIN, S.HI, M.H.
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Surat Panggilan Pihak-pihak yang A.II.1
Berperkara (Ps. 121 HIR) PGL.1.

RELAAS PANGGILAN KEPADA PEMOHON
Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Pada hari ……………tanggal
………………………………… saya Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Agama Trenggalek, atas perintah Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor :
0277/Pdt.G/2014/PA.TL. ;

TELAH MEMANGGIL

Nama : ZAINAL FANANI bin
SUMARNO

Umur : 43 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal : Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05,

Kecamatan Gabdusari, Kabupaten
Trenggalek, sebagai Pemohon

Supaya datang menghadap pada persidangan yang
diselenggarakan di Pengadilan Agama Trenggalek, jalan Dr.
Sutomo nomor 21 Trenggalek, pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 19 Maret 2014
Pukul : 08.30 WIB.

Sehubungan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata
tersebut, antara :

ZAINAL FANANI bin SUMARNO , sebagai Pemohon ;
NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH, sebagai Termohon ;

Panggilan ini saya laksanakan ditempat kediaman
Pemohon sendiri, dan di tempat tersebut saya bertemu/tidak
bertemu dengan ..........................................................................

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan
tanda tangannya pada relaas panggilan ini.



262

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini
ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini
kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan
mengingat sumpah jabatan.

Yang dipanggil, Yang memanggil,

Pemohon Jurusita Pengganti

ZAINAL FANANI bin
SUMARNO

MUHAMMAD SHOLEH
MAJID

Sah dic. : ….. (…………) kali
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PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK KLAS
I.B

Jl. Dr. Soetomo No. 21- Telp/Fax (0355) 791427
Website : www.pa-trenggalek.go.id

E-mail : pa_trenggalek@yahoo.co.id
TRENGGALEK

Nomor : W13-A21/
/HK.05/II/2014

Trenggalek, 23 Februari 2014

Lampiran : 1 eksemplar
Perihal : Panggilan sidang an.

NOVA PUSPITA binti
SAIFULLAH

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
Jalan Ir Soekarno Hatta No. 117 Kode pos 66200

Assalamu'alaikum wr. wb.
Berdasarkan penetapan ketua majelis

Pengadilan Agama Trenggalek Nomor :
0277/Pdt.G/2014/PA.TL., tanggal 19 Februari 2014
kami perlu memanggil pihak Termohon:
Nama : NOVA PUSPITA binti
SAIFULLAH
Umur : 38 tahun, agama Islam
Pekerjaan :  Ibu rumah tangga
Tempat kediaman di :  Jalan Jamrud  No. 15 Desa
Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung

Dalam perkara Cerai Talak antara :

ZAINAL FANANI bin SUMARNO sebagai
Pemohon;

melawan
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NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH sebagai
Termohon;

Berhubung pihak Termohon pada saat ini
berada dalam wilayah yurisdiksi saudara, maka
dimohon bantuan untuk memanggilnya guna
menghadap sidang di Pengadilan Agama Trenggalek
Jl. Dr. Soetomo No. 21, Telp / Fax (0355) 791427 –
Trenggalek,  pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Maret 2014, pukul
08.30 WIB .

Bersama ini kami kirimkan salinan surat Cerai
Talak beserta biaya panggilan sebesar Rp. 75.000,-
(tujuh puluh lima ribu rupiah) via pos dan mohon
relaas panggilan dapat kami terima sebelum hari dan
tanggal tersebut di atas.

Demikian, harap maklum dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Panitera,
Wakil Panitera,

Drs. IMAM MARZUKI, M.H.

Tembusan
1. Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Trenggalek (sebagai laporan)
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PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
Jalan Dr. Sutomo nomor 21 – Telp/Fax  (0355) 791427
TRENGGALEK

K W I T A N S I

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ( SKUM )

Nomor:  0277/Pdt.G/2014/PA.TL.
Tanggal: 18 Februari 2014

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ZAINAL FANANI bin SUMARNO
Tempat
kediaman di

: Desa Ngrayung RT. 12 RW. 05,
Kecamatan Gabdusari Kabupaten
Trenggalek

sebagai pihak "Pemohon"
Dalam mengajukan perkara permohonan cerai talak di Pengadilan
Agama Trenggalek, berlawanan dengan   :
Nama : NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH
Tempat
kediaman di

: Jalan Jamrud  No. 15  Desa Rejoagung
Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung

sebagai pihak "Termohon"
Membayar Panjar Biaya Perkara ( PBP ) sebesar Rp. 691.000,-
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
Untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera Pengadilan Agama
Trenggalek membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas
perkara tersebut.

Penerima Trenggalek, 18 Februari 2014
an. Kasir Yang Memberi Kuasa Membayar,

INTAN FITRIANI, S.HI. ZAINAL FANANI bin SUMARNO
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Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tanda
tangan dari kasir.

CATATAN :
Lembar I :  untuk Pemohon
Lembar II :  untuk dilampirkan dalam berkas



267

PGL 1

P AN G G I L AN
Perkara Nomor : 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

a. Tanggal siding : 19 Maret 2014
b. Panggilan kepada : Pemohon (Lokal)
c. Nama Jurusita / JSP : MUHAMMAD SHOLEH

MAJID
d. Ongkos PGL : Rp. 100.000

Trenggalek, 23 Februari 2014
Ketua Majelis

(MUHAMAD NGIZUDIN AL-AMIN, S. HI, M.H.)

-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
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Terbilang Rp.

PGL 1
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
KLAS I.B
Jln. DR. Soetomo no 21 Trenggalek. Telp (0355)
791427
Website : www.pa-trenggalekkab.go.id
E-mail    : pa_trenggalek@yahoo.co.id
TRENGGALEK

K  W  I  T  A  N  S  I

Telah Terima dari : Bendahara Pengadilan Agama
Trenggalek
Jumlah uang :

Untuk pembayaran : Ongkos jalan jurusita/jurusita pengganti
untuk mengantarkan relaas panggilan /
pemberitahuan isi putusan sidang
Perkara nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.,
atas nama : ZAINAL FANANI bin
SUMARNO

100.000,-

Trenggalek, 23 Februari 2014
MENYETUJUI: PENERIMA

Panitera, Jurusita/Jurusita Pengganti

AHMAD MUNAWAR, S.HI, MH. MUHAMMAD SHOLEH MAJID
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PGL 2

P AN G G I L AN
Perkara Nomor : 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

a. Tanggal sidang : 19 Maret 2014
b. Panggilan kepada : Termohon (Tabayun)
c. Nama Jurusita / JSP : MUHAMMAD SHOLEH

MAJID
d. Ongkos PGL : Rp. 75.000

Trenggalek, 23 Februari 2014
Ketua Majelis

(MUHAMAD NGIZUDIN AL-AMIN, S. HI, M.H.)

-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
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Terbilang Rp.

PGL 2
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK
KLAS I.B
Jln. DR. Soetomo no 21 Trenggalek. Telp (0355)
791427
Website : www.pa-trenggalekkab.go.id
E-mail    : pa_trenggalek@yahoo.co.id
TRENGGALEK

K  W  I  T  A  N  S  I

Telah Terima dari : Bendahara Pengadilan Agama
Trenggalek
Jumlah uang :

75.000,-

Untuk
Pembayaran

: Biaya pemanggilan/pemberitahuan isi
putusan ke Pengadilan Agama Tulungagung
Perkara nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.,
atas nama : NOVA PUSPITA binti
SAIFULLAH, Alamat  Jalan Jamrud  No. 15
Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung

Trenggalek, 23 Februari 2014
MENYETUJUI: PENERIMA

Panitera, Jurusita/Jurusita Pengganti

AHMAD MUNAWAR, S.HI, MH. MUHAMMAD SHOLEH MAJID
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Terbilang Rp.

PENGADILAN AGAMA
TRENGGALEK KLAS I.B

No. Bukti : _____________

Jln. DR. Soetomo no 21 Trenggalek. Telp (0355)
791427
Website : www.pa-trenggalekkab.go.id
E-mail    : pa.Trenggalek@gmail.com
TRENGGALEK

K  W  I  T  A  N  S  I

Telah Terima dari : Panitera Pengadilan Agama Trenggalek
Jumlah uang : Lima puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran : Biaya proses penyelesaian perkara no.
0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

atas nama : ZAINAL FANANI bin
SUMARNO

50.000,-
Trenggalek, 18 Februari 2014

MENYETUJUI: PENERIMA
Panitera, Bendahara,

AHMAD MUNAWAR, S.HI, MH. MUHAMMAD SHOLEH MAJID
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Terbilang Rp.

PENGADILAN AGAMA
TRENGGALEK KLAS I.B

No. Bukti : _____________

Jln. DR. Soetomo no 21 Trenggalek. Telp (0355)
791427
Website : www.pa-trenggalekkab.go.id
E-mail    : pa_trenggalek@yahoo.co.id
TRENGGALEK

K  W  I  T  A  N  S  I
Telah Terima dari : Bendahara Pengadilan Agama
Trenggalek
Jumlah uang : Tiga puluh ribu rupiah
Untuk pembayaran : Biaya pendaftaran perkara Cerai Talak,
perkara no. 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

atas nama : ZAINAL FANANI bin
SUMARNO

30.000,-

Trenggalek, 18 Februari 2014
MENYETUJUI: Bendahara Penerima

Panitera,

AHMAD MUNAWAR, S.HI, MH. SINTA NUR ‘AINI, S. HI.
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JURNAL BIAYA PERKARA
Nomor: 0277/Pdt.G/2014/PA.TL.

Pemohon : ZAINAL FANANI bin SUMARNO
Termohon : NOVA PUSPITA binti SAIFULLAH

No. TANGGAL URAIAN
JUMLAH

KET.PENERIMAA
N

PENGELUAR
AN

1. 18 Februari
2014

Panjar
Perkara

691.000,-

2. 18 Februari
2014

Pendaftaran 30.000,-

3. 18 Februari
2014

Biaya
Proses

50.000,-

4. Panggilan
(P) 1

100.000,-

5. Panggilan
(P) 2

6. Panggilan
(P) 3

7. Panggilan
(T) 1

75.000,-

8. Panggilan
(T) 2

9. Redaksi 5.000,-

10. Materai 6.000,-

J U M L A H 691.000,-
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Trenggalek, ___________________
20...

Ketua Majelis,

M. NGIZUDIN AL-AMIN, S. HI, M.H.
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SKENARIO PERSIDANGAN
DI PENGADILAN AGAMA

KASUS WANPRESTASI IJARAH

Hakim Ketua : Usamah Abdurrahman
Hakim Anggota 1 : Mohamad Syahreza

Pahlevi
Hakim Anggota 2 : Maharani Nubdzoh

Fithroty
Panitera : Finis Triani
Penggugat : Dewi Sartika
Kuasa Hukum Penggugat : Aip Wahidzul Latif
Tergugat : Taufik Ismail
Kuasa Hukum Tergugat : Tryas Titi Sari
Saksi 1 : Ruchima
Saksi 2 : Qaedi Qasthary
Saksi 3 : Vina Fitriana
Petugas : Abdul Rohim bin Ismail

A. SIDANG PERTAMA[UPAYA DAMAI]
Panitera : “Assalamualaikum wr.wb. Sidang Pengadilan

Agama Surabaya dengan nomor perkara 696/
PDT.G/ 2015/PA. Surabaya tentang kasus
wanprestasi ijarah, antara Saudari Dewi Sartika
sebagai penggugat melawan saudara Taufik
Ismail sebagai tergugat, pada hari ini Jum’at
tanggal 13 November 2015 dengan susuna
majelis hakim sebagai berikut ;Usamah
Abdurrahman, S.H.I, M.E.I. sebagai hakim
ketua, Muhammad Syahreza Pahlevi, S.H.I,
M.H.I sebagai hakim anggota 1, danMaharani
Nubdzah Fithroty, S.H.I, M.H.I sebagai hakim
anggota 2.
akan dimulai, majelis hakim memasuki ruang
sidang, hadirin dimohon berdiri.”(setelah duduk

Lampiran 10
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majelis hakim)“Hadirin dipersilahkan duduk
kembali.”

Hakim Ketua : “Sidang Pengadilan Agama Surabaya,
yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara-perkara perdata pada tingkat pertama
dengan Nomorperkara
696/PDT.G/2015/PA.Surabaya, Pada hari
Senin,Tanggal09 November 2015 antara saudari
Dewi Sartika sebagai penggugat melawan
saudara Taufik Ismail sebagai tergugat, dengan
ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya
nyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk
umum.”(Ketuk palu 3X)

Panitera: “Penggugat atas namaDewi Sartikadan tergugat
atas namaTaufiq Ismail, dan  atau kuasa
hukumnya dipersilahkanuntuk memasuki ruang
sidang”.

Hakim Ketua: “Selamat pagi, saudari Penggugat. Apakah
saudari dalam kondisi sehat wal afiat?”

Penggugat : “Selamat pagi, Yang Mulia. Ya, saya dalam
keadaaan sehat wal afiat.
Hakim Ketua: “Saudari siap mengikuti persidangan hari

ini?”
Penggugat : “Siap, Yang mulia.”
Hakim Ketua: “Baiklah saudari penggugat, tolong

sebutkan indentitas anda, siapa nama lengkap
anda, berapa umur anda, dan apakah pekerjaan
anda?”

Penggugat : “Saya, Dewi Sartika, umur 30 tahun, dan
pekerjaan saya wiraswasta.”

Hakim Ketua : “Apakah saudari dalam hal ini didampingi
oleh kuasa hukum?”

Penggugat : “Iya, Yang mulia.”
Hakim Ketua: “Kepada saudara kuasa hukum, tolong

sebutkan identitas anda, siapa nama anda,
berkantor dan beralamat dimana?”
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Kuasa Hk. Penggugat : “Yang mulia, nama saya Aip
Wahidzul Latif, umur 32 tahun, berkantor di
LKBH Aip and Partners beralamat di Jalan
Linggamanik, Desa Panyingkiran, Surabaya.”

Hakim Ketua :“Tolong tunjukkan kartu advokat
saudara, dan juga KTP dari saudari penggugat
kepada hakim anggota 2.”

Kuasa Hk. Penggugat : “Baik, Yang mulia.”
Hakim Ketua: “Kepada tergugat dan kuasa hukumnya

untuk melihat kartu advokat saudara kuasa
hukum penggugat dan KTP dari penggugat.”

Kuasa Hk.Tergugat:Baik yang mulia
Hakim Ketua :“Saudara Kuasa Hukum pihak

Penggugat,silahkan diambil kembali kartu
advokatdan KTP penggugat.”

Kuasa Hk. Penggugat:“Baik yang muila.”
Hakim Ketua: “Dipersilahkan kepada hakim anggota I

untuk memeriksa identitas dari saudara
tergugat.”

Hakim Anggota I : “Apakah saudara tergugat dalam
kondisi sehat wal afiat?”

Tergugat : “Ya, Yang mulia, saya dalam kondisi sehat
wal afiat.”

Hakim Anggota I : “Saudara siap untuk mengikuti
persidangan ini?”

Tergugat : “Siap, Yang mulia.”
Hakim Anggota I : “Saudara tergugat, sebutkan identitas

anda, siapa nama anda? Berapa umur anda, dan
apa pekerjaan anda?”

Tergugat : “Saya Taufik Ismail, umur 35 tahun, bekerja
sebagai wiraswasta.”

Hakim Anggota I : “Apakah saudara dalam hal ini
didampingi oleh kuasa hukum?”

Tergugat : “Iya, Yang mulia.”
Hakim Anggota 1 : “Kepada kuasa hukum tergugat,

sebutkan nama saudari, berkantor dimana dan
beralamat dimana?”
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Kuasa Hk. Tergugat : “Nama saya Tryas Titi Sari,
berkantor di LKBH Tryas Law Firm, beralamat
Jalan Mercubuana no. 9 Pegangsaan, Surabaya.”

Hakim Anggota 1 :“Tolong tunjukkan kartu advokat
saudari, surat kuasa saudari, dan juga KTP dari
saudara tergugat kepada saya. Kepada kuasa hk.
penggugat untuk melihat kartu advokat saudara
kuasa hukum tergugat, surat kuasa,  dan KTP
dari tergugat.”

Kuasa Hk. Tergugat : “Baik, Yang mulia.”
Hakim Anggota 1 : “Kepada saudara kuasa hukum

penggugat, apakah benar?”
Kuasa Hk. Penggugat : “Ya, benar Yang mulia.”
Hakim Ketua: “Saudara-saudara sekalian, sebelum

perkara ini akan kami periksa, saya akan
mengajak saudara-saudara untuk merenungkan
kembali makna dari adanya kasus ini. Jika ada
perselisihan atau permasalahan harus mampu
dikendalikan dan diselesaikan secara baik. Nah,
untuk kasus ini menurut saya bila saudara-
saudara Penggugat dan Tergugat menyadari
marilah diselesaikan secara damai
saja.Bagaimana saudara Penggugat ?”

Kuasa Hk. Penggugat :“Yang Mulia, sebenarnya klien
saya sudah berusaha melakukan musyawarah
untuk menyelesaikan perkara ini dengan
kepihakan namun pihak tergugat selalu
menghindar”.

Hakim Ketua: “Bagaimana saudara Tergugat?”
Kuasa Hk. Tergugat :“Yang mulia, saya

sependapat dengan yang mulia, sebenarnya saya
kaget dan sangat saya sesalkan saudari Dewi
mengajukan perkara ini ke Pengadilan.”

Hakim Ketua: “Saya ingin bertanya langsung pada
Penggugat, bagaimana saudari penggugat,
apakah perkara ini akan dilanjutkan atau tidak?”



279

Penggugat : “Yang mulia, saya sudah tidak kuat lagi
dengan musyawarah dan berharap persidangan
tetap melanjutkan.”

Hakim Ketua: “Baiklah, apabila memang Penggugat tetap
tidak mau berdamaimaka kami akan
meneruskan kasus ini untuk diperiksa.
Kemudian, saudara sekalian, mengingat upaya
damai pada siang ini masih belum dapat
diterima, maka sesuai dengan PERMA NO.1
Tahun 2008, bahwa saudara sekalian diharuskan
untuk melakukan Mediasi. Apakah saudara
sendiri yang memilih mediator atau diserahkan
ke majelis hakim?bagaimana saudara
penggugat?”

Penggugat :“Kami bersepakat untuk menyerahkan hakim
mediator dari majelis hakim yang mulia.”

Hakim Ketua: “Bagaimana saudara tergugat?”
Tergugat :“Ya, Yang mulia, kami setuju untuk

didamaikan dalam upaya mediasi, dan saya
setuju mediator yang ditunjuk langsung oleh
majelis hakim.

Hakim Ketua: Membutuhkan tenggang waktu berapa lama
saudara penggugat?”

Penggugat : “Satu minggu yang mulia.”
Hakim Ketua: “Bagaimana saudara tergugat?”
Tergugat : “Baik yang mulia, satu minggu.”
Hakim Ketua: “Baiklah, kalau begitu saya tetapkan hakim

anggota 2Maharani Nubdzoh Fitrothysebagai
hakim mediator. Karena proses mediasi
diadakan diluar persidangan, maka siding akan
dilanjutkan kembali setelah adanya laporan
hasil mediasi dari hakim mediator. Saya
harapkan para pihak hadir kembali ke sidang ini
dengan relas panggilan, dengan ini sidang saya
nyatakan ditunda dan ditutup.(Ketuk palu 3X).
Panitera tolong disampaikan agenda sidang
minggu depan.”
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Panitera : “Baik yang mulia, sidang kedua dengan
agenda pembacaan hasil mediasi akan
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16
November 2015, setelah para pihak menerima
relas panggilan, dimohon para pihak dan kuasa
hukumnya hadir tepat waktu. Majelis hakim
meninggalkan ruang sidang, hadirin
dipersilahkan berdiri.

Wassalammualaikum, Wr. Wb.”

B. SIDANG KEDUA[PEMBACAAN HASIL MEDIASI]
Panitera :“Assalamualaikum wr.wb. Sidang Pengadilan

Agama Surabaya dengan nomor perkara 696/
PDT.G/ 2015/PA. Surabaya tentang kasus
wanprestasi ijarah, antara Saudari Dewi Sartika
sebagai penggugat melawan saudara Taufik
Ismail sebagai tergugat,dengan agenda
mendengarkan hasil mediasi, pada hari ini Senin
tanggal 16 November 2015, akan dimulai,
majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin
dimohon berdiri.”

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.”
Ketua Majelis Hakim : “Sidang Pengadilan Agama

Surabaya, yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara-perkara perdata pada tingkat
pertama dengan Nomor perkara
696/PDT.G/2015/PA.Surabaya, Pada hari
Senin, Tanggal 16 November 2015 antara
saudari Dewi Sartika sebagai penggugat
melawan saudara Taufik Ismail sebagai
tergugat, dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan
sidang dibuka dan terbuka untuk umum.”
(Ketuk Palu 3X)

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika dan
tergugat atas nama Taufiq Ismail, dan  atau
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kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki
ruang sidang”.

Hakim Ketua: “Saudari penggugat, apakah saudari dalam
keadaan sehat wal afiat?”

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat.”

Hakim Ketua: “Saudara tergugat, apakah saudara dalam
kondisi sehat wal afiat?”

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat.”

Hakim Ketua: “Saudari penggugat, bagaimana hasil
proses mediasi yang telah dilakukan?”

Penggugat :“Hasil proses mediasi tidak berjalan dengan
baik yang mulia, dan kami benar-benar telah
melaksanakan proses mediasi.”

Hakim Ketua:“Saudari hakim anggota 2, apakah proses
mediasi kedua belah pihak sudah dijalankan dan
bagaimana hasilnya?”

Hakim Anggota 2 :“Alhamdulillah saya sudah
menjalankan tugas yang diberikan kepada saya
oleh yang mulia, dengan hasil berikut; pihak
penggugat tetap bersikukuh dengan argumennya
dan begitu puladengan pihak tergugat bahwa
tidak seperti yang dibutuhkan.”

Hakim Ketua: “Terimakasih atas kerja keras saudari
mediator untuk mendamaikan kedua belah
pihak, walaupun hasilnya kedua belah pihak
tetap pada pendiriannya masing-masing. Oleh
karena itu, saya nyatakan proses mediasi gagal.”
(ketok palu 1x) “Baiklah, selanjutnya, karena
kedua belah pihak sudah didampingi oleh kuasa
hukum masing-masing, pihak penggugat apakah
sudah siap untuk membacakan gugatannya?”

Kuasa Hk. Penggugat : “Kami siap membacakannya yang
mulia.”
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Hakim Ketua: “Dari pihak tergugat, apakah sudah
mendapatkan salinan dari gugatan yang akan
dibacakan?”

Kuasa Hk.Tergugat: “Sudah yang mulia.”
Hakim Ketua: “Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat,

dipersilahkan membacakan gugatannya.”
(Kuasa hukum penggugat membacakan gugatan)

Hakim Ketua: Saudara penggugat, Apakah gugatan
saudara masih ada yang perlu disempurnakan?”

Penggugat : “Tidak yang mulia.”
Hakim Ketua: “Bagaimana saudara Tergugat, apakah

sudah memahami dan mengerti maksud gugatan
saudara Penggugat?”

Penggugat : “Sudah yang mulia.”
Hakim Ketua: “Saudara tergugat, terhadap gugatan yang

telah dibacakan tadi akan saudara jawab dengan
lisan atau tulisan?”

Kuasa Hk. Tergugat: “Akan kami jawab secara tulisan
yang mulia, dan kami mohonkan untuk ditunda
minggu depan guna menyiapkan jawaban dan
bisa kami sampaikan minggu depannya.”

(Hakim ketua menanyakan kepada kedua hakim
anggota)

Hakim Ketua: “Baiklah, karena tergugat dan kuasa
hukumnya belum siap untuk menyampaikan
jawabannya, maka sidang saya nyatakan ditunda
untuk minggu depan dan ditutup. (Ketok palu
3x) Panitera mohon dicatatkan untuk agenda
minggu depan dan disampaikan.”

Panitera :“Sidang ketiga dengan agenda mendengarkan
jawaban tergugat akan dilaksanakan pada hari
Senin tanggal 23 November 2015, dimohon
para pihak dan kuasa hukumnya datang tepat
waktu. Majelis hakim meninggalkan ruang
sidang, hadirin dipersilahkan
berdiri.Wassalammualaikum, Wr.Wb.”
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C. SIDANG KETIGA [PEMBACAAN JAWABAN
TERGUGAT]
Panitera :“Assalamualaikum wr.wb. Sidang Pengadilan

Agama Surabaya dengan nomor perkara 696/
PDT.G/ 2015/PA. Surabaya tentang kasus
wanprestasi ijarah, antara Saudari Dewi Sartika
sebagai penggugat melawan saudara Taufik
Ismail sebagai tergugat, pada hari ini Senin,
tanggal 23 November 2015, dengan agenda
pembacaan jawaban tergugat,akan dimulai,
majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin
dimohon berdiri.”

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.”
Hakim Ketua: “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara-
perkara perdata pada tingkat pertama dengan
Nomor perkara 696/PDT.G/2015/PA.Surabaya,
Pada hari Senin, Tanggal 23 November 2015
antara saudari Dewi Sartika sebagai penggugat
melawan saudara Taufik Ismail sebagai
tergugat, dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan
sidang dibuka dan terbuka untuk umum.”
(Ketok Palu 3X)

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika dan
tergugat atas nama Taufiq Ismail, dan  atau
kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki
ruang sidang”.

Hakim Ketua: “Saudari penggugat, apakah saudari dalam
keadaan sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?”

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.”

Hakim Ketua: “Saudara tergugat, apakah saudara dalam
kondisi sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?”
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Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.”

Hakim Ketua: “Bagaimana saudara tergugat, sudah
siapkah saudara untuk membacakanjawaban
atas gugatan penggugat?”

Kuasa Hk. Tergugat: “Kami sudah siapyang mulia.”
Hakim Ketua: “Silahkan kuasa hukum tergugat

menyerahkan salinan jawaban tergugat kepada
majelis hakim dan kepada kuasa hukum
penggugat.”

Kuasa Hk. Tergugat: “Baik yang mulia.”
Hakim Ketua: “Kuasa hukum tergugat dipersilahkan

membacakan jawabannya.”
Kuasa Hk. Tergugat: “Baik yang mulia.”

(Kuasa Hukum Tergugat membacakan jawaban)
Hakim Ketua: “Bagaimana masih ada lagi yang akan

saudara tergugat sampaikan?”
Tergugat : “Tidak yang mulia.”
Hakim Ketua: “Bagaiman saudari penggugat, apakah

jawaban dari saudara penggugat sudah jelas?
apakah akan memberikan jawaban secara lisan
atau tulisan?”

Kuasa Hk.Penggugat : “Secara garis besar, kami sudah
memahami jawaban tergugat, tetapi kami butuh
waktu untuk menyusun replik dari jawaban
tergugat tersebut. Jadi kami memohon waktu
satu minggu untuk menyiapkannya sehingga
bisa kami sampaikan pada sidang selanjutnya?”

(Hakim ketua menanyakan kepada kedua hakim
anggota)

Hakim Ketua: “Baiklah, karena penggugat dan kuasa
hukumnya belum siap untuk menyampaikan
replik atas jawaban tergugat, maka sidang saya
nyatakan ditunda untuk minggu depan dan
ditutup.”(Ketok palu 3x)

“Panitera mohon dicatatkan untuk agenda minggu
depan dan disampaikan.”
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Panitera :“Sidang keempat dengan agenda
mendengarkan replik akan dilaksanakan pada
hari Senin, tanggal 30 Desember 2015, dimohon
para pihak dan kuasa hukumnya datang tepat
waktu. Majelis hakim meninggalkan ruang
sidang, hadirin dipersilahkan
berdiri.Wassalammualaikum, Wr.Wb.”

D. SIDANG KEEMPAT[PEMBACAAN REPLIK DAN
DUPLIK]
Panitera :“Assalamualaikum wr.wb. Sidang Pengadilan

Agama Surabaya dengan nomor perkara 696/
PDT.G/ 2015/PA. Surabaya tentang kasus
wanprestasi ijarah, antara Saudari Dewi Sartika
sebagai penggugat melawan saudara Taufik
Ismail sebagai tergugat, pada hari ini Senin,
tanggal 30 November 2015, dengan agenda
pembacaan replik, akan dimulai, majelis hakim
memasuki ruang sidang, hadirin dimohon
berdiri.”

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.”
Hakim Ketua:“Sidang Pengadilan Agama Surabaya, yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara-
perkara perdata pada tingkat pertama dengan
Nomor perkara 696/PDT.G/2015/PA.Surabaya,
Pada hari Senin, Tanggal 30 November 2015
antara saudari Dewi Sartika sebagai penggugat
melawan saudara Taufik Ismail sebagai
tergugat, dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan
sidang dibuka dan terbuka untuk umum.”
(Hakim mengetuk palu 3x tanda dibukanya
sidang).

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika dan
tergugat atas nama Taufiq Ismail, dan  atau
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kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki
ruang sidang”.

Hakim Ketua: “Saudari penggugat, apakah saudari dalam
keadaan sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?”

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.”

Hakim Ketua: “Saudara tergugat, apakah saudara dalam
kondisi sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?”

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.”

Hakim Ketua: “Bagaimana saudara penggugat, apakah
saudara akan sudah siap membacakan
repliknya?”

Kuasa Hk. Penggugat : “Kami sudah siap yang mulia.”
(membacakan Replik)

Hakim Ketua: “Silahkan saudari kuasa hukum penggugat
menyerahkan salinan repliknya kepada majelis
hakim dan kuasa hukum tergugat”

Kuasa Hk. Penggugat:“Baik yang mulia”
Hakim Ketua: “Silahkan kuasa hukum penggugat

membacakan repliknya.”
(Pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat)

Hakim Ketua:“Apakah kuasa hukum tergugat sudah jelas
dengan replik yang dibacakan oleh kuasa
hukum Penggugat?”

Hakim Ketua: “Bagaimana saudara tergugat apakah
saudara akan mengajukan Duplik secara lisan
atau tertulis?”

Kuasa Hk. Tergugat: “Saya akan mengajukan duplik
secara lisan yang mulia.”

Hakim Ketua: “Baiklah, tolong sampaikan duplik
saudara.”

Kuasa Hk. Tergugat: “Kami tetap berpegang teguh pada
jawaban yang sudah kami sampaikan pada
sidang yang lalu, dan kami menolak semua dalil
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yang disampaikan oleh penggugat baik dalam
gugatannya maupun dalam jawabannya hari ini.
(Penjelasan duplik dari tergugat)

Hakim Ketua: “Baik, karena masing-masing pihak tetap
bersikukuh pada dalil-dalilnya, maka untuk
menentukan siapa yang benar dan siapa yang
salah, maka sidang hari ini saya tunda untuk
minggu depan dengan agenda pembuktian.
Pembuktian untuk sidang minggu depan
diberikan terlebih dahulu kepada pihak
penggugat. Dimohon penggugat untuk
menghadirkan barang bukti dan saksi-saksinya
minggu depan. Dengan ini saya nyatakan sidang
ditunda dan ditutup. (Ketuk palu 3x)

“Panitera tolong diumumkan perihal sidang
selanjutnya.”

Panitera : “Sidang kelima, dengan agenda pembuktian
dari pihak penggugat akan dilaksanakan pada
hari Senin, tanggal 7 Desember 2015. Dimohon
para pihak dan kuasa hukumnya hadir tepat
waktu. Majelis hakim meninggalkan ruang
sidang, hadirin dipersilahkan
berdiri.Wassalammualaikum, Wr.Wb.

E. SIDANG KELIMA[MENDENGARKAN KESAKSIAN
SAKSI PENGGUGAT]
Panitera :“Assalamualaikum wr.wb. Sidang Pengadilan

Agama Surabaya dengan nomor perkara 696/
PDT.G/ 2015/PA. Surabaya tentang kasus
wanprestasi ijarah, antara Saudari Dewi Sartika
sebagai penggugat melawan saudara Taufik
Ismail sebagai tergugat, pada hari ini Senin,
tanggal 7 Desember 2015 dengan agenda
pembuktian dari pihak penggugatakan dimulai,
majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin
dimohon berdiri.” “Hadirin dipersilahkan duduk
kembali.”
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Hakim Ketua: “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara-
perkara perdata pada tingkat pertama dengan
Nomor perkara 696/PDT.G/2015/PA.Surabaya,
Pada hari Senin, Tanggal 7 Desember 2015
antara saudari Dewi Sartika sebagai penggugat
melawan saudara Taufik Ismail sebagai
tergugat, dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan
sidang dibuka dan terbuka untuk umum.”
(Hakim mengetuk palu 3x tanda dibukanya
sidang).

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika dan
tergugat atas nama Taufiq Ismail, dan  atau
kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki
ruang sidang”.

Hakim Ketua: “Saudari penggugat, apakah saudari dalam
keadaan sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?”

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.”

Hakim Ketua: “Saudara tergugat, apakah saudara dalam
kondisi sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?”

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.”

Hakim Ketua: “Bagaimana saudari penggugat dan kuasa
hukumnya, sudah siap untuk menghadirkan
saksi-saksinya dan juga barang bukti lainnya?”

Kuasa Hk.Penggugat : “Kami sudah siap yang mulia,
kami sudah membawa alat bukti berupa surat
perjanjian ijarah, dan juga kami telah
menghadirkan sejumlah saksi.”

Hakim Ketua: “Baiklah, kuasa hukum silahkan maju ke
depan untuk memperlihatkan barang bukti
tertulisnya kepada majelis hakim.”

Kuasa Hk.Penggugat : “Baik yang mulia.”
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Hakim Ketua: “Mohon hakim anggota 1 untuk memeriksa
keabsahan barang bukti tertulis yang diajukan
pihak penggugat.”

Hakim Anggota 1 :”Baik yang mulia.”
(Hakim anggota 1 memeriksa keabsahan barang bukti

tertulis dari pihak penggugat)
Hakim Ketua: “Bagaimana hakim anggota 1, apakah

barang bukti yang disampaikan sah?”
Hakim Anggota 1 :“Barang bukti tertulis yang

disampaikan sah yang mulia.”
Hakim Ketua: “Kuasa hukum tergugat mohon ke depan

untuk menyaksikan alat bukti tertulis dari
penggugat.”

Kuasa Hk.Tergugat : “Baik yang mulia” (Memeriksa alat
bukti tertulis)

“Alat bukti tertulis sah yang mulia.”
Hakim Ketua: “Baiklah, mohon kuasa hukum tergugat

kembali ke tempatnya. Maka berkaitan dengan
alat bukti tertulis yang telah diajukan saya akan
memberi kode P1 terhadap surat perjanjian
ijarah sebagai alat bukti sah dan berharga.
Untuk kuasa hukum penggugat, adakah alat
bukti yang akan disajikan lagi?”

Kuasa Hk.Penggugat : “Ada yang mulia, kami akan
menghadirkan seorang saksi yaitu saudari
Ruchima.”

Hakim Ketua: “Panitera tolong dipanggilkan saksi dari
pihak penggugat.”

Panitera : “Baik yang mulia, untuk saudari Ruchima,
sebagai saksi dari pihak penggugat diharapkan
masuk ke ruang sidang.”

(Saksi masuk ruang sidang)
Hakim Ketua: “Untuk saudari saksi, sebelum anda

memberikan kesaksian pada sidang ini, saya
akan terlebih dahulu menyumpah saudari, untuk
petugas silahkan dipersiapkan.”
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Petugas : “Baiklah yang mulia, untuk saudari saksi
dimohonkan untuk berdiri.” (Para saksi berdiri)

Hakim Ketua: “Untuk saudara saksi, mohon tirukan apa
yang saya ucapkan; ‘Saya bersumpah, saya
akan mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak
lain dari yang sebenar-benarnya. Apabila tidak
sesuai dengan kenyataan, maka saya siap
menanggung resiko.”(Para saksi menirukan
dengan Al-Qur’an diatas kepala). “Untuk
saudari saksi, saudari tahu kenapa saudari
dipanggil?”

Saksi 1 : “Ya, yang mulia, saya tahu.”
Hakim Ketua: “Baiklah, sebelum lebih dalam, saya akan

menanyakan terlebih dahulu tentang identitas
saudari. Benar saudari bernama Ruchima?
Berumur 28 tahun? Dan pekerjaan anda adalah
sekretaris pribadi saudari penggugat?

Saksi 1 : “Benar yang mulia.”
Hakim Ketua: “Baiklah, hakim anggota 1 dipersilahkan

untuk memberikan pertanyaan selanjutnya
kepada saudari saksi 1.”

Hakim Anggota 1 : “Baik yang mulia. Saudari saksi,
saya hendak bertanya apakah ada hubungan
kekerabatan antara anda dengan saudari
penggugat?

Saksi 1 : “Saya tidak memiliki hubungan kekerabatan
sama sekali dengan saudari penggugat yang
mulia.”

Hakim Anggota 1 :”Apakah anda mengenal pihak
tergugat?”

Saksi 1 :”Iya yang mulia.”
Hakim Anggota 1 :”Sejauh apa anda mengenalnya?”
Saksi 1 :”Saya hanya kenal nama beliau dan

mengetahui bahwasanya beliau termasuk salah
satu penyewa ruko Mawar Ungu milik pihak
penggugat.”
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Hakim Anggota 1 : “Apakah benar bahwa pihak
tergugat belum membayarkan uang sewa ruko?”

Saksi 1 : “Benar yang mulia.”
Hakim Anggota 1 :“Berapa tahun?”
Saksi1 :“2 tahun”
Hakim Anggota 1 : “Apakah saudara memiliki bukti

bahwasannya pihak tergugat belum membayar
uang sewa ruko?”

Saksi 1 : “Maaf yang mulia, saya tidak memiliki bukti
secara tertulis, namun saya menemani Ibu Dewi
Sartika sebagai penggugat selama dua tahun ini,
dan beliau belum mendapatkan kiriman
pembayaran.

Hakim Anggota 1 : “Berdasarkan isi jawaban dari pihak
tergugat, disebutkan bahwasanya tergugat telah
membayarkan uang pembayaran sewa ruko
untuk periode 2013 dan 2014 senilai 40 juta
kepada anda. Apakah itu benar?”

Saksi 1 : “Tidak yang mulia. Itu tidak benar dan saya
merasa tidak pernah menerima uang sejumlah
tersebut.”

Kuasa Hk. Tergugat :”Maaf yang mulia,
berdasarkan kesaksian klien saya bahwasanya
dia telah membayarkan uang tersebut kepada
saudari saksi yang merupakan sekretaris dari
pihak penggugat.”

Hakim Anggota 1 :”Saudari saksi Apakah anda yakin
dengan jawaban anda?”

Saksi 1 :”Iya yang mulia saya tetap yakin seyakin-
yakinnya bahwa saya tidak pernah menerima
uang senilai 40 juta dari Bapak Taufiq Ismail.”

Hakim Anggota 1 : “Saya rasa cukup pertanyaan dari
saya kepada saksi dari pihak penggugat.”

Hakim Ketua: “Bagaimana saudari penggugat, apakah
sudah cukup kesaksian dari saksi saudari?”

Penggugat : “Saya rasa sudah cukup yang mulia.”
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Hakim Ketua: “Baiklah, kalau begitu saya rasa kesaksian
dari pihak penggugat sudah cukup. Kalau ada
alat bukti lainnya lagi silahkan dihadirkan
disini.”

Kuasa Hk.Penggugat : “Tidak ada lagi yang mulia.”
Hakim Ketua: “Untuk kuasa hukum tergugat, apakah

sudah siap dengan alat buktinya?”
Kuasa Hk. Tergugat: “Kami belum siap yang mulia.

Kami meminta waktu satu minggu untuk
mempersiapkannya.”

Hakim Ketua : “Baiklah, Karena tergugat belum siap
dengan alat buktinya, maka saya rasa
persidangan kali ini cukup sampai disini.  Untuk
agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian
dari pihak tergugat. Pihak tergugat dimohon
untuk menghadirkan barang bukti dan saksi-
saksinya pada persidangan mendatang di
minggu depan. Maka, dengan ini sidang saya
nyatakan ditunda dan ditutup.”(Ketok palu 3x)

“Panitera tolong dibacakan agenda minggu depan.”
Panitera : “Sidang dengan agenda mendengarkan

kesaksian dari saksi pihak tergugat akan
dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14
Desember 2015. Dimohon para pihak dan kuasa
hukumnya hadir tepat waktu. Majelis hakim
meninggalkan ruang sidang, hadirin
dipersilahkan berdiri.Wassalammualaikum,
Wr.Wb.”

F. SIDANG KEENAM [MENDENGARKAN
KESAKSIAN SAKSI TERGUGAT]

Panitera : “Assalamualaikum wr.wb. Sidang
Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor
perkara 696/ PDT.G/ 2015/PA. Surabaya
tentang kasus wanprestasi ijarah, antara Saudari
Dewi Sartika sebagai penggugat melawan
saudara Taufik Ismail sebagai tergugat, pada
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hari ini Senin, tanggal 14 Desember 2015
dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat

akan dimulai, majelis hakim memasuki ruang
sidang, hadirin dimohon berdiri.” (Para hadirin
berdiri dan majelis hakim masuk ruang sidang
dengan urutan hakim anggota 1, ketua
hakim,dan hakim anggota 2)

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.”
Hakim Ketua: “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara-
perkara perdata pada tingkat pertama dengan
Nomor perkara 696/PDT.G/2015/PA.Surabaya,
Pada hari Senin, Tanggal 14 Desember 2015
antara saudari Dewi Sartika sebagai penggugat
melawan saudara Taufik Ismail sebagai
tergugat, dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan
sidang dibuka dan terbuka untuk umum.”
(Hakim mengetuk palu 3x tanda dibukanya
sidang).

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika dan
tergugat atas nama Taufiq Ismail, dan  atau
kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki
ruang sidang”.

Hakim Ketua: “Saudari penggugat, apakah saudari dalam
keadaan sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?”

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.”

Hakim Ketua: Saudara tergugat, apakah saudara dalam
kondisi sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.

Hakim Ketua: “Bagaimana saudara tergugat dan kuasa
hukumnya, sudah siap untuk menghadirkan
saksi-saksinya dan juga barang bukti lainnya?
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Kuasa Hk.Tergugat : “Kami sudah siap yang mulia, kami
sudah membawa alat bukti berupa nota transfer
pembayaran, dan juga kami telah menghadirkan
sejumlah saksi.

Hakim Ketua: “Baiklah, kuasa hukum silahkan maju ke
depan untuk memperlihatkan barang bukti
tertulisnya kepada majelis hakim.”

Kuasa Hk.Tergugat : “Baik yang mulia.”
Hakim Ketua: “Mohon hakim anggota 2 untuk memeriksa

keabsahan barang bukti tertulis yang diajukan
pihak tergugat.”

Hakim Anggota 2 :”Baik yang mulia.”
(Hakim anggota 2 memeriksa keabsahan barang bukti

tertulis dari pihak penggugat)
Hakim Ketua: “Bagaimana hakim anggota 2, apakah

barang bukti yang disampaikan sah?
Hakim Anggota 2 : “Barang bukti tertulis yang

disampaikan berupa nota pembayaran sah yang
mulia.”

Hakim Ketua: “Kuasa hukum penggugat mohon ke depan
untuk menyaksikan alat bukti tertulis dari
tergugat.

Kuasa Hk.Penggugat : “Baik yang mulia” (Memeriksa
alat bukti tertulis)

“Alat bukti tertulis ini tidak sah yang mulia. Alat bukti
ini palsu”

Hakim Ketua: “Baiklah, mohon kuasa hukum penggugat
kembali ke tempatnya. Maka berkaitan dengan
alat bukti tertulis yang telah diajukan saya akan
memberi kode P1 terhadap nota pembayaran
sebagai alat bukti sah dan berharga. Untuk
kuasa hukum penggugat, adakah alat bukti yang
akan disajikan lagi?”

Kuasa Hk.Tergugat  : “Ada yang mulia, kami akan
menghadirkan dua orang saksi yaitu saudara
Qaedi Qasthary dan saudari Vina Fitriana.”
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Hakim Ketua: “Panitera tolong dipanggilkan saksi-saksi
dari pihak tergugat.”

Panitera : “Baik yang mulia, untuk saudara Qaedi
Qasthary dan saudari Vina Fitriana, sebagai
saksi dari pihak tergugat diharapkan masuk ke
ruang sidang.”(Saksi masuk ruang sidang)

Hakim Ketua: “Untuk para saksi, sebelum memberikan
kesaksian pada sidang ini, saya akan terlebih
dahulu menyumpah anda, untuk petugas
silahkan dipersiapkan.”

Petugas : “Baiklah yang mulia, untuk para saksi
dimohonkan untuk berdiri.” (Para saksi berdiri)

Hakim Ketua: “Untuk para saksi, mohon tirukan apa yang
saya ucapkan; ‘Saya bersumpah, saya akan
mengatakan yang sebenar-benarnya, tidak lain
dari yang sebenar-benarnya. Apabila tidak
sesuai dengan kenyataan, maka saya siap
menanggung resiko.”(Para saksi menirukan
dengan Al-Qur’an diatas kepala)

“Untuk saudari saksi kedua, dimohon keluar terlebih
dulu.”

Hakim Ketua: “Untuk saudara saksi, saudara tahu kenapa
saudara dipanggil?”

Saksi 2 : “Ya, yang mulia, saya tahu.”
Hakim Ketua: “Baiklah, sebelum lebih dalam, saya akan

menanyakan terlebih dahulu tentang identitas
saudari. Benar saudari bernama Qaedi
Qasthary? Berumur 38 tahun? Dan pekerjaan
anda saat ini adalah sebagai karyawan di PT.
Merdeka Sentosa? Namun begitu, hingga bulan
lalu anda bekerja sebagai Satpam pada kantor
rumah toko Mawar Ungu?

Saksi 2 : “Benar yang mulia.”
Hakim Ketua: “Baiklah, hakim anggota 2 dipersilahkan

untuk memberikan pertanyaan selanjutnya
kepada saudari saksi.”
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Hakim Anggota 2 : “Baik yang mulia. Saudara saksi,
saya hendak bertanya apakah ada hubungan
kekerabatan antara anda dengan saudara
tergugat?

Saksi 2 : “Saya tidak memiliki hubungan kekerabatan
sama sekali dengan saudara tergugat yang
mulia.”

Hakim Anggota 2 :“Apakah saudara kenal dengan
saudara tergugat?”

Saksi 2 : “Saya mengenalnya yang mulia.”
Hakim Anggota 2 : “Sejak kapan anda mengenal

saudara tergugat?”
Saksi 2 : “Saya mengenal baik beliau ketika saya

masih menjadi satpam di Ruko Mawar Ungu,
karena beliau adalah salah satu penyewa. Tahun
lalu.”

Hakim Anggota 2 :“Baiklah, sejauh apa anda mengenal
beliau?”

Saksi 2 :“Hanya sebatas itu yang mulia.”
Hakim Anggota 2 :“Anda dihadirkan sebagai saksi dari

pihak tergugat, karena anda dianggap
mengetahui bahwasanya pihak tergugat telah
membayarkan uang sewa. Apakah benar
demikian?”

Saksi 2 :“Benar yang mulia. Saya menyaksikannya
sendiri bahwa pihak tergugat telah
membayarkan pembayaran tersebut.”

Penggugat : “Itu bohong yang mulia.”
Hakim Anggota 2 :“Saudari penggugat dimohon untuk

diam terlebih dahulu. Apakah anda yakin
saudara saksi?”

Saksi 2 :“Saya tidak bohong yang mulia. Saya yakin.”
Hakim Anggota 2 :“Saya akan melanjutkan pertanyaan,

kapan tepatnya saudara tergugat membayar?
Saksi 2 : “Sebagaimana yang tertera pada nota

pembayaran tersebut yang mulia. Pembayaran
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tersebut terjadi pada hari Senin pada tanggal 3
Juni tahun ini.”

Hakim Anggota 2 : “Apakah pada saat itu anda melihat
dengan mata kepala anda sendiri, saudara
saksi?”

Saksi 2 : “Iya yang mulia. Saya melihatnya dengan
kepala saya sendiri.”

Hakim Anggota 2 : “Masih ingatkah saudara kapankah
waktunya, apakah pagi, siang, atau sore?”

Saksi 2 : “Waktunya siang hari yang mulia.”
Hakim Anggota 2 : “Tepatnya pukul berapa saudara?”
Saksi 2 : “Sekitar pukul satu atau dua yang mulia.”
Hakim Anggota 2 : “Baiklah. Saya rasa pertanyaan dari

saya sudah cukup.”
Hakim Ketua : “Hakim Anggota 1, apakah ada yang ingin

ditanyakan kepada saudara saksi?”
Hakim Anggota 1: “Ada yang mulia.”
Hakim Ketua : “Baiklah kepada hakim anggota 1,

dipersilahkan untuk mengutarakan pertanyaan
kepada saksi?”

Hakim Anggota 1 : “Saudara saksi, anda adalah
satpam di Ruko Mawar ungu, benar begitu?

Saksi 2 : “Saat ini sudah tidak lagi yang mulia.”
Hakim Anggota 1 : “Iya, sejak kapan anda tidak lagi

menjadi satpam di ruko mawar ungu?”
Saksi 2 : “Sejak dua bulan yang lalu yang mulia.”
Hakim Anggota 1: “Anda tidak lagi menjadi satpam

di ruko mawar ungu karena mengundurkan diri
atau bagamaimana?

Saksi 2 : “Saya mengundurkan diri yang mulia.”
Penggugat: “Bohong yang mulia. Dia tidak lagi

menjadi satpam di ruko saya karena saya pecat.”
Hakim Anggota 1:“Saudari penggugat dimohon

untuk tenang terlebih dahulu. Saudara saksi
benarkah yang saudara katakan tadi?”

Saksi 2 :“Benar yang mulia. Saya tidak berbohong.”
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Hakim Anggota 1: “Baiklah, kalau begitu apa alasan
saudara saksi mengundurkan diri?”

Saksi 2 : “Saya ingin mencoba pekerjaan yang lain
yang mulia.”

Penggugat: “Bohong yang mulia. Dia saya pecat
karena sering meninggalkan pos di waktu jaga
yang mulia.”

Hakim Anggota 1: “Saudari penggugat dimohon
tenang terlebih dahulu. Nanti ada kesempatan
untuk membantahnya. Benarkah apa yang saudara
saksi katakan tadi?

Saksi 2 : “Benar yang mulia.”
Hakim Anggota 1: “Baiklah saya rasa cukup

pertanyaan dari saya untuk saksi pertama ini.”
Hakim Ketua : “Selanjutnya kami beri kesempatan

pada saudari penggugat untuk memberikan
bantahan atas kesaksian saksi barusan.”

Penggugat : “Terima kasih yang mulia.
Apa yang disampaikan oleh saudara Qaedi adalah
bohong yang mulia. Faktanya adalah saya
memberhentikan beliau karena saya berkali-kali
mendapati beliau tidak ada di pos pada jam jaga.
Saya sudah berkali-kali menegurnya, tetapi tetap
saja tidak berubah.”

Kuasa Hk. Penggugat : “Yang mulia, izinkan kami
mengajukan sejumlah pertanyaan kepada saudara
saksi.”

Hakim Ketua : “Silahkan saudara kuasa hukum.”
Kuasa Hk.Penggugat : “Terima kasih yang mulia.

Saudara saksi benarkah anda melihat dengan
mata kepala anda sendiri bahwa saudara
tergugat membayarkan uangnya?”

Saksi 2 : “Ya, saya melihatnya sendiri.”
Kuasa Hk.Penggugat : “Berarti anda juga melihat dengan

mata kepala anda sendiri bahwa saudara
tergugat membayarkan uang tersebut langsung
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pada saudari Ruchima sebagai sekretaris dari
penggugat.”

Saksi 2 : “Eh... iya, saya melihatnya sendiri.”
Kuasa Hk.Penggugat : “Pertanyaan dari saya cukup yang

mulia.”
Hakim Ketua: “Baiklah. Saudara saksi, terimakasih atas

kesaksiannya, silahkan mengambil identitas dan
meninggalkan ruang sidang. Panitera dimohon
memanggilkan saksi kedua dari pihak tergugat.”

Panitera : “Baik yang mulia, untuk saudari Vina
Fitriana saksi kedua dari pihak tergugat
dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang.”
(saksi 3 memasuki ruang sidang)”

Hakim Ketua: “Nama anda Vina Fitriana, benar begitu?
Saksi 3 : “Benar yang mulia.”
Hakim Ketua: “Anda berumur 27 tahun, merupakan

karyawan di kantor pemasaran ruko Mawar
Ungu, hingga saat ini?”

Saksi 3 : “Iya yang mulia, benar.”
Hakim Ketua: “Apakah ada hubungan kekerabatan antara

anda dengan saudara tergugat?”
Saksi 3 : “Tidak ada yang mulia.”
Hakim Ketua: “Anda sudah berapa lama bekerja di ruko

mawar ungu?”
Saksi 3 : “Baru setahun ini yang mulia.”
Hakim Ketua: “Bagaimana pekerjaan saudari di kantor

pemasaran ruko tersebut?”
Saksi 3 : “Saya bekerja sebagai tenaga kebersihan

yang mulia.”
Hakim Ketua: “Baiklah, pada waktu pembayaran apakah

anda melihatnya?”
Saksi 3 : “Saya melihatnya yang mulia.”
Hakim Ketua: “Kapankah waktunya itu?”
Saksi 3 : “Tanggal 3 Juni itu yang mulia.”
Hakim Ketua: “Pagi, siang, atau sore?”
Saksi 3 : “Siang sekitar pukul 1 atau 2 begitu yang

mulia.”
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Hakim Ketua: “Saya rasa pertanyaan dari saya sudah
cukup. Hakim Anggota 1 ada yang hendak
ditanyakan?”

Hakim Anggota 1 : “Ada yang mulia.”
Hakim Ketua: “Silahkan kepada hakim anggota 1 untuk

bertanya.”
Hakim Anggota 1 : “Baik yang mulia. Saudari saksi,

hingga kini anda masih bekerja dengan saudari
penggugat, benar begitu?”

Saksi 3 : “Iya yang mulia.”
Hakim Anggota 1 : “Bagaimana hubungan anda dengan

saudari penggugat?”
Saksi 3 : “Hubungan saya dengan bu Dewi Sartika

baik-baik saja yang mulia.”
Hakim Anggota 1 : “Kalau dengan saudara tergugat,

kapan saudari mengenal beliau?”
Saksi 3 : “Saya tahu Pak Taufik sejak lama yang

mulia, karena beliau adalah salah satu penyewa
ruko. Tetapi saya belum lama mengenal beliau
yang mulia.”

Hakim Anggota 1 : “Kapan tepatnya anda mengenal
beliau?”

Saksi 3 : “Saya mengenal beliau minggu lalu yang
mulia.”

Hakim Anggota 1 : “Pertanyaan saya cukup yang
mulia.”

Hakim Ketua: “Baiklah, hakim anggota 2 ada yang ingin
disampaikan?”

Hakim Anggota 2 : “Tidak ada yang mulia.”
Hakim Ketua: “Kami berikan kesempatan kepada pihak

penggugat untuk memberikan bantahan.”
Penggugat : “Jujur saja saya kaget yang mulia. Vina ini

adalah salah satu karyawan saya. Setiap hari
bekerja dengan baik. Tapi kenapa dia
memberikan kesaksian bohong seperti itu.”
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Kuasa Hk.Penggugat : “Perkenankan saya untuk
memberikan sejumlah pertanyaan kepada
saudari saksi yang mulia.”

Hakim Ketua: “Silahkan saudara kuasa hukum.”
Kuasa Hk.Penggugat : “Baik yang mulia. Apakah anda

mengenal dengan saudari Ruchima, sekretaris
pribadi ibu Dewi?”

Saksi 3 : “Iya, saya mengenalnya.”
Kuasa Hk.Penggugat : “Apakah saudari tahu bahwasanya

pembayaran sewa adalah kepada saudari
Ruchima?”

Saksi 3 : “Iya saya tahu”
Kuasa Hk.Penggugat : “Saudari saksi, benarkah anda

menyaksikan sewaktu saudara tergugat
membayar?”

Saksi 3 : “Eee... Iya saya menyaksikan.”
Kuasa Hk.Penggugat : “Anda menyaksikannya secara

langsung Pak Taufik menyerahkan uang kepada
saudari Ruchima sebagai ?”

Saksi 3 : “Eee... Iya. Saya yakin sekali.”
Kuasa Hk.Penggugat: “Berarti anda telah berbohong.”
Saksi 3 : “Tidak. Saya tidak berbohong.”
Kuasa Hk.Penggugat: “Tahukah anda bahwa pada tanggal

3 Juni tersebut saudari Ruchima sedang tidak
berada di tempat dan tidak bekerja? Dia sedang
di luar kota.”

Saksi 3 : ”Hmm... Tapi saya yakin sekali pada waktu
itu melihat langsung Bu Ruchima menerima
pembayaran dari Pak Taufik.”

Kuasa Hk.Penggugat: ”Yang mulia, saya memiliki bukti
bahwa saudari Ruchima tidak berada di tempat
ketika itu.  Kebetulan beliau sekarang ada di
ruang sidang ini dan membawanya.”

Hakim Ketua: “Baiklah, silahkan dibawakan ke depan alat
bukti tersebut.”

Kuasa Hk.Penggugat : “Baik yang mulia, ini adalah tiket
museum yang dikunjungi oleh Saudari Ruchima
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pada tanggal 3 Juni itu.” (sambil menunjukkan
di hadapan majelis hakim)

Saksi 3 :
Hakim Ketua: “Baik, alat bukti ini sah. Saudara tergugat

beserta kuasa hukum dipersilahkan melihat dan
memeriksa alat bukti ini.”

Tergugat : “Ini pasti palsu yang mulia.”
Hakim Ketua: “Silahkan kembali ke tempat saudara

tergugat. Saudari saksi dipersilahkan melihat
dan memeriksa alat bukti ini.”

Saksi 3 : “Hmm..”
Hakim Ketua: “Saudari saksi, ada lagi yang hendak

disampaikan?”
Saksi 3 : “Sudah cukup yang mulia.”
Hakim Ketua:“Baiklah. Saudara tergugat, apakah ada alat

bukti lain yang hendak dihadirkan?”
Tergugat : “Sudah cukup yang mulia. Tidak ada lagi

yang ingin kami tambahkan.”
Hakim Ketua: “Untuk sidang selanjutnya pembacaan

kesimpulan dan musyawarah majelis hakim.
Untuk sidang kali ini saya rasa sudah cukup,
maka dengan ini saya nyatakan sidang ditunda
dan ditutup. (Ketuk palu 3x) Panitera tolong
bacakan agenda sidang minggu depan.

Panitera : Sidang dengan agenda pembacaan
kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat
akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21
Desember 2015. Dimohon para pihak dan kuasa
hukumnya hadir tepat waktu. Majelis hakim
meninggalkan ruang sidang, hadirin
dipersilahkan berdiri.Wassalammualaikum,
Wr.Wb.

G. SIDANG KETUJUH[PEMBACAAN KESIMPULAN]
Panitera : “Assalamualaikum wr.wb. Sidang

Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor
perkara 696/ PDT.G/ 2015/PA. Surabaya
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tentang kasus wanprestasi ijarah, antara Saudari
Dewi Sartika sebagai penggugat melawan
saudara Taufik Ismail sebagai tergugat, pada
hari ini Senin, tanggal 21 Desember 2015
dengan agenda pembacaan kesimpulan dari para
pihak, akan dimulai, majelis hakim
memasuki ruang sidang, hadirin dimohon
berdiri.” (Para hadirin berdiri dan majelis
hakim masuk ruang sidang dengan urutan
hakim anggota 1, ketua hakim,dan hakim
anggota 2)

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.”
Hakim Ketua: “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara-
perkara perdata pada tingkat pertama dengan
Nomor perkara 696/PDT.G/2015/PA.Surabaya,
Pada hari Senin, Tanggal 21 Desember 2015
antara saudari Dewi Sartika sebagai penggugat
melawan saudara Taufik Ismail sebagai
tergugat, dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan
sidang dibuka dan terbuka untuk umum.”
(Hakim mengetuk palu 3x tanda dibukanya
sidang).

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika dan
tergugat atas nama Taufiq Ismail, dan  atau
kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki
ruang sidang”.

Hakim Ketua: “Saudari penggugat, apakah saudari dalam
keadaan sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?”

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.”

Hakim Ketua: “Saudara tergugat, apakah saudara dalam
kondisi sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?”
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Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.”

Hakim Ketua: “Saudara penggugat sudahkah siap untuk
membacakan kesimpulannya?”

Penggugat : “Sudah yang mulia.”
Hakim Ketua: “Saudara tergugat, sudahkah siap untuk

membacakan kesimpulannya?
Tergugat : “Sudah yang mulia.”
Hakim Ketua: “Silahkan kuasa hukum penggugat

membacakan kesimpulannya, kemudian disusul
oleh kuasa hukum tergugat.”

Kuasa Hk.Penggugat : Baik yang mulia.”(membacakan
kesimpulan penggugat)

Hakim Ketua: “Selanjutnya kuasa hukum silahkan
membacakan kesimpulannya.”

Kuasa Hk.Tergugat: “Baik yang mulia.” (membacakan
kesimpulan tergugat)

Hakim Ketua: “Setelah mendengar kesimpulan dari
masing-masing pihak, saya ingin menanyakan
apakah masih tetap ingin menindaklanjuti kasus
ini? Untuk saudari penggugat, apakah masih
hendak menindaklanjuti kasus ini?”

Kuasa Hk.Penggugat : “Iya yang mulia, kami tetap ingin
menindaklanjuti kasus ini.”

Hakim Ketua: “Bagaimana pihak tergugat?”
Kuasa Hk.Tergugat: “Kami dari awal sebenarnya tidak

ingin kasus ini dilanjutkan, tetapi bila pihak
penggugat inginnya demikian, maka apa boleh
buat.”

Hakim Ketua: “Baiklah. Kami akan menindaklanjuti kasus
ini dengan memusyawarahkannya. Kepada
pihak penggugat dan tergugat dimohon untuk
keluar dari ruang sidang terlebih dahulu.”

(Majelis Hakim melakukan musyawarah)
Hakim Ketua : “Panitera dimohon untuk mempersilahkan

pihak penggugat dan tergugat memasuki
ruangan.”
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Panitera : “Baik yang mulia, untuk para pihak dan
kuasanya dimohon memasuki ruang sidang.”

Hakim Ketua: “Untuk para pihak diharapkan
memperhatikan dengan seksama. Dengan ini,
berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim,
maka majelis hakim akan menyusun putusan
dan sidang pembacaan putusan akan
disampaikan pada dua minggu yang akan
datang. Dengan ini saya nyatakan sidang
ditunda & ditutup.(ketuk palu 3x)

“Panitera, dimohon untuk membacakan agenda sidang
selanjutnya.”

Panitera : “Sidang dengan agenda pembacaan putusan
akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4
Januari 2016. Dimohon para pihak dan kuasa
hukumnya hadir tepat waktu. Majelis hakim
meninggalkan ruang sidang, hadirin
dipersilahkan berdiri.”Wasalammualaikum,
Wr.Wb.

H. SIDANG KEDELAPAN[PEMBACAAN PUTUSAN
HAKIM]
Panitera :“Assalamualaikum wr.wb. Sidang Pengadilan

Agama Surabaya dengan nomor perkara 696/
PDT.G/ 2015/PA. Surabaya tentang kasus
wanprestasi ijarah, antara Saudari Dewi Sartika
sebagai penggugat melawan saudara Taufik
Ismail sebagai tergugat, pada hari ini Senin
tanggal 4 Januari 2016 dengan agenda
pembacaan putusan akan dimulai, majelis hakim
memasuki ruang sidang, hadirin dimohon
berdiri.” (Para hadirin berdiri dan majelis
hakim masuk ruang sidang dengan urutan
hakim anggota 1, ketua hakim,dan hakim
anggota 2)

“Hadirin dipersilahkan duduk kembali.”
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Hakim Ketua: “Sidang Pengadilan Agama Surabaya, yang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara-
perkara perdata pada tingkat pertama dengan
Nomor perkara 696/PDT.G/2015/PA.Surabaya,
Pada hari Senin, Tanggal 4 Januari 2015 antara
saudari Dewi Sartika sebagai penggugat
melawan saudara Taufik Ismail sebagai
tergugat, dengan ucapan
Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan
sidang dibuka dan terbuka untuk umum.”
(Hakim mengetuk palu 3x tanda dibukanya
sidang).

Panitera : “Penggugat atas nama Dewi Sartika dan
tergugat atas nama Taufiq Ismail, dan  atau
kuasa hukumnya dipersilahkan untuk memasuki
ruang sidang”.

Hakim Ketua: “Saudari penggugat, apakah saudari dalam
keadaan sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?”

Penggugat : “Ya, Yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.”

Hakim Ketua : “Saudara tergugat, apakah saudara
dalam kondisi sehat wal afiat dan siap mengikuti
persidangan?”

Tergugat : “Ya, yang mulia. Saya dalam kondisi sehat
wal afiat dan siap mengikuti persidangan.”

Hakim Ketua : “Saudari penggugat sudah siap
untuk mendengarkan pembacaan putusan?”

Penggugat : “Sudah yang mulia.”
Hakim Ketua : “Saudara tergugat sudah siap untuk

mendengarkan pembacaan putusan?”
Tergugat : “Sudah yang mulia.”
Hakim Ketua: “Kepada hakim anggota 1 tolong dibacakan

hasil keputusannya.”
Hakim Anggota 1 : “Baik yang mulia.” (Hakim anggota

1 membacakan putusan)



307

Hakim Ketua: “Apabila dalam keputusan majelis hakim
masih ada yang keberatan, silahkan mengajukan
banding, untuk disidang kembali. Saya beri
jangka waktu 14 hari setelah para pihak dan
kuasa hukumnya menerima salinan putusan ini.
Sidang pada hari ini telah selesai, maka sidang
ditutup. (ketuk palu 3x)

“Marilah bersama-sama kita baca hamdalah.”
Hadirin :“Alhamdulillahirobbil ‘Alamin”
Hakim Ketua:“Wassalamualaikum wr.wb.”

(Para pihak bersalaman dengan majelis hakim dan
panitera)
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